KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU

HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU

HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR
JALAN DAKOTA NOMOR 24 MAKASSAR 90242
TELEPON (0411) 4813452, 4813539, 555120, FAKSIMILE (0411) 555159
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppmhkp.makassar@kkp.go.id

Nomor : B. 1141/BPPMHKP.MKS/TU.140/1V/2026 14 April
2026

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Berkas

Hal : Laporan Kinerja Triwulan | Tahun 2026

Yth. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan
di
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan laporan kinerja periode triwulan I Tahun
2026 pada Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Makassar, sebagai bahan monitoring dan evaluasi capaian kinerja
sesuai yang tertuang dalam dokumen penetapan kinerja ( terlampir ).

Demikian penyampan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Karunia dan Rahmat-
Nya kegiatan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Makassar yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Triwulan | Tahun 2026 dapat
terlaksana dan tersusun dengan baik. Laporan Kinerja ini sebagai pertanggungjawaban
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
dalam menjalankan misi organisasi yang dituangkan dalam program dan kegiatan untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

LKj ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi tentang
pencapaian kinerja operasional Balai Pengendalaian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan Makassar yang ditetapkan untuk periode triwulan | tahun 2026
yang disusun dengan pendekatan Balance Scorecard ( BSC ). LKj menyajikan realisasi IKU
yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan termasuk hambatan dan

permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Kami menyadari bahwa LKj masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan
saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa yang akan

datang.

dsar, 14 April 2026
gl Balai PPMHKP Makassar

‘k Aoharmmad Zamrud
'9 N ] Mlnmh“‘)v.o‘\@
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis ( NPSS) Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar pada Triwulan | Tahun 2026 adalah 113,51
(istimewa) Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis ( SS ) dan target
Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Badan Pengendalaian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai

berikut :

Pada Triwulan | tahun 2026 ada 12 (dua belas) perjanjian Kinerja, adapun capaian

realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

No Target Realisasi

Indikator Kinerja kegiatan
Triwulan |

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor

Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu 72 76,20
dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP

Makassar (%)

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor

Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan 72 88,10

Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP

Makassar (%)

Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di

3. Wilayah Rl Lingkup Balai PPMHKP Makassar 71 74,81
(Nilai)

Persentase Implementasi Metode Terstandar
Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup
Balai PPMHKP Makassar (%)

71

Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai

82,5 0
PPMHKP Makassar (Indeks)

L \N\
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6 Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai 77 77,59
' PPMHKP Makassar (Nilai)
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai
7. o 86,2 0
PPMHKP Makassar (Nilai)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang 100
8. Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup 86
Balai PPMHKP Makassar (Persen)
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 0
9. Lingkup Balai PPMHKP Makassar (Nilai) 92,1
10 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) 71.75 78,20
) Lingkup Balai PPMHKP Makassar (Nilai) ’
Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang 100
11. diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP 77
Makassar (%)
12 Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai 35 3,92

PPMHKP Makassar (Indeks)

Kinerja Keuangan Balai Pegendalain dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil
Kelautan dan Perikanan Makassar pagu anggaran tahun 2026 sebsar Rp 21.301.198.000
dan triwulan | tahun 2026 terealisasi sebesar Rp Rp 3.063.439.195 atau 14,65 %.

Vi
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I. PENDAHULUAN

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas
yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelengaraan
negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk

penyusunan Laporan Kinerja.

SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instrument pemerintah dalam
memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu
kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan

pelaporan kinerja.

Dalam peraturan Menteri Keluautan dan perikanan Nomor 35 Tahun 2023
tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan
dan Perikanan, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas
dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di Kementerian atas penggunaan
anggaran untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
Laporan Kinerja disusun periodik baik triwulanan (LKj Interim). Hal terpenting yang
diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah mengukur kinerja evaluasi, serta
pengungkapan (disclosure) secara memadai terhadap hasil capaian target
kinerja.Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan

Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), dalam melaksanakan tugas dituntut
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untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efesien sesuai
dengan prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor
28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai
Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar dalam
melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2026 untuk mencapai visi dan misi

BPPMHKP.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar merupakan salah satu Unit
Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan

Perikanan. terdiri dari (1). Sub bagian Umum, (2) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan, dan
evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan hubungan masyarakat,
organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta
pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. Kelompok jabatan fungsional
mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi unit pelaksanaan teknis pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan sesuai

dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Struktur organisasi Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan

dan Perikanan Makassar dapat dilihat pada struktur organisasi dibawah ini.
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STRUKTUR ORGANISASI

BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR
TAHUN 2026

P KEPALA BALAI
1MT © O 2009
[ Mobammed Zamrud, SPI WP,
[——_
KEPALA SUBBAGWM UWUM
TYT 36 et 22
‘ Karwit, .94

‘ JABATAN FUNGSIONAL DAN ’

JABAYAN PELAKSANA

Arah kebijakan dan strategis pembangunan Balai Pengendalin dan Pengawasan

Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar disusun dan dilaksanakan dengan
mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan,
maka sasaran strategis Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan

Perikanan Makassar adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan
Perikanan dengan didukung 1). Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor
produksi Primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai
Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar, 2).
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar, 3). Nilai Pengawasan
Mutu Hasil Perikanan di Wilayah Ri Lingkup lingkup Balai Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar

2. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanaan hasil

kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar yang didukung 1).
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Persentase Implentasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan lingkup Balai PPMHKP Makassar.
Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dilingkungan Balai PPMHKP
Makassar yang di dukung 1). Indeksi Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP
Makassar, 2). Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Makassar, 3).
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai PPMHKP Makassar, 4). Persentase
rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup
Balai PPMHKP Makassar, 5). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
lingkup Balai PPMHKP Makassar, 6). Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)
lingkup Balai PPMHKP Makassar, 7) Persentase rencana umum pengadaan PBJ
yang diumumkan pada SIRUP lingkup Balai PPMHKP Makassar, 8). Indeks Kepuasan
masyarakat lingkup Balai PPMHKP Makassar.

Sistematika dan penyajian LKj Triwulanan Tahun 2026 merujuk pada aturan dan

ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi;

Bab Il. Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja
tahun yang bersangkutan;

Bab Ill. Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen
Perjanjian Kinerja;

Bab IV. Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan
kinerjanya;

Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2026 dan hal-hal lainnya.
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Il. PERENCANAAN KINERJA

Visi Presiden 2025-2029 mengusung komitmen "Bersama Indonesia Maju,

Menuju Indonesia Emas 2045", yang melanjutkan fondasi yang telah dibangun dan

mendorong Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Visi ini mengajak seluruh

rakyat Indonesia untuk bersatu dan berkolaborasi demi meraih tujuan bersama, dan

diwujudkan dalam 8 (delapan) Misi yang dikenal dengan Asta Cita, yaitu:

1.
2.

Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta
meningkatkan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di
dalam negeri.

Membangun dari desa dan bawah untuk pemerataan ekonomi dan
pemberantasan kemiskinan.

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
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8. Memperkuat keharmonisan kehidupan dengan lingkungan, alam, dan budaya,

serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai

masyarakat yang adil dan makmur.

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan
2025 — 2029 maka sasaran strategis ( SS) dan kondisi output/impact yang diinginan
dapat dicapai BPPMHKP dari program yang dilaksanakan , maka Balai Pengendalian
dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar telah menetapkan
sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh
organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut
diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria,
mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya,

spesifik dan dapat diukur.

1. Sasaran Strategis 1. Terselenggaranya pengendalian dan
pengawasan mutu hasil kelautan dan
perikanan

2. Sasaran Strategis 2. Terselenggaranya pengendalian sistem

jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan
dan perikanan yang konsisten sesuai

standar

3. Sasaran Strategis 3. Tata kelola pemerintahan yang efektif dan
akuntabel di lingkungan Balai PPMHKP
Makassar
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Sasaran strategis maka Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan Makassar merupakan penjabaran operasional dari visi, misi
dan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran strategis ini menggambarkan hasil yang
hendak dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang
lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat
keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun
bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian
(target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun
waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang
ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang
ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi dan
Penyusunan IKU pada KKP mampu membangun sistem mendorong tercapainya
kinerja organisasi yang terukur.

Peta Strategis adalah suatu dashboard yang memetakan sasaran organisasi
dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan
perjalanan strategi nasional. Dari Peta Strategi tersebut, dijabarkan indikator dan
terget kinerja yang akan dicapai Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil

Kelautan dan Perikanan Makassar pada tahun 2026, sebagaimana tertuang dalam

Perjanjian Kinerja BPPMHKP.
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$S2. Terselenggaranya

SS1. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan
pengendalian dan pengawasan mutu dn keamanan hasil
mutu hasil kelautan dan perikanan kelautan dan perikanan yang

konsisten seuai standar

SS3. Tata kelola pemerintahan yang efektif dan
akuntabel di lingkungan Balai PPMHKP Makassar

Gambar 1. Peta Strategi Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar Tahun 2026

Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas
akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan

Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
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lIl. AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian indikator kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar dilakukan dengan cara membandingkan
antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam
Penetapan Kinerja tahun 2026. Selanjutnya dilakukan pembahasan dan analisis lebih
mendalam terutama terhadap indikator kinerja yang realisasinya tidak mencapai target.
Hal ini perlu dilakukan untuk mengenali faktor penyebabnya selanjutnya akan digunakan
sebagai bahan pertimbangan penetapan strategi untuk peningkatan kinerja (performance
improvement) di tahun-tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Makassar pada Triwulan | Tahun 2026 dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis
(NPSS) sebesar 113,51 (Istimewa) berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi

pengelolaan kinerja di www.kinerja.kkp.go.id.

Nilai NPSS tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja berdasarkan

target yang telah ditetapkan selama tahun 2026.

OESSTa —
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Capaian kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan secara lebih detail menurut indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel di
bawah ini :

Tabel : 2.1
Capaian Kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Triwulan | Tahun 2026

Realisasi Tahun 2021 - 2025 Tahun 2026
Sasaran Strategis I"d'k‘am I'(merja % Realisasi | % Realisasi
Target TWI | Realisasi terhadap | terhadap
2021 2022 2023 2024 2025 Target 2026
aree 2006 | TWI2026 | TargetTW1 |Target Tahun
2026 2026
Terselenggaranya Pengendalian dan Persentase hasil Kelautan dan Perikanan sektor
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan 1 produksi primer yang m.emenuh\ standar mutu . . . 125 10286 n n 762 10583 10583
Perikanan dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP
Makassar
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor
2 produksi pasca panen yang memenuhi sta.ndar . . A 981 13951 n n 881 1223 12236
mutu dan keamanan pangan lingkup Balai
PPMHKP Makassar
3 N\\.a\ Pengavfasan Mutu Hasil Perikanan | 5 4+ 4 100 10000 n n 181 10537 10537
Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Makassar
Realisasi Tahun 2021 - 2025 Tahun 2026
Sasaran Strategis I"mhm I)(merja %Realisasi | % Realisasi
01 2 3 204 2025 | Torget oz | THELTW! | Realisasi | terhadap | terhadsp

2026 TW12026 | Target TW| | Target Tahun
2026 2026

P —
ers‘e\enggaranva pengendaliansistem Persentase Implentasi Metode Terstandar
jaminan mutu dan keamanan hasil dan Pengawiasan Mutu Hasi

' & - - - @1 | e n 0 0 000 000
eloutan dan perikanan yang konsisten Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup) g / ! /

Balai PPMHKP Makassar

sesuai standar

Terselenggaranya Kelola Pemerintahan Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai
yang efektif dan akuntabel dilingkungan 5 |PPMHKP Makassar 8144 8,23 9027 90,78 108,60 825 0 0 0,00 0,00
Balai PPMHKP Makassar

Nila Pembangunan Integritas Lingkup Balai
6 PPMHKP Makassar 100,68 7 n 71,59 100,77 100,77

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai
7 PPMHKP Makassar 98 95,3 87,13 838 104,65 86,2 0 0 0,00 0,00

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang

g |dmanfaatkan untk perbaikan kinerja ingkup 6 100 100 100 11765 8% 8 100 1628 | 11628
Balai PPMHKP Makassar

Nilai Indikator pelaksanaan anggaran (IKPA)
9 |lingkup Balai PPMHKP Makassar 89 %44 938 97,16 10280 921 0 0 000 000

Nilai inerja Perencanaan Anggaran lingkup
10 |Balel Besar KIPM Makassar 8 8787 86,2 9837 13986 775 0 782 000 000

Persentase rencana umum pengadaaan PBJ yang|

11 |diumumkan pada SRUP Lingkup Balai PPMHKP 79,56 7826 843 13158 7 n 100 12987 | 12987
Makasar (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan

12 |Balai Besar KIPM Makassar - 898 9,12 377 1169 35 35 39 1m0 | 11200

10
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Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan
perikanan

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan
perikanan yang menjadi tolak ukur keberhasilan program dan kegiatan Balai Pengendalian
dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar. diperlukan dukungan 3
indikator kinerja yang harus dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan

pencapaian 3 indikator kinerja tersebut disajikan pada table dibawah ini :

Indikator Kinerja Target
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil

kelautan dan perikanan :
1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi

A . 1. 72%
primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
lingkup Balai PPMHKP Makassar (%)
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi
. 2. 72%
pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan
pangan lingkup Balai PPMHKP Makassar (%)
3. Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup 371

Balai PPMHKP Makassar (Nilai)

IK. 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP
Makassar

Realisasi Tahun 2021 - 2025 Tahun 2026

Indikator Kinerja

Sasaran Strategis
. (K)

%Realisasi | % Realisasi
Target TWI | Realisasi terhadap terhadap
2026 TW12026 | TargetTW| |Target Tahun

2026 2026

2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Target2026

Terselenggaranya Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan

Persentase hasil Kelautan dan
Perikanan sektor produksi primer
yang memenuhi standar mutu dan - - - 125 142,86 72 7 76,2 105,83 105,83
keamanan pangan lingkup Balai
PPMHKP Makassar

\ 11
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Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang
Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BPPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan
pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca
panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam
implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku
kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina
seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini
mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota
dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat

yang berkelanjutan.

BPPMHKP Makassar saat ini mengemban tanggung jawab melalui penetapan Indikator
Kinerja Utama (IKU) yang dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan
dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara
terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan, optimalisasi serta
penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan

sumber daya perairan.

Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :

1. Sertifikat Cara Penanganan lkan Yang Baik (CPIB) di Kapal Perikanan;
2. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)

3. Sertifikat Cara Budidaya lkan Yang Baik (CBIB);

4. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan lkan yang Baik (CPPIB)

5. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)

6. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)

L \N “
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Sertifikat Cara Penanganan lkan Yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada
kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal
tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan

Ikan.

Cara Budidaya lkan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau
membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga
memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan

memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan.

Cara Pembenihan lkan Yang Baik (CPIB) adalah pedoman dan tata mengembangbiakkan
ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur dan
pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi
yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan

pengelolaan lingkungan.

Cara Pembuatan pakan ikan yang baik yang selanjutnya disingkat CPPIB adalah
serangkaian proses pembuatan Pakan lkan yang meliputi kegiatan pengadaan dan
penyiapan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan distribusi Pakan lkan yang
memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan dan

manusia serta ramah lingkungan.

Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik yang selanjutnya disebut CDOIB adalah pedoman untuk
mengatur seluruh proses distribusi Obat Ikan sehingga pengguna mendapatkan jaminan

konsistensi mutu, keamanan, dan khasiat Obat Ikan.

Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOIB adalah pedoman
untuk mengatur seluruh produksi yang meliputi kegiatan mengolah bahan baku, produk
antara, dan/atau produk rumahan dan pengawasan mutu guna menghasilkan yang aman

bermutu dan berkhasiat.

L \N ”
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Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai

berikut :

A+B+C+D+E+F
%X= —— X100%

xn

=81,00 +70+70+90
5
=76.20

xX
=<
Il

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar
mutu dan kemananan pangan.

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB yang memenuhi standar mutu dan keamanan

pangan
F = Persentase Unit Usaha menerapakan CPIB Kapal
Xn = Jumlah dari Unsur Pembentuk

Catatan :

Untuk realiasasi output pada Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2026 triwulan | sebesar
76,20 % sedangkan realiasasi output pada Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2025
triwulan | tahun 2025 sebesar 100 %. Mengalami penurunan sebesar 23,8 % yang
disebabkan oleh perhitungan capaian realisasi IKU tahun 2026 diperoleh dari perhitungan

dari Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP.

Adapun jumlah permohonan dan jumlah sertifikat yang terbit dapat dilihat pada matriks

berikut :
No Kegiatan Jumlah Permohonan | Jumlah Sertifikat Persentase Unit Usaha
Yang Lolos Verifikasi | yang Terbit yang Menerapkan
Berkas Sertifikasi
1 Sertifikasi CPIB Kapal 5 5 100 %
2 Sertifikasi CBIB 0 0 0
3 Sertifikasi CPIB 0 0 0
4 Sertifikasi CPPIB 0 0 0
5 Sertifikasi CPOIB 0 0 0
6 Sertifikasi CDOIB 0 0 0

14
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Dengan demikian realisasi persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer

yang memenuhi standar mutu dan kemananan pangan Triwulan | tahun 2026 adalah 100

% sehingga capaian kinerja sebesar 138,88 %.

Dengan demikian realisasi persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer
yang memenuhi standar mutu dan kemananan pangan Triwulan | tahun 2026 adalah

76,20 % sehingga capaian kinerja sebesar 105,83 %.

Realisasi Triwulan | tahun 2025 yaitu 100% 2025.karena seluruh permohonan yang masuk
dapat ditindaklanjuti sampai dengan terbitnya sertifikat, namun dari segi anggaran dan

jumlah output sertifikasi berbeda.

Pada Triwulan | tahun 2026 tidak terdapat Permohonan sertifikasi CBIB,CPPIB,CPOIB dan
CDOIB, namun telah dilakukan pengawasan mutu melalui kegiatan surveilan pada unit
pembudidaya yang telah tersertifikasi Cara Budidaya lkan Yang Baik (CBIB) sebanyak 4 unit
dari 7 target yang ditetapkan oleh pusat produksi primer. Adapun ouput kegiatan tersebut
berupa Surat Keterangan Hasil Surveilan (SKHS) telah diterbitkan sebanyak 4 SKHS dan
telah disampaikan kepada pelaku usaha. Kegiatan surveilan pada sertifikasi CPIB kapal
sebanyak 3 target belum dilaksanakan. Tidak ada program surveilan pada kegiatan

sertifikasi untuk pembenihan (CPIB) dan CPPIB.

Adapun Sumberdaya Manusia yang terlibat yaitu :

¢ Jumlah SDM yang terlibat dalam kegiatan Inspeksi CPIB Kapal pada Triwulan | sebanyak
4 orang, yang terdiri atas 4 Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar.

e Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Surveilan CBIB pada TW | sebanyak 8 orang
yang terdiri dari 8 Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar

e« Pada triwulan | tahun 2026 perwakilan Balai PPMHKP Makassar atas nama
Mohammad Zamrud,S.Pi,.MP, Sri Rahayu Setyaningsih S.St.Pi,.M.Sc dan Arfiandi S.Pi
menerima Sertifikat Apresiasi dari Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline
Indonesia (AP2HI) pada Program Sertifikasi Cara Penanganan lkan yang Baik di kapal

rantai pasok perusahaan anggota AP2HI di Sulawesi Selatan.
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Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran awal tahun 2026
sebesar Rp. 75.380.000 yang digunakan untuk Inspeksi penerapan sertifikasi produksi
primer. Realisasi anggaran TW | Tahun 2026 sebesar Rp. 8.241.000,- atau sebesar 10,93 %,
untuk perjalanan dinas inspeksi CPIB Kapal dan surveilan CBIB. Sedangkan pagu anggaran

tahun 2025 sebesar Rp.18.820.000 dan belum ada realisasi pada TW | tahun 2025.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP ” penangkapan ikan terukur
berbasis kuota ” yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu
dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan
sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan.
BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan

keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP “ pembangunan perikanan
budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan “ yaitu BPPMHKP berperan dalam
penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di
setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan
mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib
memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan (SJIMKHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk

menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Kegiatan yang dilaksanakan selama triwulan | yaitu :

e Pada tanggal 5 Januari 2026 Balai PPMHKP Makassar melaksanakan audiensi dengan
Walikota Makassar Munafri Arifuddin di Balai Kota Makassar. Tujuan audiensi tersebut
adalah memperkenalkan tugas dan fungsi UPT BPPMHKP secara kelembagaan serta
meminta dukungan dalam kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu hasil
kelautan dan perikanan hulu hilir di kota Makassar.

e Pada tanggal 26 Januari 2026 sebagai narasumber pada kegiatan sosialisasi indikator

penilaian CBIB sebagai instrumen peningkatan kualitas dan keamanan hasil budidaya
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Sulawesi Barat secara tata muka dan daring yang bertempat di Aula BRPBAPPP Maros.
Pada tanggal 29 Januari 2026 mengikuti Help Desk Sertifikasi CPPIB, CPOIB dan CDOIB
yang dilaksanakan secara Online oleh Pusat Produksi Primer.

Pada tanggal 4 Februari 2026 telah diadakan Sharing Session Cara Budidaya Ikan yang
Baik dalam rangka peningkatan kapasitas Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu
yang bertempat di aula BPPMHKP Makassar.

Pada tanggal 5 Februari 2026 dilaksanakan Sosialisasi Sertifikasi CPIB Kapal Melalui
Portal SIAPMUTU Versi 1.0.3 — 2025.12.08 di Aula kantor BPPMHKP Makassar yang
diikuti oleh pengguna layanan BPPMHKP Makassar.

Pada tanggal 6 Februari 2026 mengikuti kegiatan Help desk Koordinasi CPIB 2026
Wilayah 2 yang dilaksanakan secara online oleh Pusat Produksi Primer.

Pada tanggal 26 Februari 2026 dilaksanakan Sosialisasi Pengisian ceklist CPIB Kapal
Melalui Portal SIAPMUTU Versi 1.0.3 —2025.12.08 di Aula kantor BPPMHKP Makassar
yang diikuti oleh Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar
Pada tanggal 2-4 Maret 2026 Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar an. Sri Rahayu
Setyaningsih S.St.Pi,.M.Sc dan Arfiandi S.Pi mengikuti kegiatan Training Of Trainer
(ToT) Sertifikasi Keterampilan Penanganan lkan (SKPI) yang diselenggarakan oleh
BPPSDMKP yang bekerja sama dengan BPPMHKP dan DJPT yang dilaksanakan secara
online.

Pada tanggal 4 Maret 2026 Balai PPMHKP Makassar menjadi Narasumber pada Focus
Group Discussion Sosialisasi Kampung Nelayan Merah Putih bertempat di PPl Paotere.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
(HSNI) Kota Makassar, Direktorat Intelkam Polda Sulsel dan Balai PPMHKP Makassar
yang dihadiri oleh 60 orang nelayan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan
penyadartahuan kepada nelayan tentang manfaat KNMP sebagai program prioritas
KKP. Hal ini merupakan bentuk dukungan Balai PPMHKP Makassar terhadap program
Prioritas Nasional yang di gagas oleh KKP yaitu pembangunan Kampung Nelayan
Merah Putih untuk mentransformasi Desa pesisir menjadi modern, produktif dan

terintegrasi.
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Hasil Tindaklanjut rekomendasi rencana tindaklanjut sebelumnya

Pada tanggal 26 Januari 2026 telah dilaksanakan sosialisasi indikator penilaian CBIB sebagai
instrumen peningkatan kualitas dan keamanan hasil budidaya pada penyuluh perikanan
yang ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat secara tata muka dan

daring yang bertempat di Aula BRPBAPPP Maros.

Akar Masalah

Komitmen pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi penjaminan mutu hulu masih kurang.

Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan berikutnya
Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, untuk melakukan pendekatan terhadap

pelaku usaha guna peningkatan komitmen

[ Dokumentasi Kegiatan Audensi dengan Walikota Makassar
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Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Indokator Penilaian CBIB
sebagai Instrumen Peningkatan kualitas dan keamanan hasil
budidaya

Dokuemntasi kegiatan sosialisasi sertifikasi CPIB Kapal melalui
Portal Siapmutu Versi 1.0.3 — 2025.12.08
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IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP
Makassar

Realisasi Tahun 2021 - 2025 Tahun 2026

Indikator Kinerja
(1K)

%Realisasi | % Realisasi

Target TW| | Realisasi | terhadap | terhadap
2026 TW12026 | TargetTW | |Target Tahun

2026 2026

Sasaran Strategis

2021 2022 2023 2024 2025 Target 2026

Terselenggaranya
dan hasil kelautan dan perikanan
Pengawasan Mutu Hasil  [sektor produksi pasca panen yang
Kelautan dan Perikanan | memenuhi standar mutu dan keamanan
pangan lingkup Balai PPMHKP Makassar

98,1 139,51 7 n 8,1 122,36 122,36

Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku
Usaha pada setiap Unit Pengolahan lkan (UPI) wajib memenuhi dan menerapkan
persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJIMKHP) sejak
praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang

bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Keamanan hasil perikanan merupakan persyaratan utama dan terpenting dari seluruh
parameter mutu pangan mengingat dewasa ini konsumen semakin menyadari bahwa mutu
pangan khususnya keamanan pangan tidak dapat hanya dijamin dengan hasil uji produk
akhir dari laboratorium. Produk yang aman didapat dari bahan baku yang ditangani dengan
baik, diolah dan didistribusikan dengan baik sehingga akan menghasilkan produk akhir yang

memenuhi standar mutu;

Langkah untuk mengantisipasi hal tersebut serta adanya tuntutan dalam pasar bebas,
Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan suatu sistem jaminan mutu
berdasarkan konsep HACCP yang harus diterapkan oleh pelaku usaha perikanan mulai
bahan baku hingga produk akhir. Untuk memastikan bahwa suatu unit pengolahan ikan
menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan prinsip-
prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten

melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi.
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Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) melalui Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu

Pasca Panen Pada triwulan | 2026 melaksanakan 2 (dua) kegiatan dalam Indikator Kinerja

Utama yaitu :

1. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada
UPI lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar (Produk)

2. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT
Balai PPMHKP Makassar (Produk)

3. Sertifikat Penerapan Distribusi lkan (SPDI) pada unit distribusi lingkup UPT Balai
PPMHKP Makassar

4. Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Surveilen HACCP)

Indikator Kinerja ini mendukung kegiatan prioritas kedua KKP yaitu penangkapan ikan
terukur berbasis kuota dan program prioritas ketiga KKP yaitu pembangunan budidaya laut,

pesisir dan darat yang berkelanjutan.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua yaitu menjamin mutu dan
keamanan hasil perikanan tangkap yang di terima oleh Unit Pengolahan lkan (UPI) melalui
sertifikasi HACCP, sertifikasi SKP yang merupakan persyaratan utama ekspor produk
perikanan ke negara tujuan. Produk hasil perikanan Indonesia menghadapi berbagai
tuntutan dan tantangan yang semakin kompleks diantaranya; ketatnya persyaratan
jaminan mutu (quality) dan keamanan (safety) pangan, kemampuan telusur (traceability),
ramah lingkungan (environmental friendly) dan keberlanjutan (sustainability). Untuk itu
diperlukan upaya tindakan penguatan penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan (SJIMKHP) mulai dari hulu sampai hilir. Agar traceability dapat diterapkan
secara konsisten, maka semua pihak yang terlibat dalam rantai suplai dan produksi harus
melakukan pencatatan (informasi dan koleksi data) tentang hal-hal yang telah ditentukan

terhadap input produksi atau produk yang dikelolanya.
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Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga yaitu mendukung peningkatan
produksi lima komoditas ekspor yaitu udang, kepiting, rumput laut, lobster dan tilapia. Di
Sulawesi Selatan terdapat dua komoditas budidaya yaitu udang dan rumput laut yang
dijamin mutu dan keamanan hasil perikanan melalui sertifikasi HACCP dan SKP yang

merupakan persyaratan utama ekspor produk perikanan ke negara tujuan.

CARA PENGUKURAN
* Perhitungan berdasarkan Manual Indikator Kinerja Tahun 2026 yaitu :

A+B+C
%X =
xn

93,75+90,56+80

3
= 88,10 %
Dimana
%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan
keamanan pangan
A= Persentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk
B= Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan lkan skala UMKM dan menengah besar yang
menerapkan
GMPSSOP
C= Persentase Surak Keterangan Penerapa HACCP yang diterbitkan pada unit distribusi ikan pada unit
supplier
Catatan:

Data variable perhitungan diperoleh dari Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca

Panen BPPMHKP.

Realisasi persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Triwulan | tahun 2026 terealisasi sebesar
88,10 %, dari target 72 %. Dengan demikian capaian IKU ini adalah sebesar 122,36 %,
dibandingkan Triwulan | Tahun 2025 sebesar 115,08 %.
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Adapun jumlah sertifikat yang diterbitkan pada Triwulan | sebagai berikut:
1. HACCP sejumlah 43 ruang lingkup sertifikat.

2. SKP sejumlah 22 ruang lingkup sertifikat.

3. SPDI sejumlah 1 ruang lingkup sertifikat.

Pelaksanaan kegiatan SKP mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan
Pengolahan (SKP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (mengatur persyaratan HACCP) serta
sertifikasi Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) Berdasarkan Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan.

Adapun kegiatan pendukung pada IKU pasca panen adalah kegiatan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan (surveilen HACCP) yang dilaksanakan secara berkala untuk
memastikan konsistensi dalam Penerapan System Jaminan Mutu dan Keamaan Hasil
Kelautan dan Perikanan. Pada Triwulan | telah dilaksanakan surveilen HACCP dan

pengambilan sampel UJI sebanyak 93 UPI.

Kegiatan pendukung lainnya yang telah dilaksanakan :

1. Padatanggal 5 Januari 2026 Balai PPMHKP Makassar melaksanakan audiensi dengan
Walikota Makassar Munafri Arifuddin di Balai Kota Makassar. Tujuan audiensi tersebut
adalah memperkenalkan tugas dan fungsi UPT BPPMHKP secara kelembagaan serta
meminta dukungan dalam kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu hasil
kelautan dan perikanan hulu hilir di kota Makassar.

2. Padatanggal 4 Maret 2026 Balai PPMHKP Makassar menjadi Narasumber pada Focus
Group Discussion Sosialisasi Kampung Nelayan Merah Putih bertempat di PPI Paotere.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
(HNSI) Kota Makassar, Direktorat Intelkam Polda Sulsel dan Balai PPMHKP Makassar

yang dihadiri oleh 60 orang nelayan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan
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penyadartahuan kepada nelayan tentang manfaat KNMP sebagai program prioritas
KKP. Hal ini merupakan bentuk dukungan Balai PPMHKP Makassar terhadap program
Prioritas Nasional yang di gagas oleh KKP yaitu pembangunan Kampung Nelayan
Merah Putih untuk mentransformasi Desa pesisir menjadi modern, produktif dan
terintegrasi.

3. Pada tanggal 5 Maret 2026, Balai PPMHKP Makassar menjadi narasumber pada
Kegiatan Pelatihan On Line Peningkatan Kapasitas Bagi Pengurus Koperasi Sektor Riil
Transformasi SDM dan Inovasi Menuju Koperasi Berdaya Saing yang dilaksanakan oleh
Kedeputian Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian
Koperasi. Pada kegiatan tersebut Balai PPMHKP Makassar membawakan materi
Akselerasi Penerbitan Sertifikasi Penerapan Distribusi lkan Untuk Pelaku Utama
Kelautan dan Perikanan Berbasis Koperasi.

4. Pada tanggal 30 Januari 2026 telah dilakukan rapat persiapan pelaksanaan Sertifikasi
Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) PB Umku dan tindak lanjut PP 28 Tahun 2025 tentang
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, kegiatan ini diadakan oleh Pusat Mutu Pasca
Panen, BPPMHKP KKP;

5. Pada tanggal 11 Maret 2026 telah dilaksanakan rapat Koordinasi Verifikator Layanan

Sistem Distribusi lkan Online (DISNILINE), kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat
Mutu pasca Panen, BPPMHKP KKP.

Kegiatan ini melibatkan seluruh pejabat fungsional inspektur mutu diantaranya untuk
kegiatan sertifikasi HACCP sebanyak 15 orang dan kegiatan sertifikasi SKP sebanyak 16

orang serta Sertifikasi SPDI sebanyak 3 orang.

Realisasi Anggaran kegiatan pasca panen Tahun 2026 :

. . Pagu Anggaran Pagu Anggal.'a.n Efisiensi Realisasi g
Jenis Kegiatan Awal setelah revisi R R Anggaran
Rp Rp P P Rp
a. 3989.PDC.002. A. 30.000.000 12.231.000 17.769.000 1.290.000 10.941.000

Persentase
Sertifikat Penerapan Distribusi lkan
(SPDI) yang diterbitkan

L \N ’



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2026

b. 3989.PDC.002. B. 48.125.000 19.689.000 28.436.000 4.954.000 14.735.000
Persentase  Sertifikat  Kelayakan
Pengolahan (SKP) diterbitkan pada
unit Pengolahan Ikanskala UMKM dan
Menengah Besa

c. 3989.PDC.002. C. 68.243.000 68.243.000 - 33.459.000 34.784.000
Jumlah Sertifikat Hazard Analysis
Critical Control Point (HACCP) ruang
lingkup produk pada UPI

d. 3989.QIC.003. 5.000.000 3.500.000 1.500.000 0 3.500.000
UPI yang konsisten menerapkan
Sistem Jaminan Mutu dan Kemanan
Hasil Perikanan (SMKHP)
TOTAL 151.368.000 103.663.000 47.705.000 | 39.703.000 63.960.000

Pada Tahun 2026 pagu anggaran sebesar RP. 151.368.000,- setelah dilakukan efisiensi
sebesar RP. 103.663.000,- dan realisasi pada Triwulan | sebesar Rp. 39.703.000,-,
dibandingkan dengan Tahun 2025 pagu sebesar Rp. 58.196.000 dan terealisasi
Rp. 22.365.000,- atau 38,43%.

Hasil Tindaklanjut rekomendasi rencana tindaklanjut sebelumnya
Telah dilakukan koordinasi dengan Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan (BPMPP), Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 11 Maret 2026, terkait

teknis pelaksanaan Sertifikasi SKP yang lebih efisien dan efektif.

Akar Masalah
Belum terlaksananya Sertifikasi SKP dan SPDI di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP)

Sulawesi Selatan
Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan berikutnya

Koordinasi dengan UPT DJPT KKP terkait percepatanan pelaksanaan sertifikasi SKP dan SPDI
di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Sulawesi Selatan.
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Dokuemntasi kegiatan Kampung Nelayan Merah Putih

IK.3. Nilai Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan di

Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Makassar

IKeIautan dan Perikanan

Makassar

Realisasi Tahun 2021 - 2025 Tahun 2026
Sasaran Strategis Indlka[tTlr(I)(mer]a %Realisasi | % Realisasi
| oan | am | am | s | Tager | TEELTW! | Redsat | tedadap | tetadap
2026 TW12026 | Target TW I [Target Tahun
2026 2026
Terselenggaranya
pengendalian dan Ni‘\ai Pengav(asan Mutu ﬂasil Perikanan |
Pengawasan Mutu Hasl Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP 5 4 4 100 100,00 7 n 74,81 105,37 105,37
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Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden
(Inpres) No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berkewajiban untuk
meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada
masyarakat dan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk langkah-langkah
strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud antara lain melalui optimalisasi
ketersediaan ikan sehat dan aman konsumsi sebagai pangan sehat, penguatan sistem
jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, pengendalian mutu di pasar/sentra produksi
ikan sehat; penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan pengendalian ikan sehat dan

aman untuk dikonsumsi.

Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik merupakan salah satu indikator
kinerja utama yang mendukung Asta Cita ke-2 Presiden Rl yaitu Memantapkan sistem
pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada
pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dukungan BPPMHKP
terhadap Asta Cita ini sejalan dengan program prioritas KKP yaitu :

I Program Prioritas Kedua KKP yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dimana
pada kegiatan pengawasan mutu domestik Balai PPMHKP Makassar memastikan
produk hasil perikanan tangkap yang didistribusikan kemasyarakat melalui tempat
pelelangan ikan (TPI/PPI), pasar tradisional dan pasar modern telah memenuhi
standar mutu dan keamanan hasil perikanan.

Il.  Program Prioritas Ketiga KKP yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat
yang berkelanjutan, baik untuk komoditas ekspor maupun konsumsi lokal, dimana
pada kegiatan pengawasan mutu Balai PPMHKP Makassar memastikan produk hasil
perikanan hasil budidaya yang didistribusikan kemasyarakat melalui tempat
pelelangan ikan (TPI/PPI), pasar tradisional dan pasar modern telah memenuhi
standar mutu dan keamanan hasil perikanan.

BPPMHKP berkolaborasi dengan stakeholder dan instansi terkait untuk memastikan

keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan hulu hilir.

Dalam hal ini BPPMHKP memiliki peran penting antara lain :
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1. Pengawasan Mutu: Melakukan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan untuk
memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan keamanan
pangan.

2. Pengendalian Mutu: BPPMHKP melakukan pengendalian mutu hasil kelautan dan

perikanan untuk mencegah terjadinya penyimpangan kualitas dan keamanan pangan.

Dengan demikian BPPMHKP juga dapat membantu dalam peningkatan kualitas dan
keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan, sehingga dapat meningkatkan
kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan di

pasar domestik dan internasional.

Dalam hal ini, Balai PPMHKP Makassar mengikuti kegiatan rapat evaluasi pelaksanaan
kegiatan pelaksanaan Pengawasan Mutu Domestik dan pengawasan mutu impor tahun
2025 dan koordinasi pelaksanaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu
perikanan domestik tahun 2026 sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Petunjuk
Teknis Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Penyediaan Pangan
Sehat dan Pengawasan Mutu Impor yang dilaksanakan oleh Pusat Mutu Pasca Panen pada
tanggal 29 Januari 2026 yang dihadiri oleh seluruh UPT BPPMHKP secara virtual. Secara
garis besar pada kegiatan ini Pusat Mutu Pasca Panen melakukan review kegiatan tahun
sebelumnya dan berkoordinasi untuk menyamakan persepsi antara Pusat dan UPT

BPPMHKP dalam pelaksanaan kegiatan.

Pada tahun 2026, Balai PPMHKP Makassar menjadi salah satu unit kerja yang diberikan
target sebesar 71% sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2026. Kegiatan pengawasan
mutu hasil perikanan domestik rencananya akan dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam
setahun yaitu setiap semester dan untuk lokasi kegiatan di Pasar Tradisonal, Pasar Modern,

Pelabuhan atau TPI, dan UMKM Suplier MBG.
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Pada triwulan | tahun 2026 berdasarkan Surat dari Pusat Mutu Pasca Panen tanggal 12
Februari 2026 perihal Pelaksanaan Giat Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Domestik menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 H Tahun 2026 target
pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik yaitu di Kabupaten Maros

dengan lokus pengawasan yaitu TPl Labuang dan Poklahsar UMKM Cahaya Bandeng.

Adapun agenda kegiatan yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu

hasil perikanan domestik Triwulan | tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

No. Nama Kegiatan Waktu Kegiatan Pelaksana Kegiatan
1. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan 29 Januari 2026 Pusat Mutu Pasca Panen
dan Pengendalian Mutu Perikanan Domestik BPPMHKP

Tahun 2026, Pengawasan Mutu Impor dan
Review Kegiatan Tahun 2025

2. Koordinasi Bersama Dinas Kelautan dan 9 Februari 2026 Balai PPMHKP Makassar
Perikanan Kabupaten Maros
3. Kunjungan lapangan ke lokasi pengawasan, 17 Februari 2026 Balai PPMHKP Makassar
pengisian check list penilaian sarana,
prasarana, sanitasi & hygiene dan
pengambilan sampel uji

Sampel uji yang diambil pada Lokasi TPI Labuang terdapat 5 (lima) sampel yaitu Cumi-cumi
segar, Bandeng segar, Katamba segar, Layang segar dan Udang Vannamei segar sedangkan
di Poklahsar UMKM Cahaya Bandeng diambil 2 (dua) sampel produk yaitu Bandeng segar
dan Bandeng Tanpa Duri yang selanjutnya dilakukan pengujian di Laboratorium Balai
PPMHKP Makassar dengan target pengujian Organoleptik, ALT, Echerichia coli, Salmonella
spp, dan Formalin dan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap sampel uji

menunjukkan hasil negatif atau sudah sesuai dengan standar mutu yang dipersyaratkan.

Inspektur mutu juga melakukan pengamatan kondisi sarana prasarana dan sanitasi hygiene
di TPI Labuang yang memperoleh nilai dengan kriteria BAIK dimana lokasi berada ditempat
bebas pencemaran dan mudah dijangkau, bangunan terawat, dibersihkan dan terawat,
saluran pembuangan air memiliki kemiringan yang cukup, fasilitas sanitasi tersedia,
pasokan air cukup, penerangan yang cukup baik alami maupun menggunakan lampu,

transportasi pengangkutan produk cukup memadai namun masih perlu perhatian terkait
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cara penanganan ikan yang baik sehingga mutu produk yang dipasarkan tetap terjaga
sedangkan di Poklahsar UMKM Cahaya Bandeng memperoleh nilai dengan kriteria SANGAT
BAIK.

Nilai penjaminan mutu pada kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan
domestik sektor produksi pasca panen di wilayah Rl diperoleh dari hasil penghitungan
persentase nilai sarana & prasarana sebesar 60% dan nilai pengujian produk sebesar 40%

dengan formula :

Jaminan mutu = (60% X nilai sarana prasarana) + (40%
X nilai pengujian produk)

(60% X 87.5) + (40% x 97) = 91,3

Sedangkan nilai penjaminan mutu pada kegiatan pengawasan bahan berbahaya dan
monitoring cemaran lingkungan perairan sektor produksi primer di wilayah RI diperoleh
dari hasil penghitungan jumlah pengujian yang dilakukan dibagi jumlah pengujian yang

wajib dilakukan dikali 100 dengan formula :

o = (A1:A2) + (B1:B2)

> x100 %

Dimana :

X : Hasil akhir

Al : Hasil pengujian yang memenuhi persyaratan
A2 : Jumlah pengujian yang dilakukan

B1 : Skor jumlah pengujian

B2 : Nilai total skor

5:6)+ (1:3
w2 SO+

83.33 +33.33
X=——F—x100%

116.66
X= > x100 %

=58,33
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Untuk indikator kinerja nilai pengawasan mutu hasil perikanan dihitung berdasarkan formula :

A+B

X = x100 %

Dimana :

X : nilai pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah Rl lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar

A : nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI

B : nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen di wilayah Rl

58.33 +91.3
X=""T"—""7"

3 x100 %

149.63
X = 5 x100 %

=74.81

Pada triwulan | tahun 2026 indikator kinerja nilai pengawasan mutu hasil perikanan di
wilayah RI lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar mendapatkan nilai 74.81 atau sebesar 105

% jika dibandingkan dengan triwulan | tahun 2025

Untuk indikator kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan diantaranya :
1. Hasil Perikanan impor yang diawasi mutunya
2. Monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP pada Unit Pengolahan lkan

3. Pengawasan cemaran bahan berbahaya di lingkungan perairan

Alokasi anggaran kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik
tahun 2026 sebesar Rp.7.000.000,- bersumber dari dana PNBP yang tertuang dalam Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran Balai PPMHKP Makassar Tahun Anggaran 2026. Walaupun
terdapat kebijakan pemerintah pusat yang masih melakukan blokir atau penghematan
anggaran diawal tahun 2026 sebesar Rp. 3.972.000 tidak menjadi penghalang pada

kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik. Pada pelaksanaan
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kegiatan di triwulan | tahun 2026 ini anggaran yang terealisasi sebanyak Rp. 1.640.000 atau
sebesar 54.16%

Jumlah SDM yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 13 orang yang terdiri atas Inspektur
Mutu, Petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maros, dan Penyuluh

Perikanan BRPBAPPP Maros.

l. Hasil Perikanan Impor Yang Diawasi Mutunya

Kegiatan pengawasan mutu impor dilakukan untuk memastikan produk yang masuk
ke dalam negeri aman dikonsumsi dan memenuhi standar sanitasi. Balai PPMHKP Makassar
memastikan produk yang masuk tidak melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun
2026 tentang keamanan pangan, Pemasok ikan dari luar negeri wajib teregistrasi di
Kementerian Kelautan dan Perikanan agar bahan baku yang masuk memenuhi standar

hygiene.

Pengawasan mutu impor juga dilakukan melalui uji laboratorium terhadap cemaran
mikroba, residu, dan keamanan pangan. Pada triwulan | tahun 2026 kegiatan pengawasan
mutu impor belum dilaksanakan dan direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan Il

tahun 2026.

Il.  Monitoring dan Evaluasi Keseuaian Penerbitan SMKHP pada Unit Pengolahan lkan
Pada triwulan | tahun 2026, Balai PPMHKP Makassar telah melaksanakan kegiatan

Monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP pada 4 (empat) Unit Pengolahan

Ikan yang melakukan kegiatan ekspor produk hasil kelautan dan perikanan, Untuk

selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No Nama UPI Waktu Pelaksanaan Petugas

1. CV. Anugrah Bahari Mandiri 6 Februari 2026 -Waode Suharni, S.Pi
-Kamaruddin, S.P,M.

2. CV. Mitra Sejahtera 24 Februari 2026 -Patmawati, S.St.Pi
-Andi Muhammad Haedar

3. PT. Asia Sejahtera Mina TBK 3 Maret 2026 -Muhammad Irfan Rais, S.Pi
-Suprianto, A.Md.Pi.,S.P

4, PT. Global Maju Pratama 13 Maret 2026 -Mohammad Zamrud, S.Pi.,M.P
-Taufiqg, S.PKP
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Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan data yang tersedia pada aplikasi SIAP Mutu dalam\
kegiatan pelayanan sertifikasi ekspor ke negara tujuan dengan tujuan untuk memastikan
bahwa kegiatan penilaian kesesuaian penerbitan SMKHP pada pelaku usaha berjalan sesuai
regulasi sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai serta memudahkan Balai PPMHKP
Makassar dalam melakukan penilaian ke pelaku usaha kelautan dan perikanan khususnya
pelaku usaha ekspor. Hasil dari kegiatan monev ini menjadi dasar dalam pemberian skoring
tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam penerbitan SMKHP. Kegiatan monitoring dan
evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP dilaksanakan secara tatap muka dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 10.000.000. Jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2025
sebesar Rp. 25.000.000 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp. 15.000.000 atau sekitar
60%.

Pada Triwulan | tahun 2026, anggaran yang terealisasi sebesar Rp1.460.000 atau sekitar
14,6%. Jika dibandingkan dengan realisasi Triwulan | tahun 2025, kondisi tersebut berbeda
karena pada tahun 2025 terjadi blokir anggaran sebagai dampak kebijakan efisiensi

anggaran pemerintah pusat melalui automatic adjustment.
lll. Pengawasan Cemaran Bahan Berbahaya Di Lingkungan Perairan
Pada triwulan | tahun 2026, Balai PPMHKP Makassar telah malaksanakan kegiatan

Pengawasan cemaran bahan berbahaya di lingkungan perairan dengan lokasi kegiatan di

TPI Lappa Kabupaten Sinjai, Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No Nama Kegiatan Waktu Kegiatan Pelaksana Kegiatan
1. Rapat Persiapan Pelaksanaan Monitoring | 2 Februari 2026 Pusat Mutu Primer
Residu Cemaran Bahan Berbahaya di Perairan
Laut Zona PIT dan Perairan Umum WPP-NRI
Perairan Darat

2. Kunjungan lapangan ke lokasi pengawasan | 5-6 Maret 2026 Balai PPMHKP Makassar
bahan berbahaya dan monitoring cemaran
lingkungan perairan di TPl Lappa Kabupaten
Sinjai
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Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan target yang disampaikan pada saat rapat persiapan
kegiatan pada tanggal 2 Februari 2026 bersama Pusat Mutu Primer yaitu sebanyak 1 (satu)

lokasi di TPI Lappa, Kabupaten Sinjai.

Monitoring cemaran perairan merupakan salah kegiatan pendukung IKU utama program
prioritas kedua Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu BPPMHKP memastikan bahwa
setiap hasil tangkapan yang dikomsumsi bebas dari cemaran perairan termasuk racun
hayati laut dan logam berat dan untuk SDM yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan

triwulan | tahun 2026 sebanyak 4 orang Inspektur Mutu.

Kegiatan ini dilaksanakan secara onsite dengan pagu anggaran sebesar Rp. 37.500.000, jika
dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 10.000.000, sehingga
terdapat peningkatan sebesar Rp. 27.500.000 atau sekitar 87%, pada triwulan | tahun 2026
anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 8.644.000 atau sekitar 45.72%, jika dibandingkan
dengan realisasi anggaran triwulan | tahun 2025, kondisi tersebut berbeda karena pada
tahun 2025 terjadi blokir anggaran sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran
pemerintah pusat melalui automatic adjustment.

Tabel Data Realisasi Anggaran Pendukung Indikator Kinerja Tahun 2026

No Nama Kegiatan Pagu Efisiensi Realisasi

1. 3989.QJA.001. Hasil Perikanan di Wilayah RI Rp.7.000.000 Rp. 3.972.000 Rp. 1.640.000
yang diawasi mutunya (54.16 %)

2. 3989.QlA.003. Hasil Perikanan impor yang Rp.5.000.000 Rp. 3.000.000 0
diawasi mutunya

3. 3989.QIC.003. Jumlah Produksi Primer yang Rp.10.000.000 Rp. 2.924.000 Rp. 1.460.000
konsisten menerapkan Jaminan (20.63 %)
mutu dan keamanan hasil perikanan

4. 3989.QJA.002. Pengawasan cemaran Rp. Rp. Rp. 8.644.500
bahan berbahaya di lingkungan 37.500.000 18.594.000 (45.72 %)
perairan

Hasil Tindaklanjut rekomendasi rencana tindaklanjut sebelumnya

1. Telah dilakukan koordinasi bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maros

pada tanggal 9 Februari 2026.
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34



LAPORAN KINERJA
TAHUN 2026

2.  Penyampaian laporan hasil uji sampel pada kegiatan pengawasan mutu domestik dan
pemantauan ketersediaan pasokan ikan menyambut hari natal dan tahun baru ke

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maros pada tanggal 5 Februari 2026.

Akar Masalah

Potensi masalah :

- Pengawasan Mutu Domestik : Belum optimalnya kolaborasi dalam pelaksanaan
kegiatan pengawasan mutu domestic

- Pengawasan Mutu Impor : Belum dilaksanakan kegiatan pengawasan mutu impor

Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan berikutnya
1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengoptimalkan pelaksanaan
kegiatan di semester Il tahun 2026.

2. Melaksanakan kegiatan pengawasan mutu impor

Dokumentasi Kegiatan Koordinasi bersama Dinas Kelautan dan
Perikanan Kab. Maros
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Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Mutu
Domestik di TPl Labuang dan Pklahsar UMKM Cahaya Bandeng

Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerbitan
SMKHP pada Unit Pengolahan lkan
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Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Bahan Berbahaya dan
Monitoring Cemaran Lingkungan Perairan di TPl Lappa Kab. Sinjai

Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan
perikanan yang konsistensi sesuai standar

Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan
perikanan yang konsistensi sesuai standar di dukung 1 Indikator kinerja yang harus dicapai
sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan pencapaian 1 indikator kinerja

tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja Target

Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan

keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsistensi

sesuai standar

1. Persentase Implementasi Metode Terstandar
Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP

1. 71 Nilai

37



LAPDRAN KINERJA
TAHUN 2028

IK4. Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP
Makassar

Realisasi Tahun 2021 - 2025 Tahun 2026

Indikator Kinerja
(1K)

% Realisasi | % Realisasi
TargetTWI | Realisasi | terhadap | terhadap
2026 TW12026 | Target TW I |Target Tahun
2026 2006

Sasaran Strategis

2021 2022 2023 2024 2025 | Target 2026

Terselenggaranya
pengendalian sistem Persentase Implentasi Metode Terstandar
jaminan mutu dan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
hasil kelautan  [Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan
dan perikanan yang Lingkup Balai PPMHKP Makassar
konsisten sesuai standar

81 121,64 n 0 0 0,00 0,00

Persentase implementasi terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan
merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk perikanan yang
dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Implementasi metode
terstandar pengendalian serta pengawasan mutu dalam industri perikanan sangat penting
untuk memastikan produk aman dikonsumsi dan sesuai dengan persyaratan pasar, baik

domestik maupun internasional.

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar
diperoleh dari rata-rata dari nilai kualitas penerapan Quality Management System (QMS),
nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji SNI 1SO/IEC
17025:2017, dan nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi SNI
ISO/IEC 17020:2012 yang dilakukan oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP pada Balai
PPMHKP Makassar.

Nilai kualitas penerapan Quality Management System (QMS) diperoleh dari nilai rata-rata

penerapan sistem jaminan mutu untuk unit yang telah dilakukan verifikasi.
SNI ISO/IEC 17025:2017 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan

laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan

formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling
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pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri.
Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (SNI 1ISO/IEC
17025:2017) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi:

Ruang Lingkup;

Acuan Normatif;

Persyaratan Umum;

Persyaratan Struktural;

Persyaratan Sumber Daya;

Persyaratan Proses;

N oo o~ w Noe

Persyaratan Sistem Manajemen

SNI ISO/IEC 17020:2012 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk lembaga Inspeksi
yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa
Lembaga Inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten objektif dan akurat sesuai
dengan standar yang ditetapkan. Penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO/IEC
17020:2012 yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum

2. Persyaratan Struktural

3. Persyaratan Sumberdaya

4. Persyaratan Proses

5. Persyaratan Sistem Manajemen

Untuk menghitung nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu maka digunakan

rumus :
A+B+C
x="-—"

3 X 100%

Dimana :

= Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu
yang ditetapkan lingkup Balai PPMHKP Makassar
A= Presentase Nilai Penerapan SNI ISO/IEC 17020:2012
= Presentase Nilai Penerapan SNI ISO/IEC 17025:2017
C= Presentase Nilai Penerapan Quality Management System (QMS)
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Pada Triwulan | Tahun 2026, Pusat Manajemen Mutu belum melakukan verifikasi
penerapan SNI ISO/IEC 17020:2012, verifikasi penerapan SNI ISO/IEC 17025:2017, maupun
verifikasi penerapan Quality Management System (QMS) di Balai PPMHKP Makassar

sehingga belum ada nilai realisasi yang dapat disampaikan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC
17020:2012 berupa surveilan penerapan HACCP di Unit Pengolahan lkan. Selama Triwulan
| Tahun 2026 terdapat 93 kali surveilan penerapan HACCP yang terdiri dari :

1. Bulan Januari sebanyak 35 kali

2. Bulan Februari sebanyak 35 kali

3. Bulan Maret sebanyak 23 kali

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan sistem manajemen mutu SNI I1SO/IEC
17025:2017 berupa kegiatan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan di
laboratorium Balai PPMHKP Makassar. Selama Triwulan | Tahun 2026, terdapat 2.846 kali
pengujian laboratorium yang terdiri dari :

1. BulanJanuari sebanyak 1.007 kali

2. Bulan Februari sebanyak 1.316 kali

3. Bulan Maret sebanyak 523 kali

Kegiatan implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu ini
dilaksanakan oleh 29 orang mulai dari Manager Puncak, inspektur mutu, hingga analis dan
staf laboratorium yang kompeten dalam melaksanakan sistem manajemen mutu SNI

ISO/IEC 17020:2012 dan SNI ISO/IEC 17025:2017.

Kegiatan implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu ini
mendukung Asta Cita ke-2 dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional yaitu
swasembada pangan melalui ekonomi biru. Pemenuhan sistem manajemen mutu
laboratorium ini memberikan jaminan kepada negara-negara importir akan pangan yang

sehat dan aman konsumsi berupa komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan. Pemenuhan
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sistem manajemen mutu juga memberikan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar\
global.

IKU ini mendukung budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di Lingkup Balai PPMHKP Makassar yaitu
Berorientasi Pelayanan dengan memberikan pelayanan laboratorium pengujian mutu dan
keamanan hasil perikanan yang memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah,

cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta terus melakukan perbaikan.

Anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu bersumber dari DIPA Balai Pengendalian

dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar sebesar Rp. 86.000.000 yang

mendapatkan efisiensi sebesar Rp. 38.750.000 sehingga anggaran yang dapat dimanfaatkan

sebesar Rp. 47.250.000. Pada Triwulan | tahun 2026 belum ada anggaran yang terealisasi

karena belum ada kegiatan akreditasi, uji profisiensi, dan iuran tahunan sesuai dengan

jadwal penerapan sistem manajemen mutu integrasi.

Jika dibandingkan tahun 2025 Indikator ini didukung 2 kegiatan yaitu :

1) Pemenuhan sistem manajemen mutu dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.500.000,
tpada triwulan | tahun 2025 belum ada realisasi .

2) Pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium dengan pagu anggaran sebeser

Rp 36.537.000, pada triwulan | ttahun 2025 terealisasi sebsar Rp 1.500.000.

Pada Triwulan | Tahun 2026 ini telah dilakukan beberapa kali kegiatan peningkatan
kompetensi laboratorium diantaranya :
a. 14/01/2026 Webinar Manajemen Peralatan Laboratorium oleh Labmania
b. 21/01/2026 Pengenalan ISO 19011:2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen oleh
Balai Besar Uji Standar KHIT
c. 21/01/2026 Implementasi ISO 11133:2014/AMD2:2020 untuk Jaminan Kualitas Media
Mikrobiologi oleh Maja Sains
d. 22/01/2026 Webinar Salmonella Detection Based on 1SO 6579 oleh DKSH
e. 05/02/2026 Webinar ISO 6887 Preparation for microbiological examination oleh JLPPI
BPOM
f.  18/02/2026 Detection and Enumeration of Listeria oleh DKSH
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g. 24/02/2026 Basic & Teknik Analisa dengan Instrument AAS oleh Maja Sains \
h. 12/03/2026 Analisa Kualitatif & Kuantitatif dengan FITR oleh Maja Sains

Pada Triwulan | Tahun 2026 ini telah dilakukan beberapa kali kegiatan peningkatan
kompetensi lembaga inspeksi diantaranya :

a. 29/01/2026 Evaluasi Pelaksanaan Surveilan HACCP (sharing session)

b. 03/03/2026 Harmonisasi Daftar Periksa Inspeksi Rumput Laut oleh UNIDO — GQSP

Pada Triwulan | tahun 2026 terdapat kunjungan praktik kerja lapang di Laboratorium Balai

PPMHKP Makassar oleh siswa/mahasiswa sebagai berikut :

a. Prodi Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas llImu Kelautan dan Perikanan Unhas
sebanyak 10 orang

b. Prodi Teknologi Hasil Perikanan Fakultas llmu Kelautan dan Perikanan Unhas sebanyak
5 orang

c. Prodi Teknologi Akuakultur dan Pasca Panen Perikanan Fakultas Vokasi Unhas
sebanyak 4 orang

d. Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unhas sebanyak 3
orang

e. Jurusan Kelautan Fakultas IiImu Kelautan dan Perikanan Unhas sebanyak 1 orang

Selama Triwulan | tahun 2026, terdapat 4 orang lulusan perguruan tinggi yang
melaksanakan magang berdasarkan program pemagangan nasional dari Kementerian
Ketenagakerjaan RIl. Program magang ini memberikan pengetahuan dan pengalaman
kepada peserta magang dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan khususnya di bidang pengujian laboratorium.

Hasil Tindaklanjut rekomendasi rencana tindaklanjut sebelumnya
Telah dilakukan pelatihan peningkatan kompetensi analis laboratorium untuk ruang lingkup
yang akan ditambahkan sebagai laboratorium rujukan wilayah Timur Indonesia berupa

pelatihan Listeria monocytogenes pada tanggal 18 Februari 2026 oleh DKSH.

L \N '



LAPORAN KINERJA
TAHUN 2026

Akar Masalah

Sebagai laboratorium penguji dan juga sebagai lembaga inspeksi yang telah terakreditasi
SNI ISO/IEC 17020:2012 dan SNI ISO/IEC 17025:2017 oleh Komite Akreditasi Nasional, Balai
PPMHKP Makassar wajib membayar biaya iuran tahunan sesuai Peraturan Pemerintah dan
Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Potensi masalah terjadi dengan adanya
kebijakan efisiensi dari Presiden Republik Indonesia yang memangkas banyak pos anggaran
pemerintah. Selain itu pos anggaran iuran tahunan di DIPA Balai PPMHKP Makassar
merupakan anggaran yang bersumber dari PNBP yang memerlukan surat penetapan
Maksimum Pencairan (MP) PNBP dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Jika tidak segera
dibayarkan paling lambat tanggal 31 Mei setiap tahun maka status akreditasi SNI ISO/IEC
17020:2012 dan SNI ISO/IEC 17025:2017 dapat dibekukan dan diberikan denda terhadap

keterlambatan pembayaran.

Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan berikutnya
Melakukan koordinasi dengan Komite Akreditasi Nasional dan bagian keuangan untuk

mengakselerasi pembayaran iuran tahunan KAN untuk tahun 2026.

[ Dokumentasi Kegiatan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Surveilen HACCP ]
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Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai
Pengendalian dan Pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai
Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar, untuk
mencapai sasaran kegiatan ini diperlukan dukungan 8 indikator kinerja yang harus dicapai
sesuai target yang telah ditetapkan . adapun penjelasan pencapaian 8 indikator kinerja

tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja Target

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di
lingkungan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan Makassar lingna dalam bidang
pengedalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan

perikanan : 1. 82,5 Indeks

1. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai PPMHKP 5 T
Makassar

2. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP 3. 86,2 Nilai
Makassar

3. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai PPMHKP
Makassar 4. 86 %

4. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang

dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai

PPMHKP Makassar 5. 92,1 Nilai
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Lingkup Balai PPMHKP Makassar

6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Balai 6. 71,75 Nilai
PPMHKP Makassar

7. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang 7 77 Persen
diumumkan pada SIRUP lingkup Balai PPMHKP Makassar

8. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup Balai PPMHKP
Makassar 8. 3,5 Indeks
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IK5. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai PPMHKP Makassar (Indeks)

Realisasi Tahun 2021 - 2025 Tahun 2026

Indikator Kinerja %Realisasi | %Realisasi

(1K) -
o m w o W5 | Taget 206 TargetTWI | Realisasi | terhadap | terhadap
2026 TW12026 | Target TW| | Target Tahun

2026 2026

Sasaran Strategis

Terselenggaranya Kelola |Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai
Pemerintahan yang efektif [PPMHKP Makassar

dan akuntabel di lingkungan
IBa\ai PPMHKP Makassar

8144 823 90,27 90,78 108,60 825 0 0 0,00 0,00

Menurut UU No 20 Tahun 2023 tentang Apartur Sipil Negara, penyelenggaraan kebijakan
dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas. Sumber
Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan
organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional.
Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya
sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.
Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks
Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN
dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata
Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks
profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas
ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu
kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam
melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan
mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri
serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu
meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat

pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
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2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN\
berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai
ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN
KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat
Jenderal dengan mengacu pada:

4.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata
Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; dan

6. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024,
tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024
terkait penyesuaian perhitungan dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada Indeks

Profesionalitas ASN.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Target Tahunan IP ASN Tahun 2026 adalah 82,5 dengan periode pelaporan Semester | nilai
target 75 dan Semester Il nilai target 82,5

Nilai Realisasi IP ASN sampai dengan triwulan | 2026 belum terealisasi, menunggu sistem

aplikasi siap operasional

Dengan keterbatasan anggaran, TIM Kepegawaian Balai PPMHKP Makassar berupaya
melakukan pengembangan kompetensi ASN dengan Optimalisasi teknologi, perencanaan

strategis dan kolaborasi.

Pemanfaatan sumber daya internal :

1. Sosialisasi Aplikasi SIAP MUTU dengan narasumber jabatan Inspektur Mutu Balai
PPMHKP Makassar.

2. Sosialisasi Tata Naskah Dinas Nomor 13 tahun 2025 dengan narasumber penelaah teknis

kebijakan.
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Sharing session Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan\
KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi

Sosialisasi Pengisian Checklist CPIB Kapal pada Aplikasi SIAP MUTU sebagai bagian dari
upaya penguatan sistem penjaminan mutu hasil perikanan sejak tahap hulu

Morning briefing petugas pelayanan dan inspektur mutu sebagai bagian dari
implementasi core values ASN Berakhlak sebelum memulai aktivitas kerja

Briefing Pagi Mengidentifikasi kendala terkait kelancaran Tugas dan Fungsi Dukungan
Manejerial Tahun 2026 oleh Plt. Kepala Balai BPPMHKP Makassar dan TIM dukungan
Manajerial

Briefing Pagi Tim Dukungan Manajerial terkait tindaklanjut indikator kinerja pelaksana
anggaran (IKPA) tahun 2026 oleh PIt. Kepala Balai BPPMHKP Makassar dan TIM

dukungan Manajerial.

Optimalisasi teknologi ( tabel terlampir)

1.  Webinar Penyusunan dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Melalui Aplikasi
CoreTax

2 Webinar Manajemen Peralatan Laboratorium

3 Pelatihan Tech Savvy pada ASN kelautan dan Perikanan

4 Pelatihan Pengantar analisis laporan keuangan

5. Sosialisasi Tata Naskah Dinas Nomor 13 tahun 2025

6. Diseminasi Pengenalan ISO 19011:2018 - Pedoman Audit Sistem Manajemen

7.  Webinar Salmonella Detection Based on ISO 6579 Standards

8.  Webinar Panduan Pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax

9. Sosialisasi Indikator Penilaian CBIB

10. Webinar Refreshment ISO 6887

11. Sosialisasi Sertifikasi kompetensi okupasi Ahli Budidaya Perairan

12. Sosialisasi Peraturan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi No 1 Tahun 2026 tentang

Pelaporan Gratifikasi

13.
14.
15.

Bimtek Pengelolaan SIKN dan JIKN tahun 2026
Webinar Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan Badan beserta Koreksi Fiskal

Webinar Teknis Pembuatan Media Mikrobiologi
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17. Bimtek Teknis Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan

16. Webinar Detection and Enumeration of Listeria

18. Webinar Kesehatan Aktivitas fisik yang aman dan menyehatkan selama kegiatan
kantor

19. Webinar Basic & Teknik Analisa dengan Instrumen AAS

20. E-Learning Dasar-Dasar Keuangan

21. Pelatihan pemanfaatan media sosial dan edukasi publik oleh ASN

22. Pelatihan Dasar dasar keuangan

23. Microelearning Membangun Komitmen Hijau ASN

24. Webinar Panduan Mudah Pelaporan SPT Tahunan Badan Untuk Sektor Manufaktur

25. Webinar Menjamin Mutu dan Keamanan Produk Perikanan Melalui Penerapan SNI
Pakan lkan

26. Elearning Dasar dasar keuangan.

Perencanaan strategis dan kolaborasi :

1. Sosialisasi Penilaian CBIB kepada Penyuluh Perikanan, Balai Riset Perikanan Budidaya
Air Payau dan Penyuluh Perikanan bersama dengan Balai PPMHKP Makassar.

2. Sosialisasi Sertifikasi Cara Penanganan lkan yang Baik (CPIB) Kapal melalui Aplikasi
SIAP MUTU yang dihadiri oleh Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Sulawesi Selatan, perwakilan Pelabuhan Perikanan Untia, Satwas PSDKP Makassar,
penyuluh perikanan, Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI),
Unit Pengolahan lkan (UPI) dan Balai PPMHKP Makassar sebagai narasumber.

3. Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi Kampung Nelayan Merah Putih, kolaborasi
Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Makassar dan Balai PPMHKP
Makassar sebagai narasumber.

4.  Forum Desa Bisa Ekspor Chapter Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh Direktorat
Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan dan BPPMHKP
Makassar sebagai narsumber dan peserta.

5. BalaiRiset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3) Maros
melakukan kunjungan ke Laboratorium Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu

Hasil Kelautan dan Perikanan (PPMHKP) Makassar untuk melakukan kunjungan untuk
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melihat proses pengujian laboratorium bidang mikrobiologi dan berbagi ilmu dan\

pengetahuan mengenai pelaksanaan pengujian laboratorium mutu dan keamanan
hasil perikanan
6. Penandatanganan Kerjasama antara Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin dengan

Balai PPMHKP Makassar

Balai PPMHKP Makassar Terima Penghargaan Dalam Forum Keterbukaan Informasi Publik
Lingkup Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Anugerah Keterbukaan Informasi Publik
sendiri merupakan penganugerahan yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat setiap
tahunnya kepada badan publik yang menjalankan amanah Undang-undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) berdasarkan monitoring dan
evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi

Peningkatan kompetensi menjadikan budaya kerja berupa sikap dan perilaku Aparatur Sipil
negara untuk melaksanakan tugas sesuai pelatihan/keterampilan yang telah dimiliki.
Pelatihan yang dilaksanakan akan menambah wawasan yang akan merubah pola pikir
dalam menyesuaikan diri dengan perubahan jangka pendek dan jangka panjang sehingga
bisa menangani masalah atau tugas yang tidak terduga secara efektif.

Indikator Nilai IP ASN tercapai selain pengembangan kompetensi sebagai berikut :
Indikator dimensi kualifikasi yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir

yang dicapai oleh ASN BPPMHKP Makassar, meliputi:

Pegawai Negeri Sipil

Pendidikan S-3 = -

Pendidikan S-2 :
S2 Keahlian : 7 orang :

Ir Habrin Yake, M.M

Andi Rahmaniar Dj, ST.,M.Si
Kamaruddin, S.P, M.S
Kamdani, S.Pi, M.M
Mohammad Zamrud, S.Pi., M.P

ukhwn e
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6. SriRahayu Setyaningsih, S.St.Pi., M.Sc
7. Fatima Tayang, S.St.Pi, MM

S2 Pelaksana : 1 orang

1. Rahma Tenri Aben

Pendidikan S-1 /D-IV :
S-1 /D-IV Keahlian : 12 orang

1. Waode Suharni, S.Pi

2. Bakhtiar, S.Pi

3. Moh. Fahri, S. Pi

4. Wara Zakaria Sapan, A.PI
5. Muhammad Irfan Rais, S.Pi
6. Patmawati M, S.St.Pi

7. Erlina Kadang, S.Kom

8. Junaedi, S.E

9. Muzakkir, S.Pi

10. Taufig, S.PKP

11. Anugra Ekayani A. Lantara Pawiseang, S.St.Pi
12. Suprianto, A.Md.Pi., S.Pi

13. S-1/D-IV Pengawas : 1 orang
14. Karwit, S.Pi

S-1/D-IV Keterampilan : 1 orang
1.  Arfiandi, S.Pi

S-1/D-IV Pelaksana: 5 orang
Darmawan, SP

Hapi, SAP

Muhammad Arman, SAP
Arniyanti, A.Md, SAP

Oktovianus, SAP

G NSRS

Pendidikan D-lIl ;

D-lll Keterampilan : 4 orang
1. Idawati Barung

2. Rosdiana

3. ZulyanaArlina

4. Ardiana

D-lll Pelaksana : 1 orang
1. Jumhana

Pendidikan SLTA :
SLTA Keterampilan : 2 orang
1. Erwin Wijaya
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2.  Andi Muhammad Haedar

SLTA Pelaksana : 4 orang
1. Halim

2. Niza Mahaputri Zainal
3. Irma Syam

4. Muh. Arfah

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( Full Waktu dan Paruh Waktu)
Pendidikan S-3 = -
Pendidikan S-2 = -

Pendidikan S-1 =

S-1 / D-IV Pelaksana : 5 orang

1. Syahribulan, SE

Aisyah Nur, S.Kom

Syumra Hatima Ma'mun,S.Si.
Igbal Harun Pratama, S. Pi
Andi Arfini, S.Kom

ukhwnN

Pendidikan D-Ill =5 orang
Dedi Junaidi,A.Md.Pi
Kaharuddin, A.Md.Pi
Mamak Tamsil, A.Md
Agus Alim, A.Md.Pi
Andi Rahman,A.Md.Pi

ukhwnNe

Pendidikan SLTA = 7 orang
Athul Azwar

Tri Saputradin Madiara
Randi

Nurwahidah
Saharuddin

Hamka

Arsyad

NoukwNek

Pendidikan SMP = 1 orang
1. Junaedi Saleh

Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada

tahun sebelumnya, dengan pengukuran sebagai berikut:
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Dimensi Predikat Kinerja Bobot Nilai
Maksima Perolehan
|

Kinerja Sangat Baik 30 30
Baik 25
Butuh Perbaikan 20
Kurang/Misconduct 15
Sangat Kurang 10

Predikat Kinerja yang diperoleh ASN BPPMHKP Makassar pada tahun 2026 adalah BAIK dan
SANGAT BAIK

1. Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu)

tahun terakhir Aparatur Sipil Negara Lingkup Balai PPMHKP Makassar tidak pernah

mendapatkan hukuman disiplin sehingga semua ASN mendapatkan nilai 5

Kategori penilaian tingkat Indeks Profesionalitas ASN, antara lain:

Nilai Kategori
91-100 Sangat tinggi
81-90 Tinggi
71-80 Sedang
61-70 Rendah

60 ke bawah Sangat rendah

Perbandingan nilai IP ASN dengan beberapa UPT lain di Kementerian Kelautan dan

Perikanan menunggu sistem aplikasi siap operasional

Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang kompeten dan berkualitas menjadi faktor

penting dalam meningkatkan indeks profesionalitas ASN

Balai PPMHKP Makassar, mempunyai SDM Aparatur Sipil Negara sebanyak 56 orang yang
terbagi atas 2 kategori yaitu PNS dan PPPK, pegawai mutasi masuk sebanyak 1 orang yang
UPT sebelumnya Adalah Stasiun KIPM Ternate an Muh Arfah dan penambahan PPPK full
waktu dan PPPK paruh waktu sebanyak 18 Orang
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No. Jabatan Jumlah (Orang)
1. Kepala Subbagian Umum 1
2. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya 4
3. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda 9
4. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama 2
5. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia 1
6. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir 1
7. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil 3
8. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya 1
9. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda 3
10. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama 1
11. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia 1
12. Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mabhir 1
13. Pelaksana 10
15. PPPK Full waktu 12
16. PPPK Paruh waktu 6
Total 56

Anggaran yang mendukung indikator Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai
PPMHKP Makassar, Dukungan Manajerial, 3987.EBA.962.A Layanan Umum , Perencanaan
dan Pengembangan SDM Aparatur Tahun 2025 :

1. Anggaran Awal sebesar Rp. 18.064.000

2.  Anggran setelah blokir Rp. 0

Triwulan |

1. Anggaran Setelah Blokir sebesar Rp.0
2. Realisasi Rp.0

Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar PPMHKP Makassar, Dukungan
Manajerial, 3987.EBA.962.A Layanan Umum , Perencanaan dan Pengembangan SDM
AparaturTahun 2026 :
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Anggaran Awal : \
Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur : Rp. 7.406.000

Gaji dan Tunjangan : Rp. 7.058.809.000
Pembinaan Kepegawaian : Rp. 50.000.000

P NP

Keamanan kantor, pengemudi dan pramubakti : Rp. 267.200.000

Realisasi Triwulan |
Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur : Rp. 4.955.800
Gaji dan Tunjangan : Rp. 2.204.499.498

Pembinaan Kepegawaian : Rp.0

A

Keamanan kantor, pengemudi dan pramubakti : Rp. 60.208.000

Pada indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Makassar
memperkuat Program Prioritas Nasional melalui Asta Cita yaitu manajemen talenta dengan
pemetaan potensi dan kompetensi menggunakan sistem digital seperti profilin ASN untuk
mengetahui kemampuan, minat dan rekam jejak pegawai secra objektif. Manajemen
talenta adalah cara untuk memastikan bahwa birokrasi menjadi lebih profesional, efisien

dan mampu menjalankan seluruh program asta cita dengan baik.

Pemanfaatan kompetensi ASN mencakup aspek yang saling terhubung, mulai dari
penempatan posisi hingga pengembangan karier. Menempatkan ASN pada jabatan atau
tugas sesuai keahlian/potensi yang dimiliki dan menggunakan data profil kompetensi

seperti manajemen talenta sebagai dasar pengambilan Keputusan.

Hasil Tindaklanjut rekomendasi rencana tindaklanjut sebelumnya

1. Aparatur Sipil Negara telah mengikuti Pelatihan secara daring dengan dibuktikan
Sertifikat dan surat tugas pada Triwulan I.

2. Pelatihan dengan pemanfaatan sumberdaya internal telah dilakukan pada tanggal 4
Februari 2026 tentang Peningkatan kompetensi IMUT dan AIMUT terkait CBIB dengan

narasumber ibu Patmawati M, S.St.Pi
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3.  Evaluasi pasca pelatihan :
- sistem manajemen mutu (Pengenalan ISO 19011:2018 Pedoman Audit Sistem
Manajemen untuk Jaminan Kualitas Media Mikrobiologi) telah dilaksanakan pada
tanggal 2 Februari 2026
- Peraturan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 Tentang

Pelaporan Gratifikasi telah dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2026

Akar Masalah

- Kurangnya kedisplinan dalam kehadiran pegawai terlihat dari pegawai yang terlambat
datang dijam kantor yang telah ditentukan

- Kesadaran ASN dalam mengentry data sertifikat pada aplikasi MyASN tepat waktu
perlu ditingkatkan

Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan berikutnya

- Pegawai yang terlambat akumulasi maksimal 240 menit akan dilakukan panggilan
tatap muka

- TIM Kepegawaian akan mengingatkan kepada pegawai untuk disiplin mengentry data

sertifikat pada Whatapp group kantor.

IK6. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Makassar

Realisasi Tahun 2021 - 2025 Tahun 2026

Indikator Kinerja
(1K)

Sasaran Strategis % Realisasi | % Realisasi
Target TW| | Realisasi | terhadap | terhadap

wm | om | w3 | aw | as |Tagetas
e 206 | TWI2025 | TargetTW1 [Target Tahun

2026 2026
Terselenggaranya Kelola  [Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai
Pemerintahan yang efektif ~|PPMHKP Makassar
dan akuntabel di lingkungan
Ksati povkice Makassar - - - - 100,68 7 7 7159 100,77 100,77
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Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit\

kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang

telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta

mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima;

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan oleh
Kementerian PANRB kepada wunit kerja instansi pemerintah yang berhasil
menyelenggarakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, WBBM berfokus pada

pencegahan korupsi (KKN) dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara prima;

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Nomor 5 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa untuk terwujudnya birokrasi yang berdaya saing,
pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta kualitas pelayanan publik yang prima, perlu
melakukan pembangunan zona integritas pada unit kerja/satuan kerja di instansi

pemerintah;

Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Balai PPMHKP)
Makassar yang dulu masih bernama Balai Besar KIPM Makassar telah menyandang predikat
WBK sejak tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 5/KEPMEN-KP/2018, dan tahun 2019 dengan Keputusan Menteri PAN dan RB
Nomor 1025 Tahun 2019. Untuk mempertahankan predikat tersebut, maka Balai PPMHKP
Makassar harus konsisten dalam penerapannya khususnya penanaman nilai-nilai integritas
kepada seluruh jajaran pegawai Balai PPMHKP Makassar beserta stakeholder yang secara

fungsional mempunyai hubungan kerja;

Berdasarkan surat Plt. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan

dan Perikanan (BPPMHKP) Nomor B.656/BPPMHKP.1/0T.730/ 11/2026 tanggal 19 Februari
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2026 Hal Penilaian Kembali Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Lingkup
BPPMHKP Tahun 2026, Balai PPMHKP Makassar bersama 5 UPT lainnya ditetapkan sebagai
unit kerja yang dilaksanakan penilaian kembali unit kerja berpredikat WBK/WBBM lingkup
BPPMHKP (pasca reorganisasi) oleh Tim Penilai Internal KKP Tahun 2025-2026;

Berdasarkan surat Sekretaris Badan PPMHKP Nomor B.1030/BPPMHKP.1/ KP.750/111/2026
tanggal 17 Maret 2026 Hal Penilaian Kembali Rencana Pelaksanaan Pengawasan dan
Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) Tahun 2026, Balai PPMHKP Makassar
diusulkan sebagai unit kerja memperoleh predikat zona integritas menuju WBBM dari
Menteri PAN RB;

Target indikator kinerja bersifat tahunan, namun pada triwulan | tahun 2026 telah

dilakukan pengukuran secara mandiri, dengan hasil sebagai berikut :

No. Uraian Nilai
1. Nilai Total Komponen Pengungkit 41,75
2. Nilai Total Komponen Hasil 35,84

Nilai Evaluasi Zona Integritas 77,59

Uraian penilaian zona integritas triwulan | tahun 2026 disajikan pada gambar matrik berikut

ini.

-
TONEMBAN KERIA EVALVARE SORA INTIEITAS
ATT KENJA BETNMHNE MANAARAN

Jika dibandingkan dengan periode triwulan | tahun 2025 yang realisasinya 0, dapat

disajikan pada tabel sebagai berikut.
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Nilai Zona Integritas
No. Uraian Triwulan | Triwulan |
Tahun 2025 Tahun 2026
1. Nilai Total Komponen Pengungkit - 41,75
2. Total Nilai Komponen Hasil - 35,84
Nilai Evaluasi Zona Integritas - 77,59

Kegiatan yang Dilaksanakan :

Pada triwulan | tahun 2026 telah dilakukan serangkaian kegiatan sebagai wujud

implementasi zona integritas WBK pada Balai PPMHKP Makassar, diantaranya adalah :

(a) Pemenuhan fasilitas pelayanan publik berupa penataan ruang pelayanan dan ruang
tunggu, penataan papan informasi digital, dan pemasangan poster pengelolaan
pengaduan;

(b) Melaksanakan apel pagi setiap hari Senin yang dipimpin oleh Plt. Kepala PPMHKP
Makassar atau pejabat lain yang ditunjuk. Pada apel pagi tersebut disampaikan
himbauan penerapan nilai-nilai integritas kepada seluruh pegawai, penerapan nilai-
nilai kebangsaan dan internalisasi ASN Ber-AKHLAK;

(c) Pada apel pagi tanggal 5 Januari 2026, dirangkaikan dengan seremoni penyerahan
piagam penghargaan kepada pegawai teladan I, Il dan Il periode semester Il tahun
2025 dilanjutkan dengan penandatangan Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Bebas
Konflik Kepentingan Balai PPMHKP Makassar Tahun 2026;

(d) Guna mendukung penerapan nilai-nilai integritas, pada tanggal 4 Februari 2026
dilaksanakan sosialisasi Peraturan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1
Tahun 2026 tentang Pelaporan Gratifikasi dengan nara sumber Penanggung Jawab
Unsur V (Penguatan Pengawasan) yang diikuti oleh seluruh pegawai secara hibrid
(tatap muka dan zoom meeting);

(e) Pada tanggal 7 Januari 2026 dilaksanakan briefing bagi pegawai lingkup Dukungan
Manajemen oleh PIt. Kepala Balai PPMHKP Makassar. Tujuan dilaksanakannya
briefing adalah untuk menyelaraskan pemahaman, memberikan instruksi atau arahan,

meningkatkan motivasi kerja pegawai lingkup dukungan manajemen, serta
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memastikan bahwa koordinasi di tingkat tim dukungan manajemen terjalin dengan\

baik guna mendukung pencapaian target kinerja organisasi;

(f)  Pada tanggal 23 Februari 2026 dilakukan verifikasi dan validasi dokumen penerapan
WBK unsur V (Penguatan Pengawasan);

(g) Tanggal 24 Februari 2026 dilakukan rapat pembahasan pemenuhan dokumen
penerapan zona integritas WBK yang dipimpin oleh Plt. Kepala Balai PPMHKP
Makassar dan diikuti oleh seluruh tim pembangunan zona integritas WBK, dilanjutkan
dengan verifikasi dan validasi dokumen penerapan WBK unsur Il (Penataan Sistem
Manajemen SDM Aparatur);

(h) Pada tanggal 25 Februari 2026 telah dilaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi
dokumen penerapan zona integritas WBK untuk unsur 1V (Penguatan Akuntabilitas)
dan unsur V (Penguatan Pengawasan);

(i) Dalam upaya mendukung konsistensi penerapan WBK pada Balai PPMHKP Makassar,
pada tanggal 26 Februari 2026 telah dilaksanakan sosialisasi Peraturan Ketua KPK
Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaporan Gratifikasi dengan nara sumber PIt. Balai
PPMHKP Makassar yang diikuti oleh seluruh pegawai

(j) Pada tanggal 26 Februari 2026 dilakukan verifikasi dokumen penerapan zona
integritas WBK unsur | (Manajemen Perubahan);

(k) Tanggal 26 Februari 2026 dilakukan briefing kepada petugas pelayanan dan Inspektur
Mutu lingkup Balai PPMHKP Makassar. Tujuan dilaksanakannya briefing adalah untuk
menyelaraskan pemahaman, memberikan arahan, meningkatkan motivasi kerja bagi
petugas pelayanan dan Inspektur Mutu serta memastikan bahwa koordinasi di tingkat
petugas pelayanan dan Inspektur Mutu terjalin dengan baik guna mendukung
penacapaian target kinerja organisasi;

() Pada tanggal 3 Maret 2026 dilaksanakan briefing pegawai lingkup Dukungan
Manajemen oleh Plt. Kepala Balai PPMHKP Makassar. Tujuan diadakan briefing
adalah untuk meningkatkan pemahaman, menyampaikan regulasi terkini,
memberikan arahan, meningkatkan motivasi kerja pegawai lingkup dukungan
manajemen, serta memastikan bahwa koordinasi di tingkat tim dukungan manajemen

terjalin dengan baik guna mendukung pencapaian target kinerja organisasi;
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(m) Sebagai salah satu wujud penerapan nilai integritas, dalam momen peringatan Hari\

(n)

(o)

(p)

(a)

Raya Idul Fitri tahun 2026, Balai PPMHKP Makassar telah menerbitkan surat kepada
instansi terkait (stakeholder), dan nota penyampaian dinas kepada seluruh pegawai
Balai PPMHKP Makassar, yang substansinya adalah dalam upaya pencegahan korupsi
dan pengendalian gratifikasi;
Pada tanggal 12 Maret 2026 dilakukan verifikasi dokumen penerapan zona integritas
WBK unsur Il (Penataan Tatalaksana);
Tanggal 16 Maret 2026 dilakukan verifikasi dokumen penerapan zona integritas WBK
untuk unsur VI (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik);
Pemenuhan kewajiban LHKPN untuk pegawai wajib lapor LHKPN sebanyak 6 pegawai
dan pemenuhan kewajiban melaporkan pajak tahunan melalui aplikasi Coretax bagi
seluruh pegawai yang memiliki NPWP;
Sejalan dengan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.91/MEN-
SJ/HK.410/11/2026 tentang Pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik,
dan Indah) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai PPMHKP
Makassar berkomitmen dalam mendukung Gerakan Indonesia ASRI sebagai upaya
bersama dalam mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, bersih, tertib dan
indah sekaligus mempresentasikan tanggung jawab Balai PPMHKP Makassar dalam
menjaga kelestarian sumberdaya yang dimiliki.

Sejalan dengan hal tersebut, Agen Perubahan pada Balai PPMHKP Makassar telah

melaksanakan serangkaian kegiatan dalam mendukung Gerakan Indonesia ASRI,

dengan aktivitas :

(1) Menginisiasi kerja bakti untuk membersihkan lingkungan kerja;

(2) Penataan ruang kerja pegawai dan ruang pelayanan;

(3) Kampanye hemat energi di lingkungan kantor;

(4) Penataan lingkungan kerja yang rapi dan sehat;

(5) Pengelolaan sampah dengan pemilahan jenis sampah;

(6) Penerapan keselamatan kerja (penyediaan alat pemadam kebakaran dan

Kotak P3K);

(7) Menjaga keamanan kantor.
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Perhitungan nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat\

Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah sebagai berikut :

(1) Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai
pengungkit adalah 40;

(2) Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;

(3) Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN”
minimal 18,50 dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,50
dan sub komponen Presentasi TLHP minimal 5,00;

(4)  Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
kepada Masyarakat” minimal 15,00;

(5) Penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK akan dituangkan dalam Keputusan

Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan penilaian dari Tim Penilai Internal KKP;

Sumberdaya manusia yang terlibat dalam penerapan kinerja ini adalah seluruh pegawai
lingkup Balai PPMHKP Makassar sebanyak 60 orang, yang terdiri dari ASN (PNS 37 orang,
PPPK 12 orang, dan PPPK Paruh Waktu 6 orang), serta pegawai non ASN 5 orang;

Alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja ini pada tahun 2026 sebesar
Rp. 17.573.000,-, (WA.3987.EBA.962.051.0C. Layanan rumah tangga dan perlengkapan),
sampai dengan triwulan | tahun 2026 telah direalisasikan sebesar Rp. 1.415.000,- atau
8,05%, yang digunakan untuk biaya pengadaan alat tulis kantor dan suplies komputer, biaya
transpor urusan rumah tangga dan perlengkapan, serta biaya transpor kegiatan pimpinan.
Pada tahun 2025, indikator kinerja ini tidak mendapatkan alokasi anggaran, anggaran yang

semula Rp. 12.489.000,- dilakukan efisiensi secara keseluruhan.

Penerapan zona integritas WBK merupakan salah satu program prioritas nasional yang
tergambar dalam misi Asta Cita ke 7 yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum dan
birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”. Hal ini
berarti Asta Cita ke 7 fokus pada peningkatan tatakelola pemerintahan yang baik,
penegakan hukum yang adil dan upaya berkelanjutan dalam memberantasan korupsi dan

pemberantasan narkoba. Asta Cita ke 7 juga sejalan dengan program prioritas Rencana
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Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang mencakup berbagai\
upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti penyediaan makanan dan
susu gratis di sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan peningkatan produktivitas lahan
pertanian;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada pengendalian dan pengawasan mutu hasil
kelautan dan perikanan hulu hilir, Balai PPMHKP Makassar secara konsisten telah
menerapkan zona integritas WBK. Hal ini dapat mendukung terwujudnya program prioritas
Kementerian Kelautan dan Perikanan ke 3 “Pengembangan perikanan budidaya di laut,
pesisir, dan darat yang berkelanjutan, serta ke 4 “Pengawasan dan pengendalian wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil”.

Penerapan nilai-nilai integritas menuju WBK pada suatu unit kerja memiliki berbagai
manfaat, yakni :

(a) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;

(b) Mencegah terjadinya korupsi;

(c) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik;

(d)  Meningkatkan kualitas pelayanan publik;

(e) Meningkatkan kesadaran dan pertisipasi masyarakat;

(f)  Meningkatkan reputasi instansi pemerintah;

(g) Meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.

Hasil Tindaklanjut rekomendasi rencana tindaklanjut sebelumnya
e Nota Dinas PIt. Kepala Balai PPMHKP Makassar Nomor B.598/BPPMHKP.MKS/
TU.330/11/2026 tanggal 19 Februari 2026, Hal Dokumen Penerapan WBK;
e Himbauan Ketua Tim WBK kepada seluruh penanggung jawab unsur terkait
pemenuhan dokumen penerapan WBK;
e Penataan fasilitas pendukung penerapan WBK (penataan ruangan dan meubelair, alat
pengolah data, banner, penataan ruangan pelayanan dan ketersediaan jaringan

internet);
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Akar Masalah
Potensi kelambatan pemenuhan dokumentasi bukti penerapan zona integritas WBK oleh
masing-masing penanggung jawab unsur dikarenakan penanggung jawab unsur lambat

mengolah data penerapan WBK yang menjadi tanggung jawabnya;

Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan berikutnya
e Seluruh penanggung jawab unsur WBK (Unsur 1-6 dan Hasil) melakukan pemutakhiran
dokumen penerapan WBK;
e Mengajukan akun e-ZI ke Inspektorat Jenderal KKP melalui Sekretariat Badan PPMHKP
untuk memudahkan pemantauan dan penilaian WBK;
o Tim sekretariat WBK melakukan verifikasi terhadap dokumen penerapan WBK yang

disampaikan oleh masing-masing penanggung jawab unsur.

Penandatangan Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Bebas
Konflik Kepentingan Balai PPMHKP Makassar Tahun 2026

IK 7. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Makassar

Realisasi Tahun 2021- 2025 Tahun 2026

Indikator Kinerja

Sasaran Strategis K)

%Realisasi | % Realisasi
TargetTWI | Realisasi | terhadap | terhadap
2006 | TWI206 | Target TW! |Target Tahun

026 026

m a0 JAE] 04 005 | Target 2026

YTerselenggaranya Kelola  |Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai
Pemerintahan yang efektif - PPMHKP Makassar

danakuntabldi nghungan % %3 8.3 838 104,85 8,2 0 0 0,00 0,00
IBaIai PPMHKP Makassar
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Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi
yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk

mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meningkatnya kualitas

pelayanan publik kepada masyarakat.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen
kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi
birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan
hasil yang lebih baik. Usaha- usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus
peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP).

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari
rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja,

pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja.

Capaian diukur dengan instrument Lembar Kerja Evaluasi. Penilaian dilakukan terhadap 4

(empat) parameter yaitu :

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30 %
Pada aspek ini menyampaikan dokumen perencanaan yang berupa :

Renstra 2025-2029, Renja, RKAKL dan Rencana Aksi.
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Yang sudah dilaksanaakan sampai triwulan | tahun 2026 yaitu : penyusunan RKAKL,

Renja, Rencana Aksi dan Renstra mencapai 30 %.

2. Pengukuran Kinerja dengan Bobot 30 %
Pengukuran Kinerja ini telah terselesi Pada Aspek ini menyampaikan dokumen
pengukuran kinerja yang berupa :
Penyusunan Manual IKU tahun 2026 yang telah diselesaikan pada triwulan | terealisasi

mencapai 30%

3. Pelaporan Kinerja dengan Bobot 15 %
Pada Aspek Pelaporan Kinerja tahun 2026, dokumen yang harus disiapkan adalah

Laporan Kinerja Triwulan I.

Sampai dengan triwulan | tahun 2026 telah disampaikan Laporan Kinerja Triwulan |

sehingga realisasi tercapai 3 %

4.  Evaluasi Kinerja dengan Bobot 25 %
Evaluasi kinerja dilaksanakan secara internal oleh Balai PPMHKP Makassar dan secara
eksternal oleh Sekretariat BPPMHKP, Sekretariat Jenderal KKP dan Inspektorat
Jenderal secara berkala (triwulanan). Evaluasi secara internal dilakukan oleh Tim Balai
PPMHKP Makassar sebelum dilakukan penyusunan Laporan Kinerja, sedangkan
evaluasi eksternal dilakukan setelah diselesaikan penyusunan Laporan Kinerja . Hasil
akhir dari evaluasi eksternal berupa pengesahan nilai NPSS dalam Aplikasi Kinerjaku

yang dapat dijadikan dasar dalam pembayaran tunjangan kinerja pegawai.

Parameter ini belum dilaksanakan pada triwulan | tahun 2026.

Bobot realisasi capaian:
Parameter 1 (30 %) + parameter 2 (30 %) + parameter 3 (3 %) + parameter 4 (0 %)
63 %.

Realisasi capaian = Bobot realisasi capaian x 100 %
Target
=63 x 100
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86,2 \

=53,41%

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan | tahun 2026 yaitu

- Tanggal 2 Januari 2026 Nomor surat 1/BPPMHKP.1/RC.610/1/2026 perihal Hasil
Penilaian Mandiri SAKIP TA 2025 UPT Lingkup BPPMHKP

- Penyusunan SK Indikator  Kinerja Balai PPMHKP  Makassar = Nomor
B.198/BPPMHKP.MKS/RC.610/1/2026 tanggal 14 Januari 2026.

- Pada tanggal 5 Februari 2026 sesuai dengan Undangan Rapat PLT. Balai PPMHKP
Makassar Nomor B.433/BBKIPM.MKS/TU.330/11/2026 telah dilakukan rapat Dialog
Kinerja dan Matrik Peran Hasil terhadap Perjanjian Kinerja meliputi 3 (tiga) Sasaran
Kinerja dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja

“

Penilaian Mandiri SAKIP mendukung misi Asta Cita ke 7 yaitu “ Memperkuat reformasi
politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi
dan narkoba”. Hal ini disebabkan karena dengan adanya penilaian mandiri sakip dapat
meningkatan output dari program kegiatan yang terdapat dalam Tugas dan Fungsi Balai

PPMHKP Makassar.

IKU ini mendukung terciptanya budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di lingkup Balai PPMHKP
Makassar yaitu “Akuntabel” ASN bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dan
harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan
berintegritas tinggi, hal ini disebabkan karena setiap pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi
dipertanggungjawabkan secara tertulis dan disertai dengan dokumentasi kegiatan yang

detail dan lengkap.

Capaian Indkator ini perhitungannya berdasarkan Tahunan

Untuk pemanfaatan melaksanakan Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran

tahun 2026 :
Kegiatan Pagu Defenitif  [Efesiensi Setelah efesiensi Realisasi
3987.EBA.962. B. Tata Usaha Rp 2.516.000 - Rp 2.516.000 0
3987.EBA.962. D. Evaluasi dan Rp 16.515.000 - Rp 16.515.000 Rp 4.501.000
Pelaporan
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3987.EBA.994.02. F. Pas Bandara Rp. 5.075.000 - Rp 5.075.000 Rp 44.000 \

3987.EBA.994.0.2. G: F.’ertemuan/ Rp. 54.000.000 - Rp 54.000.000 Rp 11.899.401
Jamuan Delegasi/Misi/Tamu
Jumlah Rp 75.592.516 - Rp 75.592.516 Rp16.444.401

Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja ini tahun 2026 sebesar Rp 75.592.516 dan
terealisasi sebesar Rp 16.444.401 atau sebesar 21,75 % jika dibandingkan tahun 2025 pada
triwulan | pagu anggaran sebesar Rp 42.795.000 yang mengalami blokir sebesar Rp
42.795.000.

Untuk mendukung tercapainya IKU ini didukung SDM sebanyak 7 orang terdiri dari
Kasubbag Umum, Pejabat Pembuat Komitmen, Fungsional APK APBN Madya, APK APBN

Muda, APK APBN Pertama, Staf Pengelola Anggaran (Bendahara Pengeluaran)
Hasil Tindaklanjut rekomendasi rencana tindaklanjut sebelumnya

1. Pada tanggal 7 Januari 2026 dilaksanakan briefing bagi pegawai lingkup Dukungan
Manajemen oleh PIt. Kepala Balai PPMHKP Makassar. Tujuan dilaksanakannya
briefing adalah untuk menyelaraskan pemahaman, memberikan instruksi atau arahan,
meningkatkan motivasi kerja pegawai lingkup dukungan manajemen, serta
memastikan bahwa koordinasi di tingkat tim dukungan manajemen terjalin dengan
baik guna mendukung pencapaian target kinerja organisasi;

2. Padatanggal 3 Maret 2026 dilaksanakan briefing personil dukungan manajerial terkait

monitoring output dan realisasi anggaran.

Akar Masalah

Evaluasi AKIP belum dilakukan secara berjenjang
Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan berikutnya

Melibatkan unsur manajemen dalam evaluasi AKIP, koreksi pimpinan terhadap Laporan

Kinerja
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IK 8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk
Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Makassar

Realisasi Tahun 2021 - 2025 Tahun 2026

Indikator Kinerja
(k)

% Realisasi | % Realisasi
Target TW1 | Realisasi | terhadap | terhadap
2026 TW12026 | Target TW | |Target Tahun
2006 2006

Sasaran Strategis
2021 202 023 2024 2025 | Target 2026

Terselenggaranya Kelola  [Persentase rekomendasi hasil pengawasan
Pemerintahan yang efektif - |yang dimanfaatkan untk perbaikan kinerja
dan akuntabel di lingkungan [lingkup Balai PPMHKP Makassar 65 100 100 100 117,65 8 8 100 116,28 11628
IBa\ai PPMHKP Makassar

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat vital dalam menjamin
keberhasilan suatu organisasi. Secara esensial, pengawasan berfungsi sebagai mekanisme
kontrol untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilaksanakan tetap berada pada
jalur yang direncanakan (on track). Melalui proses pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi
yang sistematis, pengawasan tidak hanya bertujuan untuk menemukan kesalahan, tetapi
lebih kepada upaya preventif dalam memitigasi risiko serta memastikan penggunaan

sumber daya dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan
adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenubhi
dan berjalan dengan baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya
kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui
pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan
untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui
pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi
mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat
mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana

penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.
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Indikator Kinerja ini dihitung dari persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan\
Inspektorat Jenderal KKP pada Balai PPMHKP Makssar berdasarkan LHP dengan formula

perhitungan sebagai berikut :

Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh unitkerja X 100 %
Jumlah rekomendasi yang diberikan pada unit kerja

Pada triwulan | tahun 2026 tidak terdapat audit dari Inspektorat Jenderal KKP, sehingga
realisasi indikator kinerja ini mencapai 100. lJika dibandingkan dengan pencapaian nilai
Indikator Kinerja pada triwulan yang sama pada Tahun 2025 sama-sama mencapai nilai 100.
Sebagai upaya preventif dalam memitigasi risiko serta memastikan penggunaan sumber
daya dilakukan secara transparan dan akuntabel, telah dilakukan kegiatan antara lain :
Manajemen Resiko Lingkup Balai PPMHKP Makassar Tahun 2026 Tanggal 12 — 13 Januari
2026, Briefing Pagi Dukungan Manajerial Lingkup BPPMHKPm Makassar Tanggal 07 Januari
2026 dan 03 Maret 2026

Capaian indikator kinerja ini didukung dengan anggaran dari DIPA Tahun 2026 pada mata
anggaran 3987.EBA.994.002.0A Operasional Perkantoran, dengan pagu anggaran
Rp. 285.384.000,- yang sampai dengan akhir triwulan | tahun 2026 terealisasi sebesar
Rp. 50.084.555,- atau 17,55% yang digunakan untuk belanja keperluan sehari-hari
perkantoran, dukungan kebersihan dan keamanan, penggandaan/penijilidan, dan
pencetakan.

Jika dibandingkan alokasi anggaran pada triwulan | tahun 2025 vyaitu sebesar
Rp. 1.502.912.000,- dan tereaalisasi sebesar Rp.402.956.249,- atau 26,81%, maka terjadi
penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 81,01%. Demikian pula dengan besaran
persentase penggunaan anggaran jika dibandingkan dengan periode yang sama triwulan |

tahun 2025 yang sudah mencapai 26,81%.

Jumlah SDM vyang terlibat dalam mendukung tercapainya IK ini sebanyak 14 orang yang

terdiri atas KPA 1 orang, PPK 1 orang, PPSPM 1 orang, Pejabat Pengadaan 1 orang, Pejabat
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Penerima dan Pemeriksa Barang 1 orang, Pengurus BMN 1, Bendahara 2 orang, Bendahara\

Penerimaan Pembantu 1 orang, Staf KPA 2 orang, Staf PPK 3 orang.

Indikator kinerja ini jika tercapai maka akan mendukung keberhasilan program prioritas KKP
maupun Program Prioritas Nasional Asta Cita. Indikator kinerja ini secara spesifik
mendukung Program Prioritas Nasional Asta Cita ke 7 yaitu “Memperkuat reformasi politik,
hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan korupsi dan narkoba”.

IKU ini juga mendorong meningkatnya budaya kerja Ber-AHLAK di lingkungan Balai PPMHKP
Makassar yaitu “Akuntabel” dimana ASN bertanggung jawab atas kepercayaan yang
diberikan dan harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin

dan berintegritas tinggi.

Tercapainya target kinerja ini memncerminkan bahwa organisasi telah melaksanakan
kegiatan dan anggaran sesuai ketentuan dan standar yang berlaku sehingga dapat
dikatakan bahwa kegiatan dan anggaran telah dilaksanakan dengan akuntabel dan tepat

waktu.

Aspek pemanfaatan yang diperoleh dari kegiatan IKU ini yaitu memberikan informasi
mengenai tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan, sehingga dapat mengambil

tindakan dan Keputusan secara cepat, tepat dan akurat.

Hasil Tindaklanjut rekomendasi rencana tindaklanjut sebelumnya
Telah dilakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan Itjen pada aplikasi SIDAK

periode Triwulan | Tahun 2026.

Akar Masalah

- Potensi masalah kurang cermatnya pengelola kegiatan dan anggaran dalam
menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan itjen.

- Masih terdapat sisa temuan Itjen sebesar Rp. 9.00,- pada aplikasi SIDAK KKP.
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Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan berikutnya

- Operator SIDAK melakukan pemantauan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan
Itjen secara berkala.
- Membuat surat resmi ke Itjen KKP dalam rang penyelesaian sisa temuan Rp. 9.00,- pada

aplikasi SIDAK KKP..

IK 9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP
Makassar

Realisasi Tahun 2021 - 2025 Tahun 2026

Sasaran Strategis llaiers % Realisasi | % Realisasi

(i TargetTWI | Realisasi | terhadap | terhadap
2026 TW12026 | Target TW| | Target Tahun
2026 2026

2021 2022 2023 2024 2025 | Target 2026

Terselenggaranya Kelola  |Nilai Indikator pelaksanaan anggaran
Pemerintahan yang efektif  |(IKPA) lingkup Balai PPMHKP Makassar
dan akuntabel di ingkungan 8 98,44 9,38 9716 102,80 921 0 0 0,00 0,00
IBa\ai PPMHKP Makassar

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ditetapkan oleh Kementerian Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan atau pengelola fishkal untuk mengukur kualitas
kinerja pelaksanaan anggaran dan belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas
perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran dan
kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini terintegrasi dengan Aplikasi OM-SPAN yang
sekarang diganti menjadi aplikasi My Interest. Penilaian IKPA diatur pada Peraturan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang
Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian

Negara/Lembaga.
% Ruang lingkup :
PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024 mengatur mengenai pengukuran dan penilaian secara

sistematis dan objetif atas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dengan menggunakan

IKPA dan menggunakan aplikasi yang dikelola oleh DJPB.
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£%  Aspek Pengukuran dan Indikator Kinerja
Pengukuran IKPA meliputi 3 aspek :

1. Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap
kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan
dalam DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini terdiri
dari:

a. Revisi DIPA bobot 10 %
b. Deviasi halaman 3 DIPA bobot 15%

2. Kualitas implementasi pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap
kemampuan satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA.
Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini terdiri dari:

a. Penyerapan anggaran bobot 20%

b. Belanja Kontraktual bobot 10%

c. Penyelesaian Tagihan bobot 10%

d. Pengelolaan UP dan TUP bobot 10%

e. Dispensasi Surat Perintah Membayar bobot 0%

3. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kemampuan
satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja
untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini adalan capaian output. Bobot capaian

output adalah 25%.

Capaian nilai IKPA Balai PPMHKP Makassar pada Triwulan | tahun 2026 adalah sebesar

58,46 persen dari target 83 Persen. Capaian Kinerja IKPA di peroleh sebagai berikut :

Capaian kinerja IKPA = (Nilai Akhir Kualitas Perencanaan Anggaran + Nilai Akhir Kualitas Pelaksanaan
Anggaran + Nilai Akhir Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran) / Konversi Bobot 100 %

Perhitungan perolehan dari Nilai Akhir Kualitas Perencanaan Anggaran, Nilai Akhir Kualitas

Pelaksanaan Anggaran dan Nilai Akhir Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran dengan
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Indikator pendukung pada masing-masing adalah hasil perhitungan otomatis dari Aplikasi

Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi Monev PA.

Adapun Rincian nilai IKPA TW | 2026 Balai PPMHKP Makassar sebagai berikut:

Capaian kinerja Indikator Pelaksanaan Anggaran TW | tahun 2026 pada Balai PPMHKP

Makassar.
. Kualitas Hasil
Kualitas Perencanaan .
Kualitas Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan
Anggaran
Anggaran Nilai
Keterangan . Dispensasi
. Deviasi X X X Total
Revisi Hal 1l Penyerapan Belanja Penyelesaian Pengelolaan SPM Capaian
DIPA DIPA Anggaran Kontraktual Tagihan UP dan TUP (Pengurang Output
an)
Nilai 100 56,40 50,00 100 100 100 0 0,00 58,46
Bobot 10 15 20 10 10 10 0 25
Nilai Akhir 10 8,46 10 10 10 10 0 0,00
Nilai Aspek 78,20 87,50 0,00

Dibawah ini merupakan tabel perbandingan capaian kinerja indikator pelaksanaan
anggaran

Tabel perbandingan capaian kinerja indikator pelaksanaan anggaran
TW 12025 dan TW | 2026

Periode Kenaikan

B
Indikar kinerja obot L V12025 TWI12026 /Penurunan

Kualitas Perencanaan

Anggaran
Revisi DIPA 10 10 10 0.00
Deviasi Hal 1ll DIPA 15 15 8.46 7.46

Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Penyerapan Anggaran 20 20 10 -0.50
Belanja Kontraktual 10 10 10 0.00
Penyelesaian Tagihan 10 10 10 0.00
Pengelolaan UP dan TUP 10 10 10 0.00
Dispensasi SPM (o] (0] (0] 0.00
Kualitas Hasil Pelaksanaan
Anggaran
Capaian Output 25 25 (o) -1.00
Nilai Total 100 100 58.46 -0.415

Pada tabel diatas terlihat adanya Penurunan nilai IKPA pada TW | 2026 dibandingkan TW |
2025 sebesar 0,415 %. Penurunan ini dipengaruhi karena adanya perbedaan nilai perolehan
pada masing-masing indikator TW | 2025 dan indikator TW | 2026. Perbedaan tersebut
adalah :
- Deviasi Hal. 11l DIPA
Tw |1 2025 Deviasi Hal. Il DIPA memperoleh nilai 15 sedangkan Tw | 2026 memperoleh
nilai 8.46.
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Penurunan di Tw | 2026 disebabkan karena realisasi anggaran tidak memenubhi target

RPD pada hal. 11l DIPA

- Capaian Output
Tw 1 2025 memperoleh nilai 25 sedangkan Tw | 2026 memperoleh nilai 0.
Penurunan di Tw | 2026 disebabkan karena Pengisian target dan capaian output pada

aplikasi SAKTI belum bisa dilaksanakan karena masih proses penyempurnaan.

Sehingga nilai total IKPA Tw | 2026 mengalami penurunan dibandingkan nilai total IKPA
TW 1 2025.
Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja pelaksanaan anggaran, Balai PPMHKP
Makassar membentuk sebuah tim pengelola anggaran yang terdiri dari 10 pegawai yang
dituangkan pada:
»  Surat Perintah Tugas Pengelola Anggaran Nomor: B.028/KPA-
BBKIPM.MKS/OT.210/1/2026 tanggal 2 januari 2026. Tim terdiri dari 9 orang yaitu:
- 1 Orang Kuasa Pengguna Anggaran;
- 1 Orang Pejabat Pembuat Komitmen;
- 1 Orang Pejabat Penandatanganan SPM;
- 1 0Orang Bendahara Pengeluaran;
- 3 Orang Staf KPA dan;
- 2 Orang Staf PPK
» Surat Penugasan Personil Sebagai Pejabat Pengadaan TA 2026 Nomor
B.13/S).7/KP.340/1/2026 tanggal 4 januari 2026.

Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran pada kegiatan perbendaharaan dan
Administrasi Keuangan, Layanan Daya Jasa, Perawatan Kendaraan Bermotor, Perawatan
Gedung dan Bangunan. Berikut adalah masing masing penjelasan pagu dari realisasi
anggarannya.
»  Perbendaharaan dan administrasi keuangan
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.220.000 telah realisasi
sebesar Rp. 8.980.000
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»  Layanan Daya dan Jasa
Kegiatan ini didukung dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 363.408.000 telah realisasi
sebesar Rp.58.166.803

»  Perawatan Kendaraan Bermotor
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 112.745.000 telah terealisasi
sebesar Rp.17.166.268.000.

»  Perawatan Gedung dan Bangunan
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 90.269.000 telah terealisasi
sebesar Rp. 864.000

Total pagu anggaran untuk mendukung capaian kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2026
adalah sebesar Rp26.301.198.000 dengan realisasi anggaran Tw | 2026 Rp. 2.383.488.655
atau 9,06 persen. sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi triwulan | 2025 dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 11.879.526.000 dengan realisasi anggaran triwulan | 2025
sebesar 1.997.000.161 atau 28,50 persen. terdapat peningkatan jumlah anggaran dan
realisasi pada Triwulan | 2026 dibandingkan jumlah anggaran Tw | 2025. Hal ini disebabkan
terdapat penambahan anggaran untuk pembangunan Laboratorium Rujukan, penambahan

anggaran gaji pegawai dan hal lainnya.

Pada indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar tidak
terdapat kegiatan yang menjadi Program Nasional pada tahun 2026. Namun kebijakan
efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh presiden melalui INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang
Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 memperkuat

Program Prioritas Nasional melalui Asta Cita.
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Tangkap Layar IKPA Triwulan | 2026 pada Aplikasi My Interest

“Antress . Py DA T M i T

Adan - . brmayaan St vwman St Totas Py eeruruns

Bkator Pates sanasn Anggaran Satker

Hasil Tindaklanjut rekomendasi rencana tindaklanjut sebelumnya
Melaksanakan monitoring melalui briefing pagi tim dukungan manajerial terkait IKPA pada

tanggal 3 maret 2026

Akar Masalah
- Target RPD tidak terpenuhi

- Pengisian target dan capaian output pada aplikasi SAKTI belum dilaksanakan karena

aplikasi SAKTI masih dalam penyempurnaan.

Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan berikutnya

- Dibentuk tim Tekhnis Pengadaan Barang/Jasa untuk mendukung percepatan realisasi
anggaran.

- Operator komitmen melakukan penginputan data target dan capaian output satker

pada aplikasi SAKTI maupun modul komitmen
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IK 10. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP
Makassar

Realisasi Tahun 2021 - 2025 Tahun 2026

Indikator Kinerja
(1K)

%Realisasi | % Realisasi

Target TW| | Realisasi | terhadap | terhadap
2026 TW12026 | TargetTW | |Target Tahun

2026 2026

Sasaran Strategis
2021 2022 2023 2024 2025 Target 2026

Terselenggaranya Kelola  [Nilai kinerja Perencanaan Anggaran lingkup|
Pemerintahan yang efektif  (Balai PPMHKP Makassar
dan akuntabel di lingkungan

WBalai PPVHKP Makassar 8 87,87 86,2 98,37 139,86 75 0 782 0,00 0,00

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas
perencanaan anggaran pada instansi pemerintah, khususnya Kementerian
Negara/Lembaga (K/L). Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan sebagai
Bendahara Umum Negara (BUN) untuk memastikan bahwa anggaran disusun dengan baik

dan dapat mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan bagian dari Nilai Kinerja Anggaran (NKA)
sebagaimana diatur dalam KMK Nomor 466 Tahun 2023 dan PMK Nomor 107 Tahun 2024
menjadi indikator penting dalam menilai kulitas perencanaan anggaran pada satuan kerja,
unit eselon I, hingga kementerian/lembaga. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran tersebut
berfungsi sebagai cermin untuk melihat apakah perencanaan tersusun secara realistis,

terukur, dan selaras dengan target kinerja yang ditetapkan.

Tujuan utama dari pengukuran nilai kinerja perencanaan anggaran adalah untuk
meningkatkan kualitas perencanaan anggaran di masa mendatang. Melalui evaluasi yang
sistematis dan objektif, instansi pemerintah dapat mengidentifikasi faktor-faktor

pendukung dan kendala dalam pelaksanaan rencana kerja dan anggaran (RKAK/L). Hasil
evaluasi ini kemudian menjadi dasar untuk perbaikan dalam penyusunan anggaran pada

tahun berikutnya, serta dapat digunakan sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan.
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Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) pada instansi pemerintah memiliki beberapa indikator

kunci yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan efektivitas pengelolaan serta

pelaksanaan anggaran. Indikator-indikator ini membantu dalam mengidentifikasi area yang

berkinerja baik dan area yang memerlukan perbaikan.

Indikator utama yang menjadi fokus dalam Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran :

1. Kualitas Perencanaan Anggaran

Indikator ini menilai seberapa baik anggaran disusun dan direncanakan. Aspek yang

dievaluasi meliputi:

Kesesuaian Rencana dengan Pelaksanaan: Sejauh mana rencana anggaran yang
telah dibuat sesuai dengan realisasi pelaksanaannya.

Kelengkapan dan Kualitas Dokumen Perencanaan: Menilai apakah dokumen
perencanaan anggaran (seperti RKAK/L) disusun secara komprehensif, realistis, dan

sesuai dengan kaidah yang berlaku.

2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Indikator ini berfokus pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran selama

periode pelaksanaan. Beberapa sub-indikatornya adalah:

Penyerapan Anggaran: Tingkat penyerapan dana anggaran yang menunjukkan
seberapa aktif anggaran digunakan untuk kegiatan.

Pencapaian Output/Outcome: Sejauh mana target keluaran (output) dan hasil
(outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tercapai.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya: Menilai apakah sumber daya (dana, waktu,
tenaga) digunakan secara optimal tanpa pemborosan.

Kepatuhan Terhadap Peraturan: Menilai apakah pelaksanaan anggaran mematuhi
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prosedur pengadaan,

pembayaran, dan pelaporan.

3. Kualitas Hasil (Outcome)

Selain output, evaluasi juga melihat dampak atau hasil yang lebih luas dari

pelaksanaan anggaran. Ini mencakup:

Pencapaian Sasaran Strategis: Sejauh mana pelaksanaan anggaran berkontribusi

pada pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah.
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e Dampak Program/Kegiatan: Menilai dampak positif yang dihasilkan dari program
dan kegiatan yang dibiayai oleh anggaran terhadap masyarakat atau lingkungan.

Akuntabilitas dan Transparansi

Indikator ini menilai sejauh mana pengelolaan anggaran dilakukan secara akuntabel dan

transparan.

e Kualitas Pelaporan Keuangan: Menilai akurasi, kelengkapan, dan ketepatan waktu
dalam penyusunan laporan keuangan.

o Keterbukaan Informasi: Sejauh mana informasi terkait anggaran dan
pelaksanaannya dipublikasikan dan dapat diakses oleh publik.

Pengelolaan Risiko Anggaran

Evaluasi juga dapat mencakup penilaian terhadap kemampuan instansi dalam

mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang terkait dengan pelaksanaan

anggaran.

Secara umum, hasil evaluasi kinerja anggaran memberikan gambaran komprehensif

mengenai kinerja pengelolaan keuangan negara, serta menjadi dasar untuk perbaikan

kebijakan dan praktik pengelolaan anggaran di masa mendatang.

Untuk pelaksanaan kegiatan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Balai PPMHKP

Makassar untuk triwulan | tahun 2026 telah melaksanakan beberapa kegiatan :

a.

Untuk Nilai Kualitas perencanaan anggaran di triwulan | tahun 2026 adalah sebesar
78,20%, data tersebut dapat kita lihat dalam aplikasi MylIntress.
Jika dibandingkan dengan tahun 2025 sebesar 100% maka nilai Kualitas

perencanaan mengalami penurunan di triwulan | sebesar 21,80%
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Capaian IKPA

58.46 %

Maret 2026
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Pada tanggal 7 Januari 2026 dilaksanakan briefing bagi pegawai lingkup Dukungan
Manajemen oleh Plt. Kepala Balai PPMHKP Makassar. Tujuan dilaksanakannya
briefing adalah untuk menyelaraskan pemahaman, memberikan instruksi atau

arahan, meningkatkan motivasi kerja pegawai lingkup dukungan manajemen,
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dengan baik guna mendukung pencapaian target kinerja organisasi;

Pada tanggal 12 Januari 2026 melaksanakan breafing pagi berupa Dalog Kinerja
Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Manajemen Risiko Lingkup BPPMHKP
Makassar Tahun 2026 bersama tim Dukungan Manajemen Balai PPMHKP

Makassar yang dipimpin langsung Plt Kepala Balai PPMHKP Makassar.

Pada tanggal 13 Januari 2026 mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Pengisian Data
Poyek pada Aplikasi e-Monev Proyek SBSN yang dilaksanakan oleh direktorat

pembiayaan syariah kementerian Keuangan secara daring.

Pada tanggal 13 Januari 2026 mengikuti rapat pembahasan tindak lanjut proyek
SBSN TA 2026 Pasca Blokir yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional secara daring.

Pada tanggal 3 Maret 2026 dilaksanakan kegiatan Breafing pagi bersama Tim
Dukungan manajerial terkait pembahasan tindak lanjut indikator kinerja
pelaksanaan anggaran tahun 2026 yang dipimpin langsung PIt Kepala Balai
PPMHKP Makassar.

Telah dilakukan revisi DIPA Tahun 2026 sebanyak dua kali yaitu pada tanggal
posting Span 5 Januari 2026 dan pada tanggal 11 Februari 2026, Keterangan
tersebut dapat dilihat pada aplikasi SAKTI dan aplikasi MyIntress. Revisi tersebut
dilaksanakan dalam rangka identifikasi ketersediaan alokasi anggaran dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi sampai dengan akhir tahun anggaran 2026 dan

kegiatan prioritas akibat revisi anggaran.
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h. Untuk tabel 11l DIPA telah tergambar rencana penarikan dana (RPD) sebagai berikut

OAFTAR SUAN PELALSANAAN ANGGARAN PETIAN
TANUN ANGGARAN 2008
NONMOR DS A-037. 13 T 4273963008
1 RENCAMA FENARIAN DANA DAN PERKIRAAY FENESMAAN
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: Rencana Penarikan Dana Total
Uraian

Januari Februari Maret
Belanja Pegawai 274.794.000 569.376.000 826.446.000 1.670.616.000
Belanja Barang 47.435.000 120.877.000 182.076.000 350.388.000
Belanja Modal 0 158.208.000 0 158.208.000
Jumlah | 322.229.000 848.461.000 1.008.522.000 2.179.212.000

Sampai bulan Maret tahun 2026, Rencana Penarikan Dana sesuai yang tergambar

dalam table IIl DIPA adalah sebesar Rp.2.179.212.000,-

i. Untuk Laporan Realisasi Anggaran sampai periode Maret 2026 yang terdapat

dalam aplikasi SAKTI dan MYIntress sebagai berikut :
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No. Uraian Anggaran Realisasi s/d Periode %
Maret 2026
1 Belanja Pegawai 7.058.809.000,- 1.940.573.169,- 27,49
2 Belanja Barang 2.042.389.000,- 284.707.186,- 13,94
3 Belanja Modal 17.200.000.000,- 158.208.300,- 0,92
Jumlah 26.301.198.000,- 2.383.488.655,- 9,06
j. Deviasi RPD dan Realisasi Anggaran sampai triwulan | adalah sebagai berikut :
Uraian RPD TW | N TR Selisih °
TW I
Belanja Pegawai 1.670.616.000 1.940.573.169 | 269.957.169 16,16
Belanja Barang 350.388.000 284.707.186 65.680.814 18,75
Belanja Modal 158.208.000 158.208.300 300 0,00
Jumlah 2.179.212.000 2.383.488.655 | 204.276.655 9,37
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Untuk mendukung tercapainya IKU ini, Balai PPMHKP Makassar membentuk sebuah tim
pengelola anggaran yang terdiri dari 9 pegawai sesuai Surat Perintah Tugas Pengelola
Anggaran Nomor: B.028/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/1/2026 tanggal 2 Januari 2026 Tim ini
terdiri dari 9 orang yaitu:

- 1 Orang Kuasa Pengguna Anggaran;

- 1 Orang Pejabat Pembuat Komitmen;

- 1 Orang Pejabat Penandatanganan SPM;

- 1 Orang Bendahara Pengeluaran;

- 3 Orang Staf KPA dan;

- 2 Orang Staf PPK

Untuk mendukung kegiatan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Balai
PPMKHP Makassar Tahun 2026, anggaran tersedia pada Akun 3987.EBA.962.E.
Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran dengan Pagu awal sebesar
Rp.22.630.000,- dan tidak terdapat blokir anggaran atau perubahan/efisiensi anggaran.
Sampai dengan triwulan | tahun 2026 dan saat ini telah terealisasi sebesar

Rp.22.630.000,- atau telah tercapai sebesar 100%.

Perbandingan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 170.811.000 dan realisasi anggaran
triwulan | tahun 2025 sebesar Rp.18.458.459,-

Besaran nilai perbandingan anggaran triwulan | tahun 2025 dan triwulan | tahun 2026 turun
sebesar (Rp.148.181.000,-) atau turun sebesar (654,79%).

Besaran nilai perbandingan realisasi triwulan | tahun 2025 dan triwulan | tahun 2026 turun

naik sebesar Rp.4.171.541,- atau naik sebesar 22,59%.

Secara teknis, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran bukanlah sebuah Program Prioritas
Nasional namun, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah merupakan instrumen
pendukung utama dan indikator kualitas untuk memastikan seluruh Program Prioritas

Nasional dapat terlaksana dengan baik.
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Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) memiliki aspek pemanfaatan penting dalam

pengelolaan keuangan negara, yaitu :

Pengukuran Kualitas Perencanaan Anggaran:

untuk  mengukur kualitas perencanaan anggaran pada Kementerian
Negara/Lembaga (K/L). Hal ini mencakup kesesuaian perencanaan dengan
pelaksanaan, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Evaluasi Kinerja Anggaran:

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja anggaran
pada satuan kerja, unit eselon I, hingga tingkat kementerian/lembaga.

Dasar Penyusunan Kebijakan:

Digunakan sebagai dasar penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas
pembangunan tahunan. Selain itu, juga digunakan dalam penyusunan reviu angka
dasar, alokasi anggaran tahun berikutnya, dan penyesuaian anggaran tahun
berjalan.

Peningkatan Akuntabilitas:

Sebagai alat untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan
anggaran secara profesional kepada pemangku kepentingan.

Identifikasi Faktor Pendukung dan Kendala:

Evaluasi kinerja anggaran membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang
mendukung atau menghambat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKAK/L), sehingga dapat dilakukan perbaikan di masa
mendatang.

Pengambilan Keputusan:

Dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan terkait
anggaran, seperti pemberian penghargaan atau pengenaan sanksia.

Mendorong Efisiensi:

Dengan adanya penilaian NKPA, satuan kerja didorong untuk mengelola anggaran

secara lebih hemat dan tepat sasaran, tanpa mengurangi kualitas hasil yang dicapai.
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° Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara:
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) berkontribusi dalam membangun tata

kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja.

Hasil Tindaklanjut rekomendasi rencana tindaklanjut sebelumnya

Rapat/briefing terkait perencanaan dan pelaksanaan anggaran

Akar Masalah

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) untuk TW | tahun 2026 belum dapat terinput
pada capaian kinerja modul komitmen di aplikasi SAKTI karena saat ini di aplikasi SAKTI
untuk capaian kinerja pada modul komitmen sampai TW | tahun 2026 tersebut masih dalam

proses penyempurnaan.

Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan berikutnya
Melakukan penginputan target dan realisasi capaian kinerja bulan Januari sampai Maret

2026 melalui aplikasi SAKTI modul komitmen;

[ Dokumentasi Kegiatan Breafing pegawai lingkup dukungan manajerial ]
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IK 11. Persentase rencana Umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP
Lingkup Balai PPMHKP Makassar

Realisasi Tahun 2021 - 2025 Tahun 2026

Indikator Kinerja
(1K)

% Realisasi | % Realisasi

Target W1 | Realisasi | terhadap | terhadap
2026 TW 12026 | TargetTW | |Target Tahun

2026 2026

Sasaran Strategis

2021 2022 2023 2024 2025 | Target 2026

Terselenggaranya Kelola  [Persentase rencana umum
Pe han yang efektif | jaaan PBJ yang

dan akuntabel di lingkungan |diumumkan pada SIRUP
|[Balai PPMHKP Makassar  (Lingkup Balai PPMHKP
Makasar (%)

79,56 78,26 84,34 131,58 i U 100 12987 12987

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan
transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses
pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka
pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase
RUP yang diumumkan pada SIRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di
KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang
diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dibandingkan
dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan
merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun
ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Untuk menghitung persentase capaian rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan
pada SIRUP lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar (%) menggunakan rumus sebagai

berikut :

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP
= Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP x 100%
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Pagu Pengadaan Barang/Jasa

Rp. 19.484.769. 000 x 100%

Rp. 19.484.769. 000

100 %

Dengan demikian realisasi IKU pada triwulan | adalah sebesar 100 % dari target 77 % atau
capaiannya sebesar 129,87 %. Jadi untuk capaian realisasi Rencana Umum Pengadaan
pada triwulan | yang nilai pagu paket yang diinput dengan nilai yang diumumkan adalah

Ssama.

Untuk melaksanakan program kegiatan dan anggaran pengadaan Barang/ Jasa yang mudah
diakses masyarakat, akuntabel dan transparan pada instansi pemerintah khususnya lingkup
Kementerian Kelautan dan Perikanan maka perlu disusun Rencana Umum Pengadaan
berbasis aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), berkaitan dengan
hal tesebut Balai PPMHKP Makassar sebelum melaksanakan kegiatan pengadaan barang/
jasa telah menyusun Rencana Umum Pengadaan yang diuplod di aplikasi SIRUP. Pada
triwulan | telah dilakukan revisi kegiatan dan anggaran sehingga Rencana Umum Pengadaan
(RUP) Barang/ Jasa perlu menyesuaikan, diinput serta diumumkan ke dalam portal Sistem
Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Adapun paket RUP yang telah diupload dan
diumumkan sebanyak 45 paket dengan sebesar Rp. 19.484.769. 000,- dengan rincian

sebagai berikut :

a. Paket Penyedia sebanyak 3 kegiatan Manajemen Mutu dengan jumlah anggaran
Rp. 65.000.000,-

b. Paket Penyedia sebanyak 15 kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan dengan jumlah anggaran Rp. 1.258.232.000,-

Cc. Paket Penyedia sebanyak 21 kegiatan Dukungan Manajemen Internal dengan

jumlah anggaran Rp. 1.147.337.000,-
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Paket E-Purchasing sebanyak 2 kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil

Kelautan dan Perikanan dengan jumlah anggaran Rp. 7.200.000.000,-

Paket Seleksi sebanyak 3 kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan

dan Perikanan dengan jumlah anggaran Rp. 1.075.200.000,-

Paket Tender sebanyak 1 kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan

dan Perikanan dengan jumlah anggaran Rp. 8.739.000.000,-

Pada Tahun Anggaran 2026 nilai paket pengadaan barang dan jasa Rencana Umum

Pengadaan (RUP) Rp. 19.484.769. 000,-.. Keadaan dan posisi realisasi RUP sebagaimana

pada tabel berikut:

Kode Nama Pagu Program Pe:g?duaan teru':netjgmukan Selisih Persentase
No. Program Rp. Rp.
g (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
Program dan
1 gc | NilaiTambah | g0 500 000 680,000,000 680,000,000 0 100 %
Daya Saing
Indusstri
Program dan
2 gc | NilaiTambah 7 997 548 000 | 17,657,432,000 | 17,657,432,000 0 100 %
Daya Saing
Indusstri
Program
3 WA Dukungan 1,305,141,000 1,147,337,000 1,147,337,000 0 100 %
Manajemen

Untuk mengetahui capaian persentase pengadaan barang dan jasa yang telah diupload dan

diumumkan di Aplikasi SIRUP dapat dilihat di menu Moner sebagaimana seperti di bawah

ini.
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Adapun periode pelaporan untuk IKU ini adalah tahunan sehingga capaian triwulan tidak

bisa diukur hanya menggambarkan progres kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang
diperoleh setiap triwulan. Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian capaian persentase
Rencana Umum Pengadaan (RUP) Balai PPMHKP Makassar yang telah diinput ke dalam
aplikasi SIRUP LKPP.go.id yang dilaksanakan oleh tim Biro Umum dan Barang/ Jasa, Setjen
KKP melalui draff Nota Dinas, tanggal 7 April 2026 persentase capaian IKU ini adalah 100 %.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan | sebagai berikut :

1. Menginput data kegiatan dan anggaran yang telah direvisi ke dalam aplikasi SIRUP

pada tanggal 12 Februari 2026;

2. Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretariat Jenderal yang ditanda tangan eletronik oleh
Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa, KKP tanggal 9 Februari 2026 Perihal :
Permintaan Justifikasi Persentase RUP Tidak Terumumkan sebesar 100% pada Satuan

Kerja Tahun Anggaran 2026, tanggal 11 Februari 2026;

Memperhatikan Nota Dinas Sekretariat Jenderal yang ditanda tangan eletronik oleh
Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa, KKP Nomor : 141/S).7/PL.410/11/2026 tanggal
9 Februari 2026 Hal: Permintaan Justifikasi Persentase RUP Tidak Terumumkan
sebesar 100% pada Satuan Kerja Tahun Anggaran 2026, bersama ini Balai
Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar telah
menindaklanjuti dengan Surat PIt. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan Makassar, Nomor : B.529 /BPPMHKP.MKS/PL.410/11/2026
tanggal 11 Februari 2026 Perihal : Justifikasi Persentase RUP Tidak Terumumkan
Sebesar 100% Pada Satuan Kerja Tahun Anggaran 2026;
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3. Mengikuti Kegiatan Koordinasi Aplikasi SPSE dan Sirup Lingkup KKP melalu Zoom\
Meeting “ Monitoring Pencatatan SIRUP Triwulan | Tahun Anggaran 2026” tanggal 5
Maret 2026;

4. Menginput data kegiatan dan anggaran yang telah direvisi ke dalam aplikasi SIRUP dan
input perbaikan data yang selisih pagu pengadaan dengan pagu terumumkan pada

tanggal 5 Maret 2026;

5. Mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Pengadaan Barang/ Jasa melalui zoom

meeting tanggal 16, 17, 25 dan 26 Maret 2026.

Adapun sumberdaya manusia yang melaksanakan indikator kinerja ini selama tahun 2026
sebanyak 7 orang yang terdiri dari: KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Pejabat
Pengadaan, Operator SIRUP dan Operator SAKTI (Modul Persediaan, Aset Tetap dan GLP).

Alokasi Anggaran dan realisasi Triwulan |1 2025 dan Triwulan | 2026 :

A. Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini pada triwulan | tahun 2025 sebesar
Rp. 65.568.000,- yang terdiri dari :
1. 3987.EBA.994, 002.E Layanan Perkantoran, Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai/
Pakaian Kerja = Rp. 45.504.000,-
2. 3987.EBA.994, 002.F Layanan Perkantoran, Pengadaan Makanan/ Minuman
Penambah Daya Tahan Tubuh = Rp. 20.064.000,-
Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, pagu anggaran tersebut seluruhnya

diblokir sehingga tidak ada realisasi atau Rp 0,- %.

B. Alokasi anggaran awal untuk mendukung Indikator Kinerja (IKU) ini sebesar
Rp. 17.565.000.000,- namun telah dilakukan efisiensi anggaran sebesar
Rp. 5.269.500.000,- sehingga alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini pada
triwulan | tahun 2026 menjadi sebesar Rp. 12.295.500.000,- yang terdiri dari :
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. Anggaran S S
No. Program dan Kegiatan Anggaran Awal setelah Efisiensi Efisiensi Realisasi
1 2 3 4 5 6
1. | 3989.PDC002, D Pengujian | 505 550 090 255.500.000 109.500.000 | 31.197.050
Mutu Hasil Perikanan
- Belanja Barang
Persediaan Bahan Baku 291.500.000 182.000.000 109.500.000 31.197.050
- Belanja Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin 73.500.000 73.500.000 - -
2. | 3989-RALOOL Sarana 7.200.000.000 | 2.372.000.000 | 4.828.000.000 .
Pengujian Mutu
- Belanja Modal Peralatan
dan Mesin (Pengadaan 5.700.000.000 | 1.622.000.000 | 4.078.000.000 -
Alat Lab.)
- Belanja Modal Peralatan
dan Mesin (Sarana 1.500.000.000 750.000.000 750.000.000 -
Pendukun Lab.)
3. | 3989-RBQ.O01L, Prasarana |, 555.000.000 | 9.668.000.000 | 332.000.000 | 527.361.000
Pengujian Mutu
Belanja Modal Gedung dan
Bangunan yang terdiri dari :
- Konstruksi Bangunan 8.739.000.000 8.739.000.000 - -
Gedung Laboratorium.
- Perencanaan Teknis 680.000.000 528.000.000 152.000.000 527.361.000
Pembangunan Gedung
Laboratorium
- Pengawasan Konstruksi 395.200.000 395.200.000 - -
Pembangunan Gedung
Laboratorium
- Pengelola Kegiatan 185.800.000 5.800.000 180.000.000 -
Pembangunan Gedung
Laboratorium
Jumlah (1+2+3+) 17.565.000.000 12.295.500.000 5.269.500.000 558.558.050

Pada Triwulan | 2025 Indikator Kinerja (IKU) ini realisasi anggaran 0 % karena anggaran

diblokir tidak bisa direalisasikan dan jika dibandingkan pada Triwulan 1 2026 IKU ini realisasi

anggaran sebesar Rp. 558.558.050,- dengan persentase 4,54 %, dan persentase realisasi

mengalami kenaikan sebesar 4,54 %.
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Pada Triwulan | Tahun 2025 Persentase Indikator Kinerja Utama (IKU) ini sebesar 99,06 %
jika dibandingkan dengan pada Triwulan | Tahun 2026 Persentase Indikator Kinerja Utama

(IKU) ini sebesar 100,00 %, persentase realisasi IKU ini mengalami kenaikan sebesar 0,94 %

Kelautan dan perikanan adalah salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap
perekonomian Negara, dimana sebagai negara dengan luas wilayah laut yang mencapai dua
pertiga dari total luas wilayah, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam laut yang

sangat melimpah.

Salah satu sumber daya alam yang paling bernilai adalah hasil perikanan, yang tidak hanya
berperan sebagai sumber protein hewani utama bagi masyarakat, tetapi juga sebagai

sumber mata pencaharian bagi jutaan orang

Untuk itu pengelolaan sektor kelautan dan perikana harus tetap dioptimalkan dalam rangka
memastikan sektor ini tetap tumbuh dan berkembang, dan diperlukan upaya yang sangat

serius dalam pengelolaannya

(KKP) sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sektor ini, tentunya
memerlukan anggaran yang tidak kecil, mengingat luasnya wilayah perairan serta

kompleksitas permasalahan di sektor tersebut.

Menghadapi tantangan besar terkait dengan alokasi anggaran yang terbatas di tengah
kebutuhan yang semakin besar. Sebagai respons terhadap situasi ekonomi yang serba sulit,
pemerintah sering kali terpaksa melakukan efisiensi anggaran, yang berpotensi berdampak

pada berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Di sisi lain, efisiensi anggaran yang dilakukan dengan tepat dapat memaksimalkan dampak

positifnya tanpa mengorbankan keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan. Efisiensi

anggaran pemerintah tentu memiliki dampak yang siginifikan terhadap pengelolaan sektor
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elautan dan perikanan, namun semua itu bukan berarti membuat program pengembangan

dan pemberdayaan sektor ini berjalan ditempat atau mapah berhenti.

Sektor kelautan dan perikanan dengan ruang lingkup yang sangat luas memiliki beragam

kompleksitas permasalahan di dalamnya.

- Penangkapan lkan;

- Budidaya Perikanan;

- Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;

- Penataan Ruang Laut;

- Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan;

- Pengendalian dan Penjaminan Mutu Produk Perikanan;

- Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Dlsektor Kelautan dan

Perikanan :

Seiring dengan upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran, tentunya tidak
berlebihan jika banyak pihak yang khawatir bahwa kebijakan ini dapat berdampak negatif

pada kinerja pemerintah di sektor kelautan dan perikanan.

Anggaran yang terbatas tentu akan mempengaruhi berbagai program yang telah
direncanakan, mulai dari pengelolaan sumberdaya , penguatan pengawasan sumber daya

hingga pembangunan infrastruktur kelautan yang sangat dibutuhkan.

Namun, disisi lain kita juga harus menyadari bahwa anggaran yang tidak efisien akan
memperburuk masalah yang ada. Oleh karena itu, efisiensi anggaran yang dilakukan secara
bijak harus mampu mengoptimalkan kinerja pemerintah tanpa mengorbankan program

prioritas serta tujuan jangka panjang.
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1.

Penurunan Kualitas Program : Salah satu dampak utama dari efisiensi anggaran yang
diterapkan secara drastis adalah penurunan kualitas program yang ada. Efisiensi
anggaran berpotensi mengurangi jumlah atau cakupan program, serta menurunkan

kualitas pelaksanaan kegiatan yang dapat merugikan sektor ini dalam jangka panjang

Keterbatasan Infrastruktur : Infrastruktur kelautan dan perikanan, termasuk pelabuhan
perikanan, sarana pengolahan produk, dan fasilitas pengawasan, membutuhkan
investasi yang signifikan. Efisiensi anggaran dapat menyebabkan keterbatasan dana
untuk membangun atau memelihara infrastruktur yang sangat penting ini, yang pada

gilirannya akan menghambat pertumbuhan sektor ini

Sumber Daya Manusia : Pengembangan SDM sektor kelautan dan perikanan
memerlukan dana yang cukup untuk pelatihan, pendidikan, dan penelitian. Efisiensi
anggaran yang berlebihan dapat mempengaruhi kualitas pelatihan dan pendidikan yang
diberikan kepada para masyarakat pelaku industri perikanan, yang pada akhirnya akan

berpengaruh pada produktivitas dan kualitas hasil perikanan.

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) berbasis Web (Web based)

mendukung misi Asta Cita ke 7 yaitu “ Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi

serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”. Hal ini

disebabkan karena dengan adanya aplikasi SIRUP maka transparansi pada pengelolaan

sistem pemerintahan dapat terlaksana dengan baik, masyarakat dapat secara langsung

mengakses pengadaan barang dan jasa.

Manfaatnya sebagai berikut :

1.

SIRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web
based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP

SIRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya.
SIRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat

dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.
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4. Pengguna langsung mengisi RUP ke dalam aplikasi SIRUP pada website LKPP dengan\
alamat : inaproc.lkpp.go.id/SIRUP;
5. Untuk mengukur akuntabilitas dan tranparansi Balai Pengendalian dan Pengawasan

Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar dalam pengadaan barang/ jasa

Hasil Tindaklanjut rekomendasi rencana tindaklanjut sebelumnya
Perubahan atau Revisi Kegiatan dan Anggaran (Revisi POK) telah disampaikan oleh bagian
Program ke Operator/ Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) melalui

chat Whats App (WA).

Akar Masalah

Potensi masalah : Kesalahan Input data relatif tinggi pada pada aplikasi SIRUP

Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan berikutnya

- Melakukan pemutakhiran data SIRUP jika ada revisi DIPA/ RKA-KL.

- Verifikasi data SIRUP dilakukan oleh Kasubag Umum dan Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK).

- Validasi data SIRUP dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

IK 12. Indeks kepuasan masyarakat lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar

Realisasi Tahun 2021 - 2025 Tahun 2026

Indikator Kinerja
()

% Realisasi | % Realisasi
Target W1 | Realisasi | terhadap | terhadap
2026 TW12026 | Target TW| | Target Tahun
2026 2006

Sasaran Strategis

2001 0 03 2004 2025 | Target 2026

Terselenggaranya Kelola  (Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap
Pemerintahan yang efektif |layanan Balai PPMHKP Makassar

dan akuntabel di lingkungan - 898 9,12 3n 1169 35 35 39 112,00 112,00
IBa\ai PPMHKP Makassar

Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas
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pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan\
pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan elektronik
SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas
kepuasaan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasaan Masyarakat dengan

alamat : https://ptsp.kkp.qo.id/skm/s/u/14 .

Dimulai dari triwulan Il tahun 2023, e-survey telah terintegrasi untuk seluruh Kementerian
Kelautan dan Perikanan yaitu menggunakan Aplikasi SUSAN (SUrvey kepuaSAN masyarakat)

melalui link https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14. Materi survey terdiri dari 9 unsur berupa

Ul. Persyaratan Layanan; U2. Kemudahan Prosedur; U3. Waktu Penyelesaian; U4.
Kesesuaian Biaya; U5. Kesesuaian Produk; U6. Kecepatan Respon; U7. Kemudahan Fitur /

Kemampuan Petugas; U8. Layanan Konsultasi; U9. Kualitas Isi / Sarana.

Aplikasi SUSAN ini membagi survey berdasarkan jenis layanan. Untuk Balai Pengendalian

dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar survey dilakukan terhadap

11 (Sebelas) jenis layanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPPMHKP nomor 45 Tahun

2024 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil

Kelautan dan Perikanan, yaitu:

- Laporan hasil uji mutu produk perikanan

- Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya lkan Yang Baik (CBIB)

- Penerbitan Sertifikat Cara Distrisbusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB)

- Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)

- Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB)

- Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB)

- Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)

- Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

- Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)

- Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI)

- Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard
Analysis and Critical Control Point (HACCP)

L \N "
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Survey juga dilakukan terhadap setiap pengguna jasa yang menerima layanan dengan

jumlah sampel minimal mengacu pada formula Isaac & Michael sebagai berikut:

Proios 30 Senont ) Pueien 4 Sovsei ot Pemid N |
" o = w0 100 m
Formula isaac & Michael L SO O DO S N O SO O O - -
a - = - | _we | xm |
S = NP (1-P) ¢ (N-1) + X3P (1.P) 2 3 > % : = : e :
b B n w | 1% | m
- » - . "
Xe= Niai chi square tabel= 3 841 S — - -
dimanadf= 1 dana = 5% =005 5 = = o 1 = 1 - 1
P = Perkiraan proporsi populasi { Jika = o % e e -
tidak diketahui maka P = 0.5) n o e [
N = Jumiah Populasi a : = : E:L_——"!:
d = tingkat toleransi kesalahan (0.05) > 2 * e
- ~n -~ ™ Qo »
1 3841 x48x05x05 .8 3 gt - -
~ . Y n W '
(0.052x47) + (3.841 x0.5x0.5) x " - - o =
« o by ] ) »‘m m
- o b B g n
- 3 " no 00 n
S= 800 . ps~a3 o .
s w " e o »
. - e P o -
PUSDATIA, K0P, 581 s - "we -~ YO e

Jumlah layanan yang dilakukan pada Triwulan | Tahun 2026 sebanyak 2.649 kali, maka
berdasarkan tabel diatas jumlah populasi sebanyak 2.800 minimal sampel responden yang
diambil adalah sebanyak 336 responden. Hasil survey kepuasan Masyarakat diketahui
jumlah responden sebesar 368, hal ini sudah memenuhi jumlah minimal responden sesuai

dengan formula Isaac dan Michael tersebut.

Indeks Kepuasaan Mayarakat (IKM) di hitung dengan menggunakan “nilai rata-rata
tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitung Survei Kepuasan
Masyarakat terdapat 9 unsur pelayanan yang di kaji, setiap unsur pelayanan memiliki

penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot =1= 0.1111.

Jumlah Unsur 9

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata

tertimbang dengan rumus sebagai berikut :
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IKM = Total dari nilai persepsi perunsur X Nilai penimbang

Total Unsur yang terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil

penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai

Sebagai amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan

berikut :

MENPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka secara rutin Balai Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (PPMHKP) Makassar melaksanakan Survei
Kepuasan Masyarakat sebanyak 4 kali dalam setahun untuk mengukur tingkat kepuasan
masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan

pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Balai PPMHKP Makassar.

Pada triwulan | Tahun 2026 Balai PPMHKP Makassar telah melaksanakan survey terhadap
368 responden, dengan nilai Indeks Kepuasan IKM 3,92 atau sebesar 97,96 setelah
dikonversi (Sangat Baik). Nilai IKM tersebut melebihi dari target yang ditetapkan sebesar
3,5 atau capaian 112%. Apabila data Hasil IKM Triwulan | Tahun 2025 dibandingkan dengan

TW | Tahun 2026, maka nilai unsur pelayanan dapat dilihat sebagai berikut:

1 Kesesuaian persyaratan 3.733 3,935 *
2 Kemudahan prosedur 3.731 3,921 *
3 Kesesuaian jangka waktu penyelesaian 3.724 3,924 T
4 Kesesuaian biaya 3.711 3,902 *
5 Kesesuaian produk 3.741 3,932 f
e e | s | ages t
7 Kemudahan dalam penggunaan fitur 3.716 3,908 f
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8 Layanan konsultasi dan pengaduan 3.746 3,921
9 Kualitas isi/sarana 3.706 3,918
Nilai IKM 93,32 97,96
Indeks 3,92

Data Rincian Responden survey IKM Triwulan | Tahun 2026 yaitu:
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Jika dilihat nilai perunsur, nilai unsur yang paling rendah adalah unsur kesesuaian biaya,

unsur Kompetensi Pelayanan, serta unsur Perilaku Pelaksana. Berdasarkan Peraturan

MenPANRB nomor 14 tahun 2017, rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan

prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Untuk itu perlu dilakukan tindakan

perbaikan unsur kesesuaian biaya, unsur Kompetensi Pelayanan, serta unsur Perilaku

Pelaksana walaupun nilai unsur tersebut sudah berada dalam kategori Sangat Baik.
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Dalam pelayanan sertifikasi ekspor, Balai PPMHKP Makassar menggunakan Aplikasi SIAP\
Mutu (Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Mutu) dalam rangka penerbitan SMKHP
digunakan pertanggal 1 Maret 2025 secara serentak semua UPT BPPMHKP yang
dikembangkan oleh Sekretariat BPPMHKP. Namun dalam pelaksanaannya Aplikasi SIAP
Mutu masih dalam tahap penyempurnaan dan masih ada fitur yang dibutuhkan bagi

petugas pelayanan dan pengguna layanan.

Jika dibandingkan dengan indeks kepuasan masyarakat pada periode triwulan | pada tahun
2025, maka nilai IKM pada triwulan | 2026 mengalami peningkatan dari 93,32 menjadi 97,96
atau (3,93). Hal ini menunjukkan upaya perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh Balai

PPMHP Makassar memperoleh respon positif dari masyarakat.

Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dari Triwulan | Tahun 2025 ke Triwulan |
2026 sejalan dengan layanan konsultasi petugas pelayanan pasca transisi penerapan
regulasi ekspor komoditi perikanan. Petugas pelayanan memberikan informasi dan solusi
terhadap kebingungan pelaku usaha tentang penerapan regulasi ekspor komoditi
perikanan, serta petugas lebih komunikatif meminta kritik, saran dan masukan terhadap

peningkatan pelayanan publik dari Balai PPMHKP Makassar.

Namun demikian dalam kegiatan survey kepuasan Masyarakat ini masih perlu dioptimalkan
karena masih terdapat jenis layanan yang belum disurvey terutama bagian sertifikasi hulu,
yaitu Sertifikasi CPIB diatas Kapal, Sertifkasi CDOIB, Sertifikasi CPOIB, Sertifkasi CPPIB,
Sertifikasi SPDI. Berdasarkan realisasi pada Triwulan | tahun 2026, kegiatan sertifikasi CPIB
Kapal dan sertifikasi SPDI seharusnya dapat diperoleh data survey karena telah terlealisasi
kegiatan Sertifikasi SPIB Kapal sebanyak 5 kegiatan dan Sertifkasi SPDI 1 kegiatan. Petugas
telah mengirimkan link survey, namun kesadaran pelaku usaha dalam pengisian survey
masih sangat rendah. Sedangkan Sertifkasi CDOIB, Sertifikasi CPOIB, Sertifkasi CPPIB belum

ada kegiatan pada triwulan | tahun 2026.

Nilai IKM dapat ditingkatkan dari unsur Layanan konsultasi dan Pengaduan pada Triwulan |

Tahun 2026. Balai PPMHKP Makassar telah mengintegrasikan sistem penanganan
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pengaduan dalam aplikasi LAPOR!. Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam\
satu pintu ini membuat masyarakat memiliki satu saluran pengaduan secara nasional. Pada
Triwulan | tahun 2026, terdapat konsultasi tatap muka sebanyak 6 kali, 10 kali konsultasi
melalui telepon/Whatsapp, dan Media Sosial sebanyak 1 kali. Adapun pengaduan melalui
aplikasi LAPOR! sebanyak 17 kali dengan kategori permintaan informasi. Pengaduan melalui
tatap muka, telepon/WhatsApp dan aplikasi LAPOR! tersebut telah ditindaklanjuti dan

diselesaikan dengan tuntas.

Pada tanggal 12 Februari 2026, Balai PPMHKP Makassar menerima penghargaan
Keterbukaan Informasi Publik dengan predikat “INFORMATIF” yang ditandatangani oleh
Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Bapak Sakti Wahyu Trenggono Nomor B.1272/MEN-
KP/XI1/2025. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Kick Off Monitoring Keterbukaan
Informasi Publik Tahun 2026.

Balai PPMHKP Makassar berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik secara

berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan melaksanakan:

- 5 Januari 2026, Balai PPMHKP Makassar memberikan penghargaan Petugas
Pelayanan Teladan serta Pegawai Teladan untuk semester Il tahun 2025;

- 7 Januari 2026, Customer Service melakukan pendampingan Permintaan informasi
tentang tata cara pendaftaran nomor registrasi negara mitra pada Aplikasi SIAPMutu
serta melakukan pendampingan mulai dari pembuatan akun PPK Online dan
pengisian data dukung PPK Online;

- 12 Januari 2026, Surat dari Sekertariat Jenderal KKP mengenai Pemutakhiran
informasi publik berkala pada website PPID Tahun 2026;

- 30 Januari 2026, Balai PPMHKP Makassar melaksanakan kegiatan Kampanye Hemat
Energi dan Jumat Bersih (ASRI) sebagai wujud komitmen dalam menjaga kebersihan
lingkungan kerja serta mendorong penggunaan energi secara bijak, serta untuk
pelayanan publik yang prima;

- 4 Februari 2026, Sharing Session Pelaporan Gratifikasi tentang Peraturan KPK Nomor

1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang
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Pelaporan Gratifikasi dengan narasumber Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi Balai\

PPMHKP Makassar;

- 5 Februari 2026, Sosialisasi Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Kapal
melalui Aplikasi SIAP MUTU dihadiri oleh Pengguna Jasa dan Pemangku Kepentingan

- 11 Februari 2026, Sosialisasi Peraturan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi No 1
Tahun 2026 tentang Pelaporan Gratifikasi oleh Inspektorat Jenderal KKP;

- 12 Februari 2026, Rapat Internal Pembahasan Inovasi Pelayanan Publik Jempol Jala
ekspor- Jempol Imut;

- 26 Februari 2026, Sosialisasi Pengisian Checklist CPIB Kapal pada Aplikasi SIAP MUTU
sebagai bagian dari upaya penguatan sistem penjaminan mutu hasil perikanan sejak
tahap hulu;

- 26 Februari 2026, Morning Briefing Petugas Pelayanan Dan Inspektur Mutu Balai
PPMHKP KKP Makassar.

Bukti komitmen petugas pelayanan dan IMUT/AIMUT tersebut menghasilkan Indeks
Kepuasan Masyarakat pada Triwulan | 2025 meningkat dari 93,32 menjadi 97,96 atau
(3,93). Namun demikian peningkatan berkelanjutan melalui kritik dan saran pengguna
layanan tetap dilakukan, sehingga kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan dan

dipertahankan.

Adapun kritik, saran dan masukan dari masyarakat melalui aplikasi Survey Kepuasan
Masyarakat terdapat tanggapan sebagai berikut;

- Diupayakan lebih banyak petambak yang paham terkait budidaya CBIB

- Pelaksanaan uji lab mohon untuk diberitahukan jika sudah selesai

- semoga kedepannya ada layanan call centre seperti app sipetta dulu

- keramahan memberikan pelayanan lebih di tingkatkan lagi

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas menjadi faktor penting dalam

meningkatkan indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut:
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No. Jabatan Jumlah \

1. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya 4
2. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda 9
3. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama 2
4. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia 1
5. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir 1
6. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil
7. PPPK 12
8. PJLP 5
TOTAL 37

Alokasi anggaran kegiatan survey kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap pelayanan
publik Tahun 2026 vyaitu 3987.EBA.994.02. A. Operasional Perkantoran Dukungan
pelayanan publik sebesar Rp. 1.200.000,-. Hingga Triwulan | Tahun 2026, anggaran yang
sudah terealisasi sebanyak Rp. 100.000,- dengan sisa anggaran sebanyak Rp. 1.100.000,-.

Alokasi anggaran awal kegiatan survey kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap
pelayanan publik Tahun 2025 yaitu Rp. 1.292.244.000,- dan terjadi revisi anggaran awal
menjadi Rp. 356,509,000,-. Anggaran dari Tahun 2025 dengan tahun 2026 berbeda sangat

signifikan.

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu prioritas nasional karena dapat
digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah memberikan
perhatian atas percepatan digitalisasi pelayanan publik sejalan dengan Asta Cita yang ke 5
yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan
dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tools untuk
mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/ pengguna jasa di Sulawesi Selatan untuk
menyatakan persepsi atas kepuasaan layanan yang telah diperoleh oleh penyelenggaraan

pelayanan publik. Yang mana Survey ini dapat mengetahui kritik, saran dan masukan dari
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Masyarakat pengguna layanan pada Balai PPMHKP Makassar untuk memperbaiki Iayanan\

menjadi pelayanan publik yang prima.

IKU ini mendukung budaya ASN yang berakhlak dilingkup Balai PPMHKP Makassar yaitu
Berorientasi Pelayanan. ASN berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan
masyarakat. Ini mencakup memahami kebutuhan masyarakat, bersikap ramah, cekatan,
solutif, dan dapat diandalkan, serta terus melakukan perbaikan. Survey Kepuasan
Masyarakat sebagai alat untuk mengetahui saran kritik masukan Masyarakat untuk
perbaikan pelayanan publik Balai PPMHKP Makassar untuk meberikan pelayanan yang

prima.

Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Balai PPMHKP Makassar dapat mengetahui
tingkat kepuasan masyarakat/ pengguna jasa di Sulawesi Selatan untuk menyatakan
persepsi atas kepuasaan layanan yang telah diperoleh oleh penyelenggaraan pelayanan
publik. Survey kepuasan Masyarakat ini sebagai upaya membangun sistem
penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan
masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan
berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan

penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Hasil Tindaklanjut rekomendasi rencana tindaklanjut sebelumnya

- 20 Januari 2026, Briefing Pagi Petugas Layanan Kantor Balai PPMHKP Makassar tentang
sharing informasi mengenai isu-isu global dan meningkatkan pelayanan publik;

- Januari s.d Maret 2026, Customer service melakukan asistensi tata cara pendaftaran

nomor registrasi negara mitra aplikasi SIAPMUTU kepada UPI.

Yang dimana hasilnya IKM meningkat di triwulan | 2025 dari 93,32 dan Triwulan | 2026
menjadi 97,96.
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Akar Masalah
Belum semua jenis layanan terutama bagian sertifikasi hulu yang dilakukan survey
kepuasan Masyarakat oleh Inspektur/ Asisten Inspektur Mutu Hasil Kelautan dan

Perikanan.

Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan berikutnya
Perlu dilakukan briefing/ sharing session kepada petugas pelayanan dan Inspektur/ Asisten

Inspektur Mutu terkait masukan

v) 2= X wmaa - 08

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Badan Mutu KKP Makassar

Trowulan | Tahun 202¢

o oes K
3,92 1631 & 205

SANGAT BAIK
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IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Balai Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar Triwulan | Tahun 2026, secara
umum rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Balai Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar 113,51 (kategori Istimewa).

dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :

No Indikator Kinerja Target Realisasi

1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi | 72 76,20
Primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan
pangan lingkup Balai PPMHKP Makassar

2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi | 72 88,10
Pasca Panen yang memenuhi standar mutu dan
keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Makassar

3. Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI | 71 74,81
Lingkup Balai PPMHKP Makassar

4, Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan vyang | 86,2 100
dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja lingkup Balai
PPMHKP Makassar

5. Persentase rencana umum pengadaan PBJ vyang | 77 100
diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Makassar

6. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup Balai PPMHKP | 3.5 3,92
Makassar

Berdasarkan hasil Evaluasi kinerja Balai PPMHKP Makassar pada Triwulan | Tahun 2026,

sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang

perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut :
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1. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, untuk melakukan
pendekatan terhadap pelaku usaha guna peningkatan komitmen. (IKU 1)

2. Koordinasi dengan UPT DJPT KKP terkait percepatanan pelaksanaan sertifikasi
SKP dan SPDI di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Sulawesi Selatan.
(IKU 2)

3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengoptimalkan
pelaksanaan kegiatan di semester Il tahun 2026, melaksanakan kegiatan
pengawasan mutu impor (IKU 3)

4. Melakukan koordinasi dengan Komite Akreditasi Nasional dan bagian keuangan
untuk mengakselerasi pembayaran iuran tahunan KAN untuk tahun 2026.
(IKU 4)

5. Pegawai yang terlambat akumulasi maksimal 240 menit akan dilakukan
panggilan tatap muka

6. TIM Kepegawaian akan mengingatkan kepada pegawai untuk disiplin

mengentry data sertifikat pada Whatapp group kantor. (IKU 5)

pada

Adapun rekomendasi pada triwulan IV tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti

triwulan | tahun 2026 adalah sebagi berikut :

Rekomendasi triwulan sebelumnya :

Melaksanakan sosialisasi sertifikasi CPIB dan CBIB kepada penyuluh perikanan dan
pelaku usaha. (IKU1)

Tindaklanjutnya : Pada tanggal 26 Januari 2026 telah dilaksanakan sosialisasi
indikator penilaian CBIB sebagai instrumen peningkatan kualitas dan keamanan
hasil budidaya pada penyuluh perikanan yang ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara dan Sulawesi Barat secara tata muka dan daring yang bertempat di Aula
BRPBAPPP Maros

Rekomendasi triwulan sebelumnya :

Melakukan koordinasi dengan Pembina mutu daerah dalam rangka pembinaan

teknis di tingkat daerah sebelum pengajuan rekomendasi.. (IKU2)
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Tindaklanjutnya :
Telah dilakukan koordinasi dengan Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan
(BPMPP), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 11

Maret 2026, terkait teknis pelaksanaan Sertifikasi SKP yang lebih efisien dan efektif.

3. Rekomendasi sebelumnya :
Pertemuan/sharing session inspektur mutu terkait prosedur internal terhadap
penyimpangan hasil uji setelah dilakukan investigasi. (IKU5)
Tindaklanjutnya :
Indiaktor Kinerja Rasio eksport ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan
diterima oleh negara tujuan Eksport lingkup Balai PPMHKP Makassar sudah tidak

ada.

4. Rekomendasi sebelumnya :

Peningkatan kemampuan dan kompetensi analis laboratorium dalam bentuk
sharing session ataupun mengikuti pelatihan internal atau eksternal dalam
melakukan pengujian laboratorium sesuai standar internasional SNI ISO/IEC
17025:2017. (IKU 6)

Tindaklanjutnya :

Telah dilakukan pelatihan peningkatan kompetensi analis laboratorium untuk ruang
lingkup yang akan ditambahkan sebagai laboratorium rujukan wilayah Timur
Indonesia berupa pelatihan Listeria monocytogenes pada tanggal 18 Februari 2026

oleh DKSH.

5. Rekomendasi sebelumnya :
Perlu dilakukan briefing/ sharing session kepada petugas pelayanan dan Inspektur/
Asisten Inspektur Mutu terkait masukan kepada pengguna layanan untuk perbaikan
pelayanan publik. (IKU 16)
Tindaklanjutnya :
- 20 Januari 2026, Briefing Pagi Petugas Layanan Kantor Balai PPMHKP Makassar
tentang sharing informasi mengenai isu-isu global dan meningkatkan pelayanan

publik;
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- Januari s.d Maret 2026, Customer service melakukan asistensi tata cara

pendaftaran nomor registrasi negara mitra aplikasi SIAPMUTU kepada UPI.
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282

LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN MAKASSAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Zamrud
Jabatan : PIt. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan Makassar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Ishartini
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Badan Pengendalian dan Plt. Kepala Balai Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Perikanan Makassar
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SK.1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN

DAN PERIKANAN MAKASSAR

Terselenggaranya pengendalian
dan pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan
Sektor Produksi Primer yang Memenuhi
Standar Mutu dan Keamanan Pangan
Lingkup Balai PPMHKP Makassar (%)

72

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan
Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar
Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai
PPMHKP Makassar (%)

72

Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di
Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Makassar
(Nilai)

71

SK.2

Terselenggaranya pengendalian
sistem jaminan mutu dan
keamanan hasil kelautan dan
perikanan yang konsisten sesuai
standar

Persentase Implementasi Metode Terstandar
Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan
Lingkup Balai PPMHKP Makassar (%)

71

SK.3

Tatakelola pemerintahan yang
efektif ~dan  akuntabel di
lingkungan  Balai PPMHKP
Makassar

Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai
PPMHKP Makassar (Indeks)

82,5

Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai
PPMHKP Makassar (Nilai)

77

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai
PPMHKP Makassar (Nilai)

86,2

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan
yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja
Lingkup Balai PPMHKP Makassar (Persen)

86

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
(IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Makassar
(Nilai)

92,1

10.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)
Lingkup Balai PPMHKP Makassar (Nilai)

71,75

1.

Persentase rencana umum pengadaan PBJ
yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai
PPMHKP Makassar (%)

77

12.

Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai
PPMHKP Makassar (Indeks)

3.5




Data Anggaran

No Kegiatan Anggaran (Rp)

1 Terselenggar.anya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil 18.062.270.000
Kelautan Perikanan
Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan

2. | keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai 86.000.000
standar

3 Dukungan Manajemen Internal Llngkup Bad_an Pengendalian 8.844.872.000
dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan

Total Anggaran Balai PPMHKP Makassar Tahun 2026 26.993.142.000

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Badan Pengendalian dan Plt. Kepala Balai Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Perikanan Makassar
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Lampiran Form Capaian Kinerja

Triwulan 12026 =


KEU
Sticky Note
Laporan Capaian Kinerja


Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA ( LCK ) BALAI PPMHKP MAKASSAR MAKASSAR TAHUN

2026
Nama Indikator : | Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi
standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar (%)
Nama Timja Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer
Periode Laporan : | Triwulan I Tahun 2026
Nama Sasaran Kegiatan : | Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan
Nama Indikator Kinerja : | Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi
standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar (%)
T/R Tahun 2026 Capaian Target
Th.2026 Th.2026
Q1 Q2 Sm.l Q3 Q4 Sm2 Tahunan
Target 72 72 72 72 72 72 72 72 72
Realisasi 76,20
%Capaian 105,83

Catatan:
Q1,Q2,03,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm
Sm2
Tahunan

= Capaian Q1 + Capaian Q2
= Capaian Q3 + Capaian Q4
= Capaian di akhir tahun 2026

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

DESKRIPSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan
dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BPPMHKP
mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai
dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam
implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku
kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP
Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan
terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat
yang berkelanjutan.

BPPMHKP Makassar saat ini mengemban tanggung jawab melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang|
dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan
mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan,
optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber|
daya perairan.

Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :

Sertifikat Cara Penanganan lkan Yang Baik (CPIB) di Kapal Perikanan;
Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)

Sertifikat Cara Budidaya lkan Yang Baik (CBIB);

Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)

Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)

Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)

Ok wN R




o Sertifikat Cara Penanganan lkan Yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan
dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan
Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan lkan.

e Cara Budidaya lkan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta
memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan
pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan.

e Cara Pembenihan lkan Yang Baik (CPIB) adalah pedoman dan tata mengembangbiakkan ikan dengan cara
melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang
terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan
pangan, dan pengelolaan lingkungan.

e (Cara Pembuatan pakan ikan yang baik yang selanjutnya disingkat CPPIB adalah serangkaian proses pembuatan
Pakan lkan yang meliputi kegiatan pengadaan dan penyiapan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan
distribusi Pakan Ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan dan

manusia serta ramah lingkungan.
e Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik yang selanjutnya disebut CDOIB adalah pedoman untuk mengatur seluruh

proses distribusi Obat Ikan sehingga pengguna mendapatkan jaminan konsistensi mutu, keamanan, dan khasiat
Obat lkan.

e CaraPembuatan Obat Ikan Yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOIB adalah pedoman untuk mengatur seluruh
produksi yang meliputi kegiatan mengolah bahan baku, produk antara, dan/atau produk rumahan dan

pengawasan mutu guna menghasilkan yang aman bermutu dan berkhasiat.

e  Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

A+B+C+D+E+F
%X = —  x100%
xn
81,00+704-704+-70+90
%X =
5
= 7620
%X =  Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu

dan kemananan pangan.

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB
B = Persentase Unit menerapkan CPIB
C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB
D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB/CDOIB
E = Persentase Unit Usaha menerapakan CPIB Kapal
Xn = Jumlah dari Unsur Pembentuk

Catatan :

Untuk realiasasi output pada Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2026 triwulan | sebesar 76,20 % sedangkan realiasasi
output pada Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2025 triwulan | tahun 2025 sebesar 100 %. Mengalami penurunan
sebesar 23,8 % yang disebabkan oleh perhitungan capaian realisasi IKU tahun 2026 diperoleh dari perhitungan dari Pusat|
Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP.

Adapun jumlah permohonan dan jumlah sertifikat yang terbit dapat dilihat pada matriks berikut :

No Kegiatan Jumlah Permohonan | Jumlah Sertifikat yang Persentase Unit Usaha
Yang Lolos Verifikasi Terbit yang Menerapkan Sertifikasi
Berkas
1 Sertifikasi CPIB Kapal 5 5 100 %
2 Sertifikasi CBIB 0 0 0
3 Sertifikasi CPIB 0 0 0




4 Sertifikasi CPPIB 0 0 0
5 Sertifikasi CPOIB 0 0 0
6 Sertifikasi CDOIB 0 0 0

Dengan demikian realisasi persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi
standar mutu dan kemananan pangan Triwulan | tahun 2026 adalah 76,20 % sehingga capaian kinerja sebesar
105,83 %.

Realisasi Triwulan | tahun 2026 yaitu 100% jika dibandingkan dengan Triwulan | Tahun 2025. karena seluruh
permohonan yang masuk dapat ditindaklanjuti sampai dengan terbitnya sertifikat, namun dari segi anggaran dan
jumlah output sertifikasi berbeda.

Pada Triwulan | tahun 2026 tidak terdapat Permohonan sertifikasi CBIB,CPPIB,CPOIB dan CDOIB, namun telah
dilakukan pengawasan mutu melalui kegiatan surveilan pada unit pembudidaya yang telah tersertifikasi Cara
Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) sebanyak 4 unit dari 7 target yang ditetapkan oleh pusat produksi primer. Adapun
ouput kegiatan tersebut berupa Surat Keterangan Hasil Surveilan (SKHS) telah diterbitkan sebanyak 4 SKHS dan
telah disampaikan kepada pelaku usaha. Kegiatan surveilan pada sertifikasi CPIB kapal sebanyak 3 target belum
dilaksanakan. Tidak ada program surveilan pada kegiatan sertifikasi untuk pembenihan (CPIB) dan CPPIB.

SDM

Jumlah SDM yang terlibat dalam kegiatan Inspeksi CPIB Kapal pada Triwulan | sebanyak 4 orang, yang terdiri atas
4 Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar.

Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Surveilan CBIB pada TW | sebanyak 8 orang yang terdiri dari 8 Inspektur
Mutu BPPMHKP Makassar

Pada triwulan | tahun 2026 perwakilan Balai PPMHKP Makassar atas nama Mohammad Zamrud,S.Pi,.MP, Sri
Rahayu Setyaningsih S.St.Pi,.M.Sc dan Arfiandi S.Pi menerima Sertifikat Apresiasi dari Asosiasi Perikanan Pole &
Line dan Handline Indonesia (AP2HI) pada Program Sertifikasi Cara Penanganan lkan yang Baik di kapal rantai
pasok perusahaan anggota AP2HI di Sulawesi Selatan.

ANGGARAN DAN ASPEK PEMANFAATANNYA

Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran awal tahun 2026 sebesar Rp. 75.380.000 yang
digunakan untuk Inspeksi penerapan sertifikasi produksi primer. Realisasi anggaran TW | Tahun 2026 sebesar Rp.
8.241.000,- atau sebesar 10,93 %, untuk perjalanan dinas inspeksi CPIB Kapal dan surveilan CBIB. Sedangkan pagu
anggaran tahun 2025 sebesar Rp.18.820.000 dan belum ada realisasi pada TW | tahun 2025.

PROGRAM NASIONAL

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP ” penangkapan ikan terukur berbasis kuota ” yaitu
BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal
hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di
negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan
keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP “ pembangunan perikanan budidaya di laut, pesisir,
dan darat yang berkelanjutan “ yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap
produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka
pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib
memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMKHP) sejak
pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi
kesehatan manusia.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pada tanggal 5 Januari 2026 Balai PPMHKP Makassar melaksanakan audiensi dengan Walikota Makassar Munafri
Arifuddin di Balai Kota Makassar. Tujuan audiensi tersebut adalah memperkenalkan tugas dan fungsi UPT
BPPMHKP secara kelembagaan serta meminta dukungan dalam kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu
hasil kelautan dan perikanan hulu hilir di kota Makassar.

Pada tanggal 26 Januari 2026 sebagai narasumber pada kegiatan sosialisasi indikator penilaian CBIB sebagai
instrumen peningkatan kualitas dan keamanan hasil budidaya pada penyuluh perikanan yang ada di Sulawesi
Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat secara tata muka dan daring yang bertempat di Aula BRPBAPPP
Maros.




Pada tanggal 29 Januari 2026 mengikuti Help Desk Sertifikasi CPPIB, CPOIB dan CDOIB yang dilaksanakan secara
Online oleh Pusat Produksi Primer.

Pada tanggal 4 Februari 2026 telah diadakan Sharing Session Cara Budidaya Ikan yang Baik dalam rangka
peningkatan kapasitas Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu yang bertempat di aula BPPMHKP Makassar.
Pada tanggal 5 Februari 2026 dilaksanakan Sosialisasi Sertifikasi CPIB Kapal Melalui Portal SIAPMUTU Versi 1.0.3
—2025.12.08 di Aula kantor BPPMHKP Makassar yang diikuti oleh pengguna layanan BPPMHKP Makassar.

Pada tanggal 6 Februari 2026 mengikuti kegiatan Help desk Koordinasi CPIB 2026 Wilayah 2 yang dilaksanakan
secara online oleh Pusat Produksi Primer.

Pada tanggal 26 Februari 2026 dilaksanakan Sosialisasi Pengisian ceklist CPIB Kapal Melalui Portal SIAPMUTU
Versi 1.0.3 — 2025.12.08 di Aula kantor BPPMHKP Makassar yang diikuti oleh Inspektur Mutu dan Asisten
Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar

Pada tanggal 2-4 Maret 2026 Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar an. Sri Rahayu Setyaningsih S.St.Pi,.M.Sc dan
Arfiandi S.Pi mengikuti kegiatan Training Of Trainer (ToT) Sertifikasi Keterampilan Penanganan lkan (SKPI) yang
diselenggarakan oleh BPPSDMKP yang bekerja sama dengan BPPMHKP dan DJPT yang dilaksanakan secara online.
Pada tanggal 4 Maret 2026 Balai PPMHKP Makassar menjadi Narasumber pada Focus Group Discussion Sosialisasi
Kampung Nelayan Merah Putih bertempat di PPl Paotere. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Himpunan
Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Kota Makassar, Direktorat Intelkam Polda Sulsel dan Balai PPMHKP Makassar
yang dihadiri oleh 60 orang nelayan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan penyadartahuan kepada
nelayan tentang manfaat KNMP sebagai program prioritas KKP. Hal ini merupakan bentuk dukungan Balai
PPMHKP Makassar terhadap program Prioritas Nasional yang di gagas oleh KKP yaitu pembangunan Kampung
Nelayan Merah Putih untuk mentransformasi Desa pesisir menjadi modern, produktif dan terintegrasi.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Pencapaian sertifikasi penjaminan mutu hulu belum optimal yang disebabkan oleh :

Komitmen pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi penjaminan mutu hulu masih kurang.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya

Melakukan koordinasi dengan stakeholder
terkait, untuk melakukan pendekatan terhadap
pelaku usaha guna peningkatan komitmen.

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana aksi triwulan Penanggung Jawab
sebelumnya
e Padatanggal 26 Januari 2026 telah dilaksanakan Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan
sosialisasi indikator penilaian CBIB sebagai Mutu Produksi Primer

instrumen peningkatan kualitas dan keamanan
hasil budidaya pada penyuluh perikanan yang
ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan
Sulawesi Barat secara tata muka dan daring yang
bertempat di Aula BRPBAPPP Maros.

Sri Rahayu Setyaningsih




DAFTAR SERTIFIKASI CPIB KAPAL

TRIWULAN | TAHUN 2026

NO. | NAMAKAPAL |\ NAR |UKIRAN TipE KAPAL|  [NSCAL komopiTAs | NAMA UPI YANG NOMOR CPIB MASA BERLAKU CPIB emzl
1 |Putri Tunggal 02 | Abidin 19 | Penangkap | 10 Februari2026 |  Tuna Segar ?;h?r‘;“ Wioo ID-CPIB-K-73-260052 | 22 Februari 2026 - 22 Februari | g
2 |Ryang 24 Jumardi 24 | Penangkap | 10 Februari 2026 | Lencam Segar g;hi':" Woo ID-CPIB-K-73-260053 | 22 Februari 2026 - 22 Februari | g
3 |Gibran Makmur 02 |Mulyadi 28 Penangkap | 10 Februari 2026 C%agzngé:;by i;h?&e" oo ID-CPIB-K-73-260078 | 23 Februari 2026 - 23 Februari | g
4 |Amira Jaya llham 17 | Penangkap | 14 Februari 2026 | Cakalang Segar ::Iéan‘:l';‘;Me"a'a ID-CPIB-K-73-260075 | 23 Februari Zgggo' 23 Febpuar |
5 |Saromase 01 Reza Akbar 19 Penangkap | 26 Februari 2026 Tuna Segar ;L‘sg;vg:a ID-CPIB-K-73-260137 6 Maret 2026 - 6 Maret 2030 Cc




DAFTAR SURVEILAN CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK

TRIWULAN | TAHUN 2026

No. Nama Unit Pembudidaya Jenis Komoditi Sertifikat
1 Sekolah Kejuruan Negeri Maros Nila Gesit ID-CBIB-T-73-240017
2 Anmim Kahal Farm Udang Vannamei ID-CBIB-SN-P-001378
3 CV. Senada Horta Udang Vannamei ID-CBIB-T-73-250012
4 CV. Esaputlii Udang Vannamei ID-CBIB-73-P-250150




DOKUMENTASI KEGIATAN

AUDIENSI DENGAN WALIKOTA MAKASSAR
05 JANUARI 2026




DOKUMENTASI KEGIATAN

SOSIALISASI INDIKATOR PENILAIAN CBIB SEBAGAI INSTRUMEN
PENINGKATAN KUALITAS DAN KEAMANAN HASIL BUDIDAYA
26 JANUARI 2026




DOKUMENTASI KEGIATAN
HELP DESK SERTIFIKASI CPPIB, CPOIB DAN CDOIB
OLEH PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER
29 JANUARI 2026
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DOKUMENTASI KEGIATAN
SHARING SESSION CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK DALAM RANGKA PENINGKATAN
KAPASITAS INSPEKTUR MUTU DAN ASISTEN INSPEKTUR MUTU YANG BERTEMPAT DI AULA
BPPMHKP MAKASSAR
4 FEBRUARI 2026
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DOKUMENTASI KEGIATAN
SOSIALISASI SERTIFIKASI CPIB KAPAL MELALUI PORTAL SIAPMUTU
VERSI 1.0.3 - 2025.12.08 DI AULA KANTOR BPPMHKP MAKASSAR

5 FEBRUARI 2026

Sosialisasi Sertifikasi CPIB Kapal
melalui Aplikasi SIAP MUTU
Versi 1.0.3- 2025.12.08

BPPMHKP Makassar
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DOKUMENTASI KEGIATAN

HELP DESK KOORDINASI SCPIB 2026 WILAYAH 2
SECARA ONLINE OLEH PUSAT PRODUKSI PRIMER.
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6 FEBRUARI 2026
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DOKUMENTASI KEGIATAN
SOSIALISASI PENGISIAN CEKLIST CPIB KAPAL MELALUI PORTAL SIAPMUTU VERSI 1.0.3 -
2025.12.08 DI AULA KANTOR BPPMHKP MAKASSAR
26 FEBRUARI 2026

Sosialisasi
Pengisian Checklist CPIB Kapal
pada Aplikasi SIAP MUTY




DOKUMENTASI KEGIATAN

TRAINING OF TRAINER (TOT) SERTIFIKASI KETERAMPILAN PENANGANAN IKAN (SKPI)
YANG DISELENGGARAKAN OLEH BPPSDMKP
2-4 MARET 2026
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DOKUMENTASI KEGIATAN
FOCUS GROUP DISCUSSION SOSIALISASI KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH
BERTEMPAT DI PPI PAOTERE
4 MARET 2026

HIMPLUNAN NEI AVAN CEI DRI INI

DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PEMERINTA}

e ——




DOKUMENTASI
SERTIFIKAT APRESIASI DARI ASOSIASI PERIKANAN POLE & LINE
DAN HANDLINE INDONESIA (AP2HI)
KEPADA INSPEKTUR MUTU BPPMHKP MAKASSAR

. R

/9\ SERTIFIKAT nsier)ons .l
APRESIASI

Dengan bangga diberikan kepada:

Mohammad Zamrud, S.Pi, M.P

(Plt. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan Makassar)

Pada Program Sertifikasi Cara Penanganan lkan yang Baik di kapal
™ rantai pasok perusahaan anggota AP2HI di Sulawesi Selatan,
~. i dalam periode tahun 2025

o\

P2HI

ABRIZAL ANDREW ANG
Ketua AP2HI
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/9. SERTIFIKAT nddnesianjen
APRESIASI

Dengan bangga diberikan kepada:

Sri Rahayu Setyaningsih, S.St.Pi, M.Sc

(Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda)

Pada Program Sertifikasi Cara Penanganan lkan yang Baik di kapal
rantai pasok perusahaan anggota AP2HI di Sulawesi Selatan,

e dalam periode tahun 2025
~
\
~
AR
P2HI
ABRIZAL ANDREW ANG
Ketua AP2HI
N
\
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/O SERTIFIKAT nebinjons |
APRESIASI

Dengan bangga diberikan kepada:

Arfiandi, S.Pi

(Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil)

|

Pada Program Sertifikasi Cara Penanganan lkan yang Baik di kapal
rantai pasok perusahaan anggota AP2HI di Sulawesi Selatan,

B dalam periode tahun 2025
~
\
~
AN
P2HI
ABRIZAL ANDREW ANG
Ketua AP2HI

N
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Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA ( LCK ) BALAI BESAR KIPM
MAKASSAR TAHUN 2026

Nama Indikator : | Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi
pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan
pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar (%)

Nama Timja : | Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen

Periode Laporan | Triwulan |

Nama Sasaran Kegiatan | : | Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Nama Indikator Kinerja . | Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi
pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan
pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar (%)

T/R TAHUN Capaian | Target
Q1 Q2 | Sm.l Q3 Q4 Sm.Il | Tahunan | Th. 2026 |Th. 2026
Target 72 72

Realisasi 88,10

0% Capaian | 122,36

Catatan :

Q1,02,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4
Sm | = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2026

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada
setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI) wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian
untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Keamanan hasil perikanan merupakan persyaratan utama dan terpenting dari seluruh parameter
mutu pangan mengingat dewasa ini konsumen semakin menyadari bahwa mutu pangan khususnya
keamanan pangan tidak dapat hanya dijamin dengan hasil uji produk akhir dari laboratorium.
Produk yang aman didapat dari bahan baku yang ditangani dengan baik, diolah dan didistribusikan
dengan baik sehingga akan menghasilkan produk akhir yang memenuhi standar mutu;

Langkah untuk mengantisipasi hal tersebut serta adanya tuntutan dalam pasar bebas, Kementerian
Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan suatu sistem jaminan mutu berdasarkan konsep
HACCP yang harus diterapkan oleh pelaku usaha perikanan mulai bahan baku hingga produk
akhir. Untuk memastikan bahwa suatu unit pengolahan ikan menerapkan sistem jaminan mutu dan
keamanan hasil perikanan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah
ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi.
Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan (BPPMHKP) melalui Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen Pada
triwulan | 2026 melaksanakan 2 (dua) kegiatan dalam Indikator Kinerja Utama yaitu :




1. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI
lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar (Produk)

2. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai
PPMHKP Makassar (Produk)

3. Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) pada unit distribusi lingkup UPT Balai PPMHKP
Makassar

4. Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Surveilen HACCP)

Indikator Kinerja ini mendukung kegiatan prioritas kedua KKP yaitu penangkapan ikan terukur
berbasis kuota dan program prioritas ketiga KKP yaitu pembangunan budidaya laut, pesisir dan
darat yang berkelanjutan.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua yaitu menjamin mutu dan keamanan hasil
perikanan tangkap yang di terima oleh Unit Pengolahan Ikan (UPI) melalui sertifikasi HACCP,
sertifikasi SKP yang merupakan persyaratan utama ekspor produk perikanan ke negara tujuan.
Produk hasil perikanan Indonesia menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan yang semakin
kompleks diantaranya; ketatnya persyaratan jaminan mutu (quality) dan keamanan (safety)
pangan, kemampuan telusur (traceability), ramah lingkungan (environmental friendly) dan
keberlanjutan (sustainability). Untuk itu diperlukan upaya tindakan penguatan penerapan Sistem
Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SIJMKHP) mulai dari hulu sampai hilir. Agar
traceability dapat diterapkan secara konsisten, maka semua pihak yang terlibat dalam rantai suplai
dan produksi harus melakukan pencatatan (informasi dan koleksi data) tentang hal-hal yang telah
ditentukan terhadap input produksi atau produk yang dikelolanya.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga yaitu mendukung peningkatan produksi
lima komoditas ekspor yaitu udang, kepiting, rumput laut, lobster dan tilapia. Di Sulawesi Selatan
terdapat dua komoditas budidaya yaitu udang dan rumput laut yang dijamin mutu dan keamanan
hasil perikanan melalui sertifikasi HACCP dan SKP yang merupakan persyaratan utama ekspor
produk perikanan ke negara tujuan.

CARA PENGUKURAN

Perhitungan berdasarkan Manual Indikator Kinerja Tahun 2026 yaitu :

A+B+C
%X = ABC
xn

93,75+90,56+80

3

= 88,10 %
Dimana
%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
A= Persentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk
B= Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan

GMPSSOP
C= Persentase Surak Keterangan Penerapa HACCP yang diterbitkan pada unit distribusi ikan pada unit supplier
xn = Total dari unsur pembentuk (3)
Catatan:

Data variable perhitungan diperoleh dari Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen
BPPMHKP.




Realisasi persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi
standar mutu dan keamanan pangan Triwulan | tahun 2026 terealisasi sebesar 88,10 %, dari target
72 %. Dengan demikian capaian IKU ini adalah sebesar 122,36 %, dibandingkan Triwulan | Tahun
2025 sebesar 115,08 %.

Adapun jumlah sertifikat yang diterbitkan pada Triwulan | sebagai berikut:
1. HACCP sejumlah 43 ruang lingkup sertifikat.

2. SKP sejumlah 22 ruang lingkup sertifikat.

3. SPDI sejumlah 1 ruang lingkup sertifikat.

Pelaksanaan kegiatan SKP mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17
Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan
(SKP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar
Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor
Kelautan dan Perikanan (mengatur persyaratan HACCP) serta sertifikasi Sertifikat Penerapan
Distribusi Ikan (SPDI) Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun
2024 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan.

Adapun kegiatan pendukung pada IKU pasca panen adalah kegiatan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan (surveilen HACCP) yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan
konsistensi dalam Penerapan System Jaminan Mutu dan Keamaan Hasil Kelautan dan Perikanan.
Pada Triwulan | telah dilaksanakan surveilen HACCP dan pengambilan sampel UJI sebanyak 93
UPI.

Kegiatan pendukung lainnya yang telah dilaksanakan :

1. Pada tanggal 5 Januari 2026 Balai PPMHKP Makassar melaksanakan audiensi dengan
Walikota Makassar Munafri Arifuddin di Balai Kota Makassar. Tujuan audiensi tersebut adalah
memperkenalkan tugas dan fungsi UPT BPPMHKP secara kelembagaan serta meminta
dukungan dalam kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
hulu hilir di kota Makassar.

2. Padatanggal 4 Maret 2026 Balai PPMHKP Makassar menjadi Narasumber pada Focus Group
Discussion Sosialisasi Kampung Nelayan Merah Putih bertempat di PPI Paotere. Kegiatan ini
merupakan kolaborasi antara Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Makassar,
Direktorat Intelkam Polda Sulsel dan Balai PPMHKP Makassar yang dihadiri oleh 60 orang
nelayan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan penyadartahuan kepada nelayan
tentang manfaat KNMP sebagai program prioritas KKP. Hal ini merupakan bentuk dukungan
Balai PPMHKP Makassar terhadap program Prioritas Nasional yang di gagas oleh KKP yaitu
pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih untuk mentransformasi Desa pesisir menjadi
modern, produktif dan terintegrasi.

3. Pada tanggal 5 Maret 2026, Balai PPMHKP Makassar menjadi narasumber pada Kegiatan
Pelatihan On Line Peningkatan Kapasitas Bagi Pengurus Koperasi Sektor Riil Transformasi
SDM dan Inovasi Menuju Koperasi Berdaya Saing yang dilaksanakan oleh Kedeputian Bidang
Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi. Pada kegiatan
tersebut Balai PPMHKP Makassar membawakan materi Akselerasi Penerbitan Sertifikasi
Penerapan Distribusi Ikan Untuk Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan Berbasis Koperasi.

4., Pada tanggal 30 Januari 2026 telah dilakukan rapat persiapan pelaksanaan Sertifikasi
Penerapan Distribusi lkan (SPDI) PB Umku dan tindak lanjut PP 28 Tahun 2025 tentang
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, kegiatan ini diadakan oleh Pusat Mutu Pasca Panen,
BPPMHKP KKP;

5. Pada tanggal 11 Maret 2026 telah dilaksanakan rapat Koordinasi Verifikator Layanan Sistem
Distribusi Ikan Online (DISNILINE), kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Mutu pasca Panen,
BPPMHKP KKP.




Kegiatan ini melibatkan seluruh pejabat fungsional inspektur mutu diantaranya untuk kegiatan
sertifikasi HACCP sebanyak 15 orang dan kegiatan sertifikasi SKP sebanyak 16 orang serta

Sertifikasi SPDI sebanyak 3 orang.

Realisasi Anggaran kegiatan pasca panen Tahun 2026 :

Pagu Anggaran

Jenis Kegiatan Awal

Pagu Anggaran
setelah revisi

Efisiensi

Realisasi

Sisa
Anggaran

a. 3989.PDC.002. A. 30.000.000
Persentase Sertifikat
Penerapan Distribusi
lkan  (SPDI) vyang

diterbitkan

12.231.000

17.769.000

1.290.000

10.941.000

b.3989.PDC.002. B. 48.125.000
Persentase Sertifikat
Kelayakan
Pengolahan (SKP)
diterbitkan pada unit
Pengolahan lkanskala
UMKM dan Menengah
Besa

19.689.000

28.436.000

4.954.000

14.735.000

€.3989.PDC.002. C. 68.243.000
Jumlah Sertifikat
Hazard Analysis
Critical Control Point
(HACCP) ruang
lingkup produk pada
UPI

68.243.000

33.459.000

34.784.000

d.3989.QIC.003. 5.000.000
UPI yang konsisten
menerapkan  Sistem
Jaminan Mutu dan
Kemanan Hasil

Perikanan (SMKHP)

3.500.000

1.500.000

3.500.000

TOTAL 151.368.000

103.663.000

47.705.000

39.703.000

63.960.000

Pada Tahun 2026 pagu anggaran sebesar RP. 151.368.000,- setelah dilakukan efisiensi sebesar
RP. 103.663.000,- dan realisasi pada Triwulan | sebesar Rp. 39.703.000,- , dibandingkan dengan
Tahun 2025 pagu sebesar Rp. 58.196.000 dan terealisasi Rp. 22.365.000,- atau 38,43%.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Belum terlaksananya Sertifikasi SKP dan SPDI di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP)

Sulawesi Selatan.

Rekomendasi rencana aksi

triwulan berikutnya

Penanggung Jawab

Koordinasi dengan UPT DJPT KKP
terkait  percepatanan  pelaksanaan
sertifikasi SKP dan SPDI di Kampung
Nelayan Merah Putih (KNMP) di
Sulawesi Selatan.

Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Pasca Panen




Hasil Tindak Lanjut | Penanggung Jawab
rekomendasi rencana AKsi

triwulan sebelumnya Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu

Pasca Panen

- Telah dilakukan koordinasi dengan
Balai Penerapan Mutu  Produk
Perikanan (BPMPP), Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Sulawesi
Selatan pada tanggal 11 Maret 2026,
terkait teknis pelaksanaan Sertifikasi
SKP yang lebih efisien dan efektif.

Makassar, 13 April 2026
Penanggungjawab Indikator Kinerja

Mohamnyad Zamrud, S.Pi, MP

DOKUMENTASI KEGIATAN INSPEKSI KONSISTENSI PENERAPAN HACCP DI UPI









DOKUMENTASI KEGIATAN INSPEKSI SERTIFIKASI KELAYAKAN PENGOLAHAN
DI UPI







Rapat Koordinasi Verifikasi Verifikator Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

pada tanggal 10 Maret 2025
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Dokumentasi Kegiatan SPDI TW | 2026

1. Persiapan pelaksanaan Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) PB Umku dan
tindak lanjut PP 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, pada
tanggal 30 Januari 2026 yang diadakan oleh Pusat Mutu Pasca Panen, BPPMHKP KKP.

Mt (LA 70N WO LTS
RO IOOTV A T

2. Rapat Koordinasi Verifikator layanan Sistem Distribusi Ikan Online ( DISNILINE), pada
tanggal 11 Maret 2026, diselenggarakan oleh Pusat Mutu pasca Panen, BPPMHKP KKP

3. Pelaksanaan sertifikasi SPDI di unit pemasok CV. Nuraeni yang berlokasi di
Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan pada tanggal 11 Februari 2026, dilaksanakan oleh
Inspektur Mutu Balai PPMHKP Makassar.




Dokumentasi Kegiatan Audiensi bersama Walikota Makassar
Pada tanggal 5 Januari 2026

Dokumentasi Kegiatan Audiensi bersama Walikota Makassar
Pada tanggal 4 Maret 2026




FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA BALAI PPMHKP MAKASSAR TAHUN 2026

Nama Indikator (3) : | Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI
Lingkup Balai PPMHKP Makassar
Nama Tim Kerja : | Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen
Periode Laporan : | Triwulan | Tahun 2026
Nama Sasaran . | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil
Kegiatan Kelautan Perikanan
Nama Indikator : | Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah Rl Lingkup
Kinerja Balai PPMHKP Makassar
TR Tahun 2026 Capaian | Target

Th.2026 | Th.2026

Q1 Q2 | Sm.l Q3 Q4 | Sm.2 Tahunan

Target 71 0 71 0 71 71 71 71 71

Realisasi | 74.81

% Capaian | 105%

Catatan :

Q1,Q2,Q3, Q4 : Capaian Selama Triwulan |, Triwulan Il, Triwulan lll, dan Triwulan IV
Semester | : Capaian Q1 + Capaian Q2

Semester I : Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan : Capaian Diakhir tahun 2026

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden
(Inpres) No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berkewajiban untuk
meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada
masyarakat dan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk langkah-langkah
strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud antara lain melalui optimalisasi
ketersediaan ikan sehat dan aman konsumsi sebagai pangan sehat, penguatan sistem jaminan
mutu dan keamanan hasil perikanan, pengendalian mutu di pasar/sentra produksi ikan sehat;
penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan pengendalian ikan sehat dan aman untuk
dikonsumsi.

Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik merupakan salah satu indikator kinerja
utama yang mendukung Asta Cita ke-2 Presiden RI yaitu Memantapkan sistem pertahanan
keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dukungan BPPMHKP terhadap Asta Cita ini
sejalan dengan program prioritas KKP vyaitu :

l. Program Prioritas Kedua KKP yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dimana
pada kegiatan pengawasan mutu domestik Balai PPMHKP Makassar memastikan
produk hasil perikanan tangkap yang didistribusikan kemasyarakat melalui tempat
pelelangan ikan (TPI/PPI), pasar tradisional dan pasar modern telah memenuhi
standar mutu dan keamanan hasil perikanan.

Il. Program Prioritas Ketiga KKP yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat
yang berkelanjutan, baik untuk komoditas ekspor maupun konsumsi lokal, dimana
pada kegiatan pengawasan mutu Balai PPMHKP Makassar memastikan produk hasil
perikanan hasil budidaya yang didistribusikan kemasyarakat melalui tempat
pelelangan ikan (TPI/PPI), pasar tradisional dan pasar modern telah memenuhi
standar mutu dan keamanan hasil perikanan.




BPPMHKP berkolaborasi dengan stakeholder dan instansi terkait untuk memastikan keberhasilan
pengawasan dan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan hulu hilir. Dalam hal ini
BPPMHKP memiliki peran penting antara lain :

1. Pengawasan Mutu: Melakukan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan untuk
memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan keamanan
pangan.

2. Pengendalian Mutu: BPPMHKP melakukan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan
untuk mencegah terjadinya penyimpangan kualitas dan keamanan pangan.

Dengan demikian BPPMHKP juga dapat membantu dalam peningkatan kualitas dan keamanan
pangan hasil kelautan dan perikanan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan
meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan di pasar domestik dan internasional.

Dalam hal ini, Balai PPMHKP Makassar mengikuti kegiatan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan
pelaksanaan Pengawasan Mutu Domestik dan pengawasan mutu impor tahun 2025 dan
koordinasi pelaksanaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu perikanan domestik
tahun 2026 sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Penyediaan Pangan Sehat dan Pengawasan Mutu
Impor yang dilaksanakan oleh Pusat Mutu Pasca Panen pada tanggal 29 Januari 2026 yang
dihadiri oleh seluruh UPT BPPMHKP secara virtual. Secara garis besar pada kegiatan ini Pusat
Mutu Pasca Panen melakukan review kegiatan tahun sebelumnya dan berkoordinasi untuk
menyamakan persepsi antara Pusat dan UPT BPPMHKP dalam pelaksanaan kegiatan.

Pada tahun 2026, Balai PPMHKP Makassar menjadi salah satu unit kerja yang diberikan target
sebesar 71% sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2026. Kegiatan pengawasan mutu hasil
perikanan domestik rencananya akan dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu setiap
semester dan untuk lokasi kegiatan di Pasar Tradisonal, Pasar Modern, Pelabuhan atau TPI, dan
UMKM Suplier MBG.

Pada triwulan | tahun 2026 berdasarkan Surat dari Pusat Mutu Pasca Panen tanggal 12 Februari
2026 perihal Pelaksanaan Giat Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik
menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 H Tahun 2026 target pengawasan mutu dan
keamanan hasil perikanan domestik yaitu di Kabupaten Maros dengan lokus pengawasan yaitu
TPl Labuang dan Poklahsar UMKM Cahaya Bandeng.

Adapun agenda kegiatan yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu
hasil perikanan domestik Triwulan | tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

No. Nama Kegiatan Waktu Kegiatan Pelaksana Kegiatan
1. | Rapat Koordinasi Pelaksanaan | 29 Januari 2026 | Pusat Mutu Pasca
Pengawasan dan Pengendalian Panen BPPMHKP

Mutu Perikanan Domestik Tahun
2026, Pengawasan Mutu Impor dan
Review Kegiatan Tahun 2025

2. | Koordinasi Bersama Dinas 9 Februari 2026 Balai PPMHKP
Kelautan dan Perikanan Makassar
Kabupaten Maros

3. | Kunjungan lapangan ke lokasi 17 Februari 2026 | Balai PPMHKP
pengawasan, pengisian check list Makassar

penilaian sarana, prasarana,
sanitasi & hygiene dan
pengambilan sampel uiji

Sampel uji yang diambil pada Lokasi TPl Labuang terdapat 5 (lima) sampel yaitu Cumi-cumi
segar, Bandeng segar, Katamba segar, Layang segar dan Udang Vannamei segar sedangkan di
Poklahsar UMKM Cahaya Bandeng diambil 2 (dua) sampel produk yaitu Bandeng segar dan
Bandeng Tanpa Duri yang selanjutnya dilakukan pengujian di Laboratorium Balai PPMHKP
Makassar dengan target pengujian Organoleptik, ALT, Echerichia coli, Salmonella spp, dan




Formalin dan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap sampel uji menunjukkan hasil negatif
atau sudah sesuai dengan standar mutu yang dipersyaratkan.

Inspektur mutu juga melakukan pengamatan kondisi sarana prasarana dan sanitasi hygiene di
TPI Labuang yang memperoleh nilai dengan kriteria BAIK dimana lokasi berada ditempat bebas
pencemaran dan mudah dijangkau, bangunan terawat, dibersihkan dan terawat, saluran
pembuangan air memiliki kemiringan yang cukup, fasilitas sanitasi tersedia, pasokan air cukup,
penerangan yang cukup baik alami maupun menggunakan lampu, transportasi pengangkutan
produk cukup memadai namun masih perlu perhatian terkait cara penanganan ikan yang baik
sehingga mutu produk yang dipasarkan tetap terjaga sedangkan di Poklahsar UMKM Cahaya
Bandeng memperoleh nilai dengan kriteria SANGAT BAIK.

Nilai penjaminan mutu pada kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik
sektor produksi pasca panen di wilayah RI diperoleh dari hasil penghitungan persentase nilai
sarana & prasarana sebesar 60% dan nilai pengujian produk sebesar 40% dengan formula :

Jaminan mutu = (60% X nilai sarana prasarana) + (40% X nilai pengujian produk)
(60% x 87.5) + (40% x97) =91,3

Sedangkan nilai penjaminan mutu pada kegiatan pengawasan bahan berbahaya dan monitoring
cemaran lingkungan perairan sektor produksi primer di wilayah Rl diperoleh dari hasil
penghitungan jumlah pengujian yang dilakukan dibagi jumlah pengujian yang waijib dilakukan
dikali 100 dengan formula :

o — (A1:A2) + (B1:B2)

> x100 %

Dimana :

X : Hasil akhir

A1 : Hasil pengujian yang memenuhi persyaratan
A2 : Jumlah pengujian yang dilakukan

B1 : Skor jumlah pengujian

B2 : Nilai total skor

5:6) +(1:3

83.33 + 33.33
X=——7——x100%

116.66
X= > x100 %

= 58,33
Untuk indikator kinerja nilai pengawasan mutu hasil perikanan dihitung berdasarkan formula :

_A+B

X x100 %

Dimana :

X : nilai pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar

A : nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI

B : nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen di wilayah
RI

5833 +91.3
X=—"-—"-

> x100 %




149.63
X = 5 x100 %

=74.81

Pada triwulan | tahun 2026 indikator kinerja nilai pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah Rl
lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar mendapatkan nilai 74.81 atau sebesar 105 % jika
dibandingkan dengan triwulan | tahun 2025

Alokasi anggaran kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik tahun
2026 sebesar Rp.7.000.000,- bersumber dari dana PNBP yang tertuang dalam Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Balai PPMHKP Makassar Tahun Anggaran 2026. Walaupun terdapat
kebijakan pemerintah pusat yang masih melakukan blokir atau penghematan anggaran diawal
tahun 2026 sebesar Rp. 3.972.000 tidak menjadi penghalang pada kegiatan pengawasan mutu
dan keamanan hasil perikanan domestik. Pada pelaksanaan kegiatan di triwulan | tahun 2026 ini
anggaran yang terealisasi sebanyak Rp. 1.640.000 atau sebesar 54.16%

Jumlah SDM yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 13 orang yang terdiri atas Inspektur Mutu,
Petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maros, dan Penyuluh Perikanan
BRPBAPPP Maros.

Untuk indikator kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan diantaranya :
1. Hasil Perikanan impor yang diawasi mutunya
2. Monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP pada Unit Pengolahan lkan
3. Pengawasan cemaran bahan berbahaya di lingkungan perairan

I. Hasil Perikanan Impor Yang Diawasi Mutunya

Kegiatan pengawasan mutu impor dilakukan untuk memastikan produk yang masuk ke dalam
negeri aman dikonsumsi dan memenuhi standar sanitasi. Balai PPMHKP Makassar memastikan
produk yang masuk tidak melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2026 tentang
keamanan pangan, Pemasok ikan dari luar negeri wajib teregistrasi di Kementerian Kelautan dan
Perikanan agar bahan baku yang masuk memenuhi standar hygiene.

Pengawasan mutu impor juga dilakukan melalui uji laboratorium terhadap cemaran mikroba,
residu, dan keamanan pangan. Pada triwulan | tahun 2026 kegiatan pengawasan mutu impor
belum dilaksanakan dan direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan Il tahun 2026.

Il. Monitoring dan Evaluasi Keseuaian Penerbitan SMKHP pada Unit Pengolahan lkan
Pada triwulan | tahun 2026, Balai PPMHKP Makassar telah melaksanakan kegiatan Monitoring
dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP pada 4 (empat) Unit Pengolahan lkan yang
melakukan kegiatan ekspor produk hasil kelautan dan perikanan, Untuk selengkapnya dapat
dilihat pada tabel berikut :

No Nama UPI Waktu Petugas
Pelaksanaan

1. | CV. Anugrah Bahari Mandiri 6 Februari 2026 | -Waode Suharni, S.Pi
-Kamaruddin, S.P,M.

2. | CV. Mitra Sejahtera 24 Februari 2026 | -Patmawati, S.St.Pi
-Andi Muhammad Haedar

3. | PT. Asia Sejahtera Mina TBK 3 Maret 2026 -Muhammad Irfan Rais, S.Pi
-Suprianto, A.Md.Pi.,S.P

4. | PT. Global Maju Pratama 13 Maret 2026 -Mohammad Zamrud, S.Pi.,M.P
-Taufiq, S.PKP

Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan data yang tersedia pada aplikasi SIAP Mutu dalam
kegiatan pelayanan sertifikasi ekspor ke negara tujuan dengan tujuan untuk memastikan bahwa
kegiatan penilaian kesesuaian penerbitan SMKHP pada pelaku usaha berjalan sesuai regulasi
sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai serta memudahkan Balai PPMHKP Makassar
dalam melakukan penilaian ke pelaku usaha kelautan dan perikanan khususnya pelaku usaha




ekspor. Hasil dari kegiatan monev ini menjadi dasar dalam pemberian skoring tingkat kepatuhan
pelaku usaha dalam penerbitan SMKHP. Kegiatan monitoring dan evaluasi kesesuaian
penerbitan SMKHP dilaksanakan secara tatap muka dengan pagu anggaran sebesar Rp.
10.000.000. Jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 25.000.000
sehingga terdapat penurunan sebesar Rp. 15.000.000 atau sekitar 60%.

Pada Triwulan | tahun 2026, anggaran yang terealisasi sebesar Rp1.460.000 atau sekitar 14,6%.
Jika dibandingkan dengan realisasi Triwulan | tahun 2025, kondisi tersebut berbeda karena pada
tahun 2025 terjadi blokir anggaran sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah
pusat melalui automatic adjustment.

lll. Pengawasan Cemaran Bahan Berbahaya Di Lingkungan Perairan
Pada triwulan | tahun 2026, Balai PPMHKP Makassar telah malaksanakan kegiatan Pengawasan

cemaran bahan berbahaya di lingkungan perairan dengan lokasi kegiatan di TPl Lappa
Kabupaten Sinjai, Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No Nama Kegiatan Waktu Kegiatan | Pelaksana Kegiatan
1. Rapat Persiapan Pelaksanaan | 2 Februari 2026 | Pusat Mutu Primer
Monitoring Residu Cemaran Bahan BPPMHKP

Berbahaya di Perairan Laut Zona PIT
dan Perairan Umum WPP-NRI Perairan

Darat

2. Kunjungan lapangan ke lokasi | 5-6 Maret 2026 | Balai PPMHKP
pengawasan bahan berbahaya dan Makassar
monitoring cemaran lingkungan

perairan di TPl Lappa Kabupaten Sinjai

Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan target yang disampaikan pada saat rapat persiapan
kegiatan pada tanggal 2 Februari 2026 bersama Pusat Mutu Primer yaitu sebanyak 1 (satu) lokasi
di TPI Lappa, Kabupaten Sinjai.

Monitoring cemaran perairan merupakan salah kegiatan pendukung IKU utama program prioritas
kedua Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu BPPMHKP memastikan bahwa setiap hasil
tangkapan yang dikomsumsi bebas dari cemaran perairan termasuk racun hayati laut dan logam
berat dan untuk SDM yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan triwulan | tahun 2026 sebanyak
4 orang Inspektur Mutu.

Kegiatan ini dilaksanakan secara onsite dengan pagu anggaran sebesar Rp. 37.500.000, jika
dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 10.000.000, sehingga terdapat
peningkatan sebesar Rp. 27.500.000 atau sekitar 87%, pada triwulan | tahun 2026 anggaran yang
terealisasi sebesar Rp. 8.644.000 atau sekitar 45.72%, jika dibandingkan dengan realisasi
anggaran triwulan | tahun 2025, kondisi tersebut berbeda karena pada tahun 2025 terjadi blokir
anggaran sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat melalui aufomatic
adjustment.

Tabel Data Realisasi Anggaran Pendukung Indikator Kinerja Tahun 2026

No Nama Kegiatan Pagu Efisiensi Realisasi

1. 3989.QIA.001. Hasil Rp.7.000.000 | Rp.3.972.000 | Rp.1.640.000
Perikanan di Wilayah RI (54.16 %)
yang diawasi mutunya

2. 3989.QIA.003. Hasil Rp.5.000.000 | Rp.3.000.000 | O

Perikanan impor yang
diawasi mutunya

3. 3989.QIC.003. Jumlah Rp.10.000.000 | Rp. 2.924.000 Rp. 1.460.000
Produksi Primer yang (20.63 %)
konsisten menerapkan
Jaminan

mutu dan keamanan hasil
perikanan




4. 3989.QlA.002.
Pengawasan cemaran
bahan berbahaya di
lingkungan

perairan

Rp. 37.500.000

Rp. 18.594.000

Rp. 8.644.500
(45.72 %)

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Potensi masalah :
- Pengawasan Mutu Domestik : Belum optimalnya kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan

pengawasan mutu domestik

- Pengawasan Mutu Impor : Belum dilaksanakan kegiatan pengawasan mutu impor

Rekomendasi rencana aksi triwulan

berikutnya

Penanggung Jawab

1.

Melakukan koordinasi dengan

kegiatan di semester Il tahun 2026.

. Melaksanakan kegiatan pengawasan mutu

impor

instansi
terkait untuk mengoptimalkan pelaksanaan

Pascapanen

Katimja Pengendalian dan Pengawasan Mutu

Hasil tindak lanjut rekomendasi
rencana aksi triwulan sebelumnya

Penanggung Jawab

1.

.Penyampaian

Telah dilakukan koordinasi
bersama Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Maros pada
tanggal 9 Februari 2026.

laporan hasil uiji
sampel pada kegiatan pengawasan
mutu domestik dan pemantauan
ketersediaan pasokan ikan
menyambut hari natal dan tahun
baru ke Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Maros pada
tanggal 5 Februari 2026.

Katimja Pengendalian dan Pengawasan Mutu

Pascapanen

Makassar, 10 April 2025
Penangungjawab Indikator Kinerja

Mohammad Zamrud




Dokumentasi Giat Koordinasi Bersama Tim Pusat Mutu Pasca Panen
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Giat Pelaksanaan Pengawasan Mutu Domestik
Di TPl Labuang Dan Poklahsar UMKM Cahaya Bandeng
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Dokumentasi Giat Monitoring Dan Evaluasi Kesesuaian Penerbitan SMKHP
Pada Unit Pengolahan lkan




Dokumentasi Giat Rapat Persiapan Pelaksanaan Monitoring Residu Cemaran Bahan
Berbahaya di Perairan Laut Zona PIT dan Perairan Umum WPP-NRI Perairan Darat
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Dokumentasi Giat Pengawasan Bahan Berbahaya
Dan Monitoring Cemaran Lingkungan Perairan Di TPl Lappa Kabupaten Sinjai
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Hasil Uji Laboratorium

Untuk hasil uji sampel yang dilaksanakan di Laboratorium Penguji Balai PPMHKP Makassar,
dari 7 (tujuh) sampel yang diuji tidak ditemukan adanya penyimpangan hasil sesuai dengan
laporan hasil uji yang telah diterbitkan sebagai berikut.
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
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%, & BALAIPENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU =
&
‘“e% K HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR LP.288-1DN
&L purrans®F JALAN DAKOTA NOMOR 24 MAKASSAR 90242
TELEPON (0411) 4813452, 4813539, 555120, FAKSIMILE (0411) 555159
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppmhkp.makassar@kkp.go.id
HASIL UJI
TEST RESULT
Nomor / Number : 008/LHU/NL/BPPMHKP.MKS/I1/2026
Menyatakan bahwa/
This is certify that
1. Pelanggan/ : Polakshar Cahaya Bandeng
Customer
2. Alamat/ . Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
Address
3. Tanggal Penerimaan/ 1 17 Februari 2026
Receipt Date
4.  Jenis Contoh Uji/ : Ikan Bandeng Segar
Type of Sample
5. Kode sampel/ : 011/NL/11/2026
Sample Code
6. Tanggal Pengujian/ 1 17 Februari 2026
Testing date
Bidagg Parameter/ Hasil (satuan) Persyarata'n Mutu/ Metode Acuan/ Keterangan/
No. Pengujian/ . Quality g
; Parameter Result (unit) : Reference Method Information
Test Field Requirement
1 2 3 4 5 6 7
Min. 7
Kenampakan 8 SNI 2346:2015
(SNI 2729:2021)
Biologi/ Min. 7
Tekstur 8 SNI 2346:2015
1 Biology (SNI 2729:2021)
Min. 7
Bau 8 SNI 2346:2015
(SNI 2729:2021)
Min. 7
Daging 8 SNI 2346:2015
(SNI 2729:2021)
Angka Lempeng SNI 2332.3-2015
10°% koloni/g
Total 1,7 x 10 koloni/g (Angka Lempeng
(SNI 2729:2021)
(ALT) Total)
i i SNI 2332.1:2015
ooedy Escherichia coli 1 APM/ 1 APMig (Identifikasi
i scherichia coli < entifikasi
2 Biology 9 (SNI 2729:2021)
Escherichia coli)
) Negatif/ 25 g SNI 01-2332.2-2006
Salmonella spp Negatif / 25 g
(SNI 2729:2021) (Salmonella)
Kimia/
3 . Formalin*) 0 ppm 0 ppm Formaldehyde Teskit
Chemical
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Catatan/ : 1. HasilujiHnimewakilipepulasi-yang-diambil/Hasil uji ini hanya berlaku untuk contoh uji yang diuji **)
Note This-result-of the-testrepresent-the-pepulation-taken /This result of the test are only valid for the tested
sample™**)
2. Laporan hasil uji ini terdiri dari 1 (satu) lembar asli (Stempel Asli)
This report of test consists of 1 (one) page original (Original sign).
3. Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan , kecuali secara lengkap dan seizin tertulis Kepala
BPPMHKP Makassar (Stempel Copy).

The Report of Test shall not be reproduced (copied) except for the completed one and with the written
permission of the head of Kepala BPPMHKP Makassar (copy sign).

Makassar, 23 Februari 2026
KepalaUPT/Penanggungjawab Laboratorium™
Head-Of HU/Laboratory in Charge™

Ditandatangani
Secara Elektronik

Muhammad Irfan Rais, S.Pi
NIP. 19780328 200312 1 003

*) Parameter belum akreditasi/parameter not yet accredited
**) Coret yang tidak sesuai/Cross out whitchever does not apply



PF.7.2.1.4/BPPMHKP.MKS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU

= =z
m <
z VKAN
%, & BALAIPENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU =
&
‘“e% K HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR LP.288-1DN
&L purrans®F JALAN DAKOTA NOMOR 24 MAKASSAR 90242
TELEPON (0411) 4813452, 4813539, 555120, FAKSIMILE (0411) 555159
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppmhkp.makassar@kkp.go.id
HASIL UJI
TEST RESULT
Nomor / Number : 009/LHU/NL/BPPMHKP.MKS/I1/2026
Menyatakan bahwa/
This is certify that
1. Pelanggan/ : Polakshar Cahaya Bandeng
Customer
2. Alamat/ . Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
Address
3. Tanggal Penerimaan/ 1 17 Februari 2026
Receipt Date
4.  Jenis Contoh Uji/ : Ikan Bandeng Tanpa Duri Beku
Type of Sample
5. Kode sampel/ : 012/NL/11/2026
Sample Code
6. Tanggal Pengujian/ 1 17 Februari 2026
Testing date
Bidagg Parameter/ Hasil (satuan) Persyarata'n Mutu/ Metode Acuan/ Keterangan/
No. Pengujian/ . Quality .
; Parameter Result (unit) : Reference Method | Information
Test Field Requirement
1 2 3 4 5 6 7
Dalam Keadaan Beku
Pengeringan Min. 7
8 SNI 2346:2015
(Dehidrasi) (SNI 4110:2020)
Perubahan Warna Min. 7
8 SNI 2346:2015
(Diskolorasi) (SNI 4110:2020)
Sesudah Pelelehan
; Min. 7
1 | Organoleptik/ | oo mpakan 8 SNI 2346:2015
Organoleptic (SNI 4110:2020)
Min. 7
Tekstur 8 SNI 2346:2015
(SNI'4110:2020)
Min. 7
Bau 8 SNI 2346:2015
(SNI 4110:2020)
Min. 7
Daging 8 SNI 2346:2015
(SNI 4110:2020)
Angka Lempeng SNI 2332.3-2015
] 10° koloni/g
Total 1,6 x 104 koloni/g (Angka Lempeng
(SNI 4110:2020)
(ALT) Total)
) ) SNI 2332.1:2015
Dology Escherich I 1 APM/ 1 APMig Identifik
1 scherichia coli < entifikasi
2 Biology g (SNI 4110:2020) ( e
Escherichia coli)
] Negatif/25 g SNI 01-2332.2-2006
Salmonella spp Negatif/25 g
(SNI 4110:2020) (Salmonella)
3 Kimig/ Formalin*) 0 ppm 0 ppm Formaldehyde Teskit
Chemical



mailto:kkp.go.id

Catatan/ : 1.

PF.7.2.1.4/BPPMHKP.MKS

Hasiluji-ini-mewakili-populasi-yang-diambil/Hasil uji ini hanya berlaku untuk contoh uji yang diuji **)

Note
sample™**)

This-result-of the-testrepresent-the-pepulation-taken /This result of the test are only valid for the tested

2. Laporan hasil uji ini terdiri dari 1 (satu) lembar asli (Stempel Asli)

This report of test consists of 1 (one) page original (Original sign).
Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan , kecuali secara lengkap dan seizin tertulis Kepala

BPPMHKP Makassar (Stempel Copy).

The Report of Test shall not be reproduced (copied) except for the completed one and with the written
permission of the head of Kepala BPPMHKP Makassar (copy sign).

*) Parameter belum akreditasi/parameter not yet accredited
**) Coret yang tidak sesuai/Cross out whitchever does not apply

Makassar, 23 Februari 2026
KepalaUPT/Penanggungjawab Laboratorium™
Head-Of HU/Laboratory in Charge™

Ditandatangani
Secara Elektronik

"KANAN
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“ELauTan®

Muhammad Irfan Rais, S.Pi

NIP. 19780328 200312 1 003



PF.7.2.1.4/BPPMHKP.MKS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU

= =z
m <
: VKAN
%, g BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU = ==
&
‘“e% K HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR LP.288-1DN
ELavrans© JALAN DAKOTA NOMOR 24 MAKASSAR 90242
TELEPON (0411) 4813452, 4813539, 555120, FAKSIMILE (0411) 555159
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppmhkp.makassar@kkp.go.id
HASIL UJI
TEST RESULT
Nomor / Number : 003/LHU/NL/BPPMHKP.MKS/I1/2026
Menyatakan bahwa/
This is certify that
1. Pelanggan/ : TPI Labuang Maros
Customer
2. Alamat/ : Jalan Bambu Runcing, Kelurahan Pettuadae (atau Alliritengngae),
Address Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
3. Tanggal Penerimaan/ 1 17 Februari 2026
Receipt Date
4. Jenis Contoh Uji/ : Ikan Layang Segar
Type of Sample
5. Kode sampel/ : 006/NL/11/2026
Sample Code
6. Tanggal Pengujian/ 1 17 Februari 2026
Testing date
N Bidapg Parameter/ Hasil (satuan) Persyarata.n L Metode Acuan/ Keterangan/
o. Pengujian/ . Quality A
; Parameter Result (unit) : Reference Method Information
Test Field Requirement
1 2 3 4 5 6 7
Min. 7
Kenampakan 8 SNI 2346:2015
(SNI 2729:2021)
Biologi/ Min. 7
Tekstur 8 SNI 2346:2015
1 Biology (SNI 2729:2021)
Min. 7
Bau 8 SNI 2346:2015
(SNI 2729:2021)
Min. 7
Daging 8 SNI 2346:2015
(SNI 2729:2021)
Angka Lempeng SNI 2332.3-2015
105 koloni/g
Total 2,7 x 10*koloni/g (Angka Lempeng
(SNI 2729:2021)
(ALT) Total)
. . SNI 2332.1:2015
oot Escherichia coli 1 APM/ 1 APM/g (Identifikasi
i scherichia coli < entifikasi
2 Biology 9 (SNI 2729:2021)
Escherichia coli)
] Negatif / 25 g SNI 01-2332.2-2006
Salmonella spp Negatif / 25 g
(SNI 2729:2021) (Salmonella)
Formalin*) 0 ppm 0 ppm Formaldehyde Teskit
Kimia/
3 Chemical ISO 19343:2017
; ; Maks. 100 mg/kg (Kadar Histamin
Histamin 30,25 mg/kg (SNI 2729:2021) (HPLC)-
(Spectophotometry))



mailto:kkp.go.id

PF.7.2.1.4/BPPMHKP.MKS

Catatan/ : 1. HasilujiHnimewakilipepulasi-yang-diambil/Hasil uji ini hanya berlaku untuk contoh uji yang diuji **)

Note This-result-of the-testrepresent-the-pepulation-taken /This result of the test are only valid for the tested

sample™**)

2. Laporan hasil uji ini terdiri dari 1 (satu) lembar asli (Stempel Asli)

This report of test consists of 1 (one) page original (Original sign).
3. Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan , kecuali secara lengkap dan seizin tertulis Kepala

BPPMHKP Makassar (Stempel Copy).

The Report of Test shall not be reproduced (copied) except for the completed one and with the written
permission of the head of Kepala BPPMHKP Makassar (copy sign).

*) Parameter belum akreditasi/parameter not yet accredited
**) Coret yang tidak sesuai/Cross out whitchever does not apply

Makassar, 23 Februari 2026
KepalaUPT/Penanggungjawab Laboratorium™
Head-Of HU/Laboratory in Charge™

Ditandatangani
Secara Elektronik

®hanan
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fELayTAN®

Muhammad Irfan Rais, S.Pi
NIP. 19780328 200312 1 003




PF.7.2.1.4/BPPMHKP.MKS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU

= =z
m <
: VKAN
%, g BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU = ==
&
‘“e% K HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR LP.288-1DN
ELavrans© JALAN DAKOTA NOMOR 24 MAKASSAR 90242
TELEPON (0411) 4813452, 4813539, 555120, FAKSIMILE (0411) 555159
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppmhkp.makassar@kkp.go.id
HASIL UJI
TEST RESULT
Nomor / Number : 004/LHU/NL/BPPMHKP.MKS/I1/2026
Menyatakan bahwa/
This is certify that
1. Pelanggan/ : TPI Labuang Maros
Customer
2. Alamat/ : Jalan Bambu Runcing, Kelurahan Pettuadae (atau Alliritengngae),
Address Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
3. Tanggal Penerimaan/ 1 17 Februari 2026
Receipt Date
4.  Jenis Contoh Uji/ : Ikan Katamba Segar
Type of Sample
5. Kode sampel/ 1 007/NL/11/2026
Sample Code
6. Tanggal Pengujian/ 1 17 Februari 2026
Testing date
N Bidapg Parameter/ Hasil (satuan) Persyarata.n L Metode Acuan/ Keterangan/
o. Pengujian/ . Quality A
; Parameter Result (unit) : Reference Method Information
Test Field Requirement
1 2 3 4 5 6 7
Min. 7
Kenampakan 8 SNI 2346:2015
(SNI 2729:2021)
Biologi/ Min. 7
Tekstur 8 SNI 2346:2015
1 Biology (SNI 2729:2021)
Min. 7
Bau 8 SNI 2346:2015
(SNI 2729:2021)
Min. 7
Daging 8 SNI 2346:2015
(SNI 2729:2021)
Angka Lempeng SNI 2332.3-2015
105 koloni/g
Total 2,1 x 10*koloni/g (Angka Lempeng
(SNI 2729:2021)
(ALT) Total)
. . SNI 2332.1:2015
oot Escherichia coli 1 APM/ 1 APM/g (Identifikasi
i scherichia coli < entifikasi
2 Biology 9 (SNI 2729:2021)
Escherichia coli)
] Negatif / 25 g SNI 01-2332.2-2006
Salmonella spp Negatif / 25 g
(SNI 2729:2021) (Salmonella)
Kimia/
3 ) Formalin*) 0 ppm 0 ppm Formaldehyde Teskit
Chemical



mailto:kkp.go.id

Catatan/ : 1.

PF.7.2.1.4/BPPMHKP.MKS

Hasiluji-ini-mewakili-populasi-yang-diambil/Hasil uji ini hanya berlaku untuk contoh uji yang diuji **)

Note
sample™**)

This-result-of the-testrepresent-the-pepulation-taken /This result of the test are only valid for the tested

2. Laporan hasil uji ini terdiri dari 1 (satu) lembar asli (Stempel Asli)

This report of test consists of 1 (one) page original (Original sign).
Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan , kecuali secara lengkap dan seizin tertulis Kepala

BPPMHKP Makassar (Stempel Copy).

The Report of Test shall not be reproduced (copied) except for the completed one and with the written
permission of the head of Kepala BPPMHKP Makassar (copy sign).

*) Parameter belum akreditasi/parameter not yet accredited
**) Coret yang tidak sesuai/Cross out whitchever does not apply

Makassar, 23 Februari 2026
KepalaUPT/Penanggungjawab Laboratorium™
Head-Of HU/Laboratory in Charge™

Ditandatangani
Secara Elektronik

Kanan
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HELAUTAN®

Muhammad Irfan Rais, S.Pi

NIP. 19780328 200312 1 003



PF.7.2.1.4/BPPMHKP.MKS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU

& =
m <
: VKAN
%, g BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU = ==
&
‘“e% K HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR LP.288-1DN
ELavrans© JALAN DAKOTA NOMOR 24 MAKASSAR 90242
TELEPON (0411) 4813452, 4813539, 555120, FAKSIMILE (0411) 555159
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppmhkp.makassar@kkp.go.id
HASIL UJI
TEST RESULT
Nomor / Number : 005/LHU/NL/BPPMHKP.MKS/I1/2026
Menyatakan bahwa/
This is certify that
1. Pelanggan/ : TPI Labuang Maros
Customer
2. Alamat/ : Jalan Bambu Runcing, Kelurahan Pettuadae (atau Alliritengngae),
Address Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
3. Tanggal Penerimaan/ 1 17 Februari 2026
Receipt Date
4.  Jenis Contoh Uji/ : Cumi-cumi Segar
Type of Sample
5. Kode sampel/ : 008/NL/11/2026
Sample Code
6. Tanggal Pengujian/ 1 17 Februari 2026
Testing date
Bidapg Parameter/ Hasil (satuan) Persyarata.n L Metode Acuan/ Keterangan/
No. Pengujian/ . Quality !
; Parameter Result (unit) : Reference Method Information
Test Field Requirement
1 2 3 4 5 6 7
Min. 7
Kenampakan 8 SNI 2346:2015
(SNI 9192:2023)
Biologi/ Min. 7
Tekstur 8 SNI 2346:2015
1 Biology (SNI 9192:2023)
Min. 7
Bau 8 SNI 2346:2015
(SNI 9192:2023)
Angka Lempeng SNI 2332.3-2015
105 koloni/g
Total 1,6 x 104 koloni/g (Angka Lempeng
(SNI 9192:2023)
(ALT) Total)
i i SNI 2332.1:2015
oot Escherichia coli 1 APM/ 1 APM/g (Identifikasi
i scherichia coli < entifikasi
2 Biology 9 (SNI 9192:2023)
Escherichia coli)
. Negatif / 25 g SNI 01-2332.2-2006
Salmonella spp Negatif / 25 g
(SNI 9192:2023) (Salmonella)
Kimia/ )
3 . Formalin*) 0 ppm 0 ppm Formaldehyde Teskit
Chemical
Catatan/ :1. Hasiluji-ini-mewakilipopulasi-yang-diambil/Hasil uji ini hanya berlaku untuk contoh uji yang diuji **)
Note This-result-of the-testrepresent-the-pepulation-taken /This result of the test are only valid for the tested

sample™**)
2. Laporan hasil uji ini terdiri dari 1 (satu) lembar asli (Stempel Asli)

This report of test consists of 1 (one) page original (Original sign).

3. Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan , kecuali secara lengkap dan seizin tertulis Kepala

BPPMHKP Makassar (Stempel Copy).

The Report of Test shall not be reproduced (copied) except for the completed one and with the written
permission of the head of Kepala BPPMHKP Makassar (copy sign).

*) Parameter belum akreditasi/parameter not yet accredited
**) Coret yang tidak sesuai/Cross out whitchever does not apply

Makassar, 23 Februari 2026
KepalaUPT/Penanggungjawab Laboratorium™

Head-Of HU/Laboratory in Charge™

N
KaNAN

N
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<
A, S
eLayran®”

Ditandatangani
Secara Elektronik

Muhammad Irfan Rais, S.Pi

NIP. 19780328 200312 1 003


mailto:kkp.go.id

PF.7.2.1.4/BPPMHKP.MKS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

sample™**)
2. Laporan hasil uji ini terdiri dari 1 (satu) lembar asli (Stempel Asli)

This report of test consists of 1 (one) page original (Original sign).

3. Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan , kecuali secara lengkap dan seizin tertulis Kepala

BPPMHKP Makassar (Stempel Copy).

=
<
: VKAN
g BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU = ==
&
» & HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR LP.288-1DN
ELavrans© JALAN DAKOTA NOMOR 24 MAKASSAR 90242
TELEPON (0411) 4813452, 4813539, 555120, FAKSIMILE (0411) 555159
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppmhkp.makassar@kkp.go.id
HASIL UJI
TEST RESULT
Nomor / Number : 006/LHU/NL/BPPMHKP.MKS/I1/2026
Menyatakan bahwa/
This is certify that
1. Pelanggan/ : TPI Labuang Maros
Customer
2. Alamat/ : Jalan Bambu Runcing, Kelurahan Pettuadae (atau Alliritengngae),
Address Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
3. Tanggal Penerimaan/ 1 17 Februari 2026
Receipt Date
4. Jenis Contoh Uji/ : Udang Vannamei Segar
Type of Sample
5. Kode sampel/ : 009/NL/11/2026
Sample Code
6. Tanggal Pengujian/ 1 17 Februari 2026
Testing date
Bidapg Parameter/ Hasil (satuan) Persyarata.n L Metode Acuan/ Keterangan/
No. Pengujian/ . Quality !
; Parameter Result (unit) : Reference Method Information
Test Field Requirement
1 2 3 4 5 6 7
Min. 7
Kenampakan 9 SNI 2346:2015
(SNI 2728:2018)
Biologi/ Min. 7
Tekstur 9 SNI 2346:2015
1 Biology (SNI 2728:2018)
Min. 7
Bau 8 SNI 2346:2015
(SNI 2728:2018)
Angka Lempeng SNI 2332.3-2015
1,0 x 104 koloni/g
Total 1,0 x 104 koloni/g (Angka Lempeng
(SNI 2728:2018)
(ALT) Total)
i i SNI 2332.1:2015
oot Escherichia coli 3 APM/ <3 APM/g (Identifikasi
i scherichia coli < entifikasi
2 Biology g (SNI 2728:2018)
Escherichia coli)
Negatif / 25 g SNI 01-2332.2-2006
Salmonella spp Negatif / 25 g
(SNI 2728:2018) (Salmonella)
Kimia/ )
3 . Formalin*) 0 ppm 0 ppm Formaldehyde Teskit
Chemical
Catatan/ :1. Hasiluji-ini-mewakilipopulasi-yang-diambil/Hasil uji ini hanya berlaku untuk contoh uji yang diuji **)
Note This-result-of the-testrepresent-the-pepulation-taken /This result of the test are only valid for the tested

The Report of Test shall not be reproduced (copied) except for the completed one and with the written
permission of the head of Kepala BPPMHKP Makassar (copy sign).

*) Parameter belum akreditasi/parameter not yet accredited
**) Coret yang tidak sesuai/Cross out whitchever does not apply

Makassar, 23 Februari 2026
KepalaUPT/Penanggungjawab Laboratorium™

Head-Of HU/Laboratory in Charge™

e
QMZNAN

’(ELA AND

Ditandatangani
Secara Elektronik

Muhammad Irfan Rais, S.Pi

NIP. 19780328 200312 1 003
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PF.7.2.1.4/BPPMHKP.MKS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU

= =z
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: VKAN
%, g BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU = ==
&
‘“e% K HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR LP.288-1DN
ELavrans© JALAN DAKOTA NOMOR 24 MAKASSAR 90242
TELEPON (0411) 4813452, 4813539, 555120, FAKSIMILE (0411) 555159
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppmhkp.makassar@kkp.go.id
HASIL UJI
TEST RESULT
Nomor / Number : 007/LHU/NL/BPPMHKP.MKS/I1/2026
Menyatakan bahwa/
This is certify that
1. Pelanggan/ : TPI Labuang Maros
Customer
2. Alamat/ : Jalan Bambu Runcing, Kelurahan Pettuadae (atau Alliritengngae),
Address Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
3. Tanggal Penerimaan/ 1 17 Februari 2026
Receipt Date
4. Jenis Contoh Uji/ : Ikan Bandeng Segar
Type of Sample
5. Kode sampel/ 1 010/NL/11/2026
Sample Code
6. Tanggal Pengujian/ 1 17 Februari 2026
Testing date
N Bidapg Parameter/ Hasil (satuan) Persyarata.n L Metode Acuan/ Keterangan/
o. Pengujian/ . Quality A
; Parameter Result (unit) : Reference Method Information
Test Field Requirement
1 2 3 4 5 6 7
Min. 7
Kenampakan 8 SNI 2346:2015
(SNI 2729:2021)
Biologi/ Min. 7
Tekstur 8 SNI 2346:2015
1 Biology (SNI 2729:2021)
Min. 7
Bau 8 SNI 2346:2015
(SNI 2729:2021)
Min. 7
Daging 8 SNI 2346:2015
(SNI 2729:2021)
Angka Lempeng SNI 2332.3-2015
105 koloni/g
Total 2,6 x 10*koloni/g (Angka Lempeng
(SNI 2729:2021)
(ALT) Total)
. . SNI 2332.1:2015
oot Escherichia coli 1 APM/ 1 APM/g (Identifikasi
i scherichia coli < entifikasi
2 Biology 9 (SNI 2729:2021)
Escherichia coli)
] Negatif / 25 g SNI 01-2332.2-2006
Salmonella spp Negatif / 25 g
(SNI 2729:2021) (Salmonella)
Kimia/
3 ) Formalin*) 0 ppm 0 ppm Formaldehyde Teskit
Chemical



mailto:kkp.go.id

PF.7.2.1.4/BPPMHKP.MKS

Catatan/ : 1. HasilujiHnimewakilipepulasi-yang-diambil/Hasil uji ini hanya berlaku untuk contoh uji yang diuji **)
Note This-result-of the-testrepresent-the-pepulation-taken /This result of the test are only valid for the tested
sample™**)
2. Laporan hasil uji ini terdiri dari 1 (satu) lembar asli (Stempel Asli)
This report of test consists of 1 (one) page original (Original sign).
3. Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan , kecuali secara lengkap dan seizin tertulis Kepala
BPPMHKP Makassar (Stempel Copy).
The Report of Test shall not be reproduced (copied) except for the completed one and with the written
permission of the head of Kepala BPPMHKP Makassar (copy sign).

Makassar, 23 Februari 2026
KepalaUPT/Penanggungjawab Laboratorium™
Head-Of HU/Laboratory in Charge™

Ditandatangani
Secara Elektronik

KANAN
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<%,

A, B
e auran®”

Muhammad Irfan Rais, S.Pi
NIP. 19780328 200312 1 003

*) Parameter belum akreditasi/parameter not yet accredited
**) Coret yang tidak sesuai/Cross out whitchever does not apply
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Menyatakan/ :

This is certify that

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU

TELEPON (021) 8446861

HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI UJI STANDAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Komite A

MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA
JALAN RAYA SETU NOMOR 1, SETU CIPAYUNG, JAKARTA TIMUR 13880

LAMAN www.kkp.go.id SUREL busppmhkp.jkt@kkp.go.id

vV

KAN

ditasi Na

Laboratorium Penguji

1. Nama Pelanggan / Customer

2. Alamat / Address

HASIL UJI
TEST RESULT
Nomor/Number: 0281/BUSKIPM/KI.210/IV/2026

BBKIPM Makassar
. JI. Dakota No. 24 Sudiang Raya - Makassar

Telp. 081341443690, Email: bbki.hasanuddin@gmail.com

LP-392-IDN

3. Tanggal Penerimaan / Receipt Date 01 April 2026
4. Kode Contoh Uji / Test Sample Code 0281
5. Tanggal Pengujian / Date of analysis 01 April 2026
Bentuk
Bidang Sl?r/na Contoh S.??tOh Parameter / Hasil (Satuan) ll\’/Ieurtsge/aratan Metode Acuan / Keterangan
No | Pengujian/ Tjest sample Tjest Parameter / Quality Reference /
Test Field Result (unit) . Method Information
Name sample Requirement
form
Ciguatoxin )
. Kerapu Tidak .
1 Lab. Kimia 015 A Segar ltlicr)]glikuupang Terdeteksi Mouse Bioassay
Kerapu Pb <0,011 SNI 2354.5:2011
2 Lab. Kimia 015 A Segar [l:zzllj(l;;{uang ma/Kg (AAS)
3 | tob. kimia | Kerapu segar o Ruang | < 00039 SNI 2354.5:2011
' 015 A Lingkup mg/Kg (AAS)
Baronang Ciguatoxin Tidak
4 Lab. Kimia 016 A Segar yi?]gﬁuupang Terdeteksi Mouse Bioassay
Pb
- Baronang < 0,011 SNI 2354.5:2011
5 Lab. Kimia 016 A Segar mz;itg\uang ma/Kg (AAS)
6 Lab. Kimia Baronang Seqar f\:llisuk Ruan < 0,0039 SNI 2354.5:2011
: 016 A 9 Lingkup 9 | mg/kg (AAS)
7 Lab. Kimia Kakatua Segar ﬁic?nu??tfaxrin Tidak Mouse Bioassa
' 017 A 9 Lingkup 9 Terdeteksi y
Pb
- Kakatua < 0,011 SNI 2354.5:2011
8 Lab. Kimia 017 A Segar mzztlj(l;;(uang ma/Kg (AAS)
Kakatua Cd SNI 2354.5:2011
9 Lab. Kimia 017 A Segar Masuk Ruang 0,006 mg/Kg (AAS) =
Lingkup
Kakap Ciguatoxin Tidak
10 | Lab. Kimia Merah Segar Non Ruang Terdeteksi Mouse Bioassay
018 A Lingkup
Kakap Pb .
11 | Lab. Kimia Merah Segar Masuk Ruang :nO/,I(<)11 (S/!‘\‘AISZ)354.5.2011
018 A Lingkup 9/%9
Kakap Cd .
12 | Lab. Kimia Merah Segar Masuk Ruang :00/2039 (5352)354'5'2011
018 A Lingkup 9/%9
Catatan/: 1. Hasil uji ini mewakili populasi yang diambil/Hasil uji ini hanya berlaku untuk contoh uji yang diuji**)
Note This result of the test represent the population taken/This result of the test are only valid for the tested sample.

2. Laporan hasil uji ini terdiri dari 1 (Satu) lembar asli (Stempel Asli)
This report of test consists of 1 (one) page original (Original Sign).




3. Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seizin tertulis Kepala Balai Uji Standar KIPM (Stempel

Copy)
The report of test shall not be reproduced (copied) except for the completed one and with the written permission of the Head

of fish Quarantine and Inspection Standard Testing Laboratory (Copy Sign)

Jakarta, 08 April 2026
Penanggungjawab Laboratorium**)

Hutomo Widiatmojo, S.Far
NIP. 19870509 201012 1 001

F.7.8.2



PF.7.2.1.4/BPPMHKP.MKS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

sample**)

2. Laporan hasil uji ini terdiri dari 1 (satu) lembar asli (Stempel Asli)

This report of test consists of 1 (one) page original (Original sign).

3. Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan , kecuali secara lengkap dan seizin tertulis Kepala

BPPMHKP Makassar (Stempel Copy).

& =
m <
z VKAN
%, g BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU = ==
&
‘“e% K HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR LP.288-1DN
ELavrans© JALAN DAKOTA NOMOR 24 MAKASSAR 90242
TELEPON (0411) 4813452, 4813539, 555120, FAKSIMILE (0411) 555159
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppmhkp.makassar@kkp.go.id
HASIL UJI
TEST RESULT
Nomor / Number : 003/LHU/NL/BPPMHKP.MKS/I11/2026
Menyatakan bahwa/
This is certify that
1. Pelanggan/ : TPI Lappa Sinjai
Customer
2.  Alamat/ : JI. Tembang, Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai,
Address
3. Tanggal Penerimaan/ : 06 Maret 2026
Receipt Date
4.  Jenis Contoh Uji/ . Ikan Kerapu Segar
Type of Sample
5. Kode sampel/ : 015/NL/111/2026
Sample Code
6. Tanggal Pengujian/ : 06 Maret 2026
Testing date
N Bidaﬁg Parameter/ Hasil (satuan) Persyarata'n MUt Metode Acuan/ Keterangan/
0. Pengujian/ . Quality .
. Parameter Result (unit) . Reference Method | Information
Test Field Requirement
1 2 3 4 5 6 7
SNI 2332.1:2015
1 APM/g
Escherichia coli <1 APM/g (Identifikasi
Biologi/ (SNI 2729:2021) o .
Escherichia coli)
1 Biology
] Negatif / 25 g SNI 01-2332.2-2006
Salmonella spp Negatif / 25 g
(SNI 2729:2021) (Salmonella)
SNI 2354.6:2016
Kimia/ ) ND (LOD : 0,0247 | Maks. 0,50 mg/kg )
2 Merkuri (Hg) (Spektrofotometri
Chemical mg/kg) (SNI 2729:2021)
Serapan Atom)
Catatan/ : 1. Hasilujiinimewakilipopulasi-yang-diambil/Hasil uji ini hanya berlaku untuk contoh uji yang diuji **)
Note Thisresult-of the-testrepresentthe-popuiationtaken /This result of the test are only valid for the tested

The Report of Test shall not be reproduced (copied) except for the completed one and with the written
permission of the head of Kepala BPPMHKP Makassar (copy sign).

*) Parameter belum akreditasi/parameter not yet accredited
**) Coret yang tidak sesuai/Cross out whitchever does not apply

Makassar, 13 Maret 2026
KepalaUPTF/Penanggungjawab Laboratorium™

Head-Of HU/Laboratory in Charge™

kKanan

N

) 8
v,
L ayran©”

Ditandatangani
Secara Elektronik

Muhammad Irfan Rais, S.Pi

NIP. 19780328 200312 1 003


mailto:kkp.go.id

PF.7.2.1.4/BPPMHKP.MKS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

sample**)

2. Laporan hasil uji ini terdiri dari 1 (satu) lembar asli (Stempel Asli)

This report of test consists of 1 (one) page original (Original sign).

3. Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan , kecuali secara lengkap dan seizin tertulis Kepala

BPPMHKP Makassar (Stempel Copy).

& =
m <
z VKAN
%, & BALAIPENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU =
&
‘“e% K HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR LP-268-10N
&L purrans®F JALAN DAKOTA NOMOR 24 MAKASSAR 90242
TELEPON (0411) 4813452, 4813539, 555120, FAKSIMILE (0411) 555159
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppmhkp.makassar@kkp.go.id
HASIL UJI
TEST RESULT
Nomor / Number : 004/LHU/NL/BPPMHKP.MKS/I11/2026
Menyatakan bahwa/
This is certify that
1. Pelanggan/ : TPI Lappa Sinjai
Customer
2.  Alamat/ : JI. Tembang, Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai,
Address
3. Tanggal Penerimaan/ : 06 Maret 2026
Receipt Date
4.  Jenis Contoh Uji/ : Ikan Baronang Segar
Type of Sample
5. Kode sampel/ : 016/NL/111/2026
Sample Code
6. Tanggal Pengujian/ : 06 Maret 2026
Testing date
Bidaﬁg Parameter/ Hasil (satuan) Persyarata'n MUt Metode Acuan/ Keterangan/
No. Pengujian/ . Quality A
. Parameter Result (unit) . Reference Method | Information
Test Field Requirement
1 2 3 4 5 6 7
SNI 2332.1:2015
1 APM/g
Escherichia coli <1 APM/g (Identifikasi
Biologi/ (SNI 2729:2021) o .
Escherichia coli)
1 Biology
Negatif / 25 g SNI 01-2332.2-2006
Salmonella spp Negatif / 25 g
(SNI 2729:2021) (Salmonella)
SNI 2354.6:2016
Kimia/ ND (LOD : 0,0247 | Maks. 0,50 mg/kg
2 Merkuri (Hg) (Spektrofotometri
Chemical mg/kg) (SNI 2729:2021)
Serapan Atom)
Catatan/ :1. Hasilujiinimewakilipopulasi-yang-diambil/Hasil uji ini hanya berlaku untuk contoh uji yang diuji **)
Note Thisresult-of the-testrepresent-the-populationtaker /This result of the test are only valid for the tested

The Report of Test shall not be reproduced (copied) except for the completed one and with the written
permission of the head of Kepala BPPMHKP Makassar (copy sign).

*) Parameter belum akreditasi/parameter not yet accredited
**) Coret yang tidak sesuai/Cross out whitchever does not apply

Makassar, 13 Maret 2026
KepalaUPTF/Penanggungjawab Laboratorium™

Head-Of HU/Laboratory in Charge™

AWy
W
&
2
<%,
KANAN

‘V/V o
e ayran®”

Ditandatangani
Secara Elektronik

Muhammad Irfan Rais, S.Pi

NIP. 19780328 200312 1 003


mailto:kkp.go.id

PF.7.2.1.4/BPPMHKP.MKS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU

& =
m <
z VKAN
%, & BALAIPENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU =
&
‘“e% K HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR LP-268-10N
&L purrans®F JALAN DAKOTA NOMOR 24 MAKASSAR 90242
TELEPON (0411) 4813452, 4813539, 555120, FAKSIMILE (0411) 555159
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppmhkp.makassar@kkp.go.id
HASIL UJI
TEST RESULT
Nomor / Number : 005/LHU/NL/BPPMHKP.MKS/I11/2026
Menyatakan bahwa/
This is certify that
1. Pelanggan/ : TPI Lappa Sinjai
Customer
2.  Alamat/ : JI. Tembang, Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai,
Address
3. Tanggal Penerimaan/ : 06 Maret 2026
Receipt Date
4.  Jenis Contoh Uji/ : Ikan Kakatua Segar
Type of Sample
5. Kode sampel/ : 017/NL/111/2026
Sample Code
6. Tanggal Pengujian/ : 06 Maret 2026
Testing date
Bidaﬁg Parameter/ Hasil (satuan) Persyarata'n MUt Metode Acuan/ Keterangan/
No. Pengujian/ . Quality A
. Parameter Result (unit) . Reference Method | Information
Test Field Requirement
1 2 3 4 5 6 7
SNI 2332.1:2015
1 APM/g
Escherichia coli <1 APM/g (Identifikasi
Biologi/ (SNI 2729:2021) o .
Escherichia coli)
1 Biology
] Negatif / 25 g SNI 01-2332.2-2006
Salmonella spp Negatif / 25 g
(SNI 2729:2021) (Salmonella)
SNI 2354.6:2016
Kimia/ ND (LOD : 0,0247 | Maks. 0,50 mg/kg
2 Merkuri (Hg) (Spektrofotometri
Chemical mg/kg) (SNI 2729:2021)
Serapan Atom)
Catatan/ :1. Hasilujiinimewakilipopulasi-yang-diambil/Hasil uji ini hanya berlaku untuk contoh uji yang diuji **)
Note Thisresult-of the-testrepresent-the-populationtaker /This result of the test are only valid for the tested

sample**)

2. Laporan hasil uji ini terdiri dari 1 (satu) lembar asli (Stempel Asli)

This report of test consists of 1 (one) page original (Original sign).

3. Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan , kecuali secara lengkap dan seizin tertulis Kepala

BPPMHKP Makassar (Stempel Copy).

The Report of Test shall not be reproduced (copied) except for the completed one and with the written
permission of the head of Kepala BPPMHKP Makassar (copy sign).

*) Parameter belum akreditasi/parameter not yet accredited
**) Coret yang tidak sesuai/Cross out whitchever does not apply

Makassar, 13 Maret 2026
KepalaUPTF/Penanggungjawab Laboratorium™

Head-Of HU/Laboratory in Charge™

AW
A
&
s,
%
*kanan

A, B
“eLauan®”

Ditandatangani
Secara Elektronik

Muhammad Irfan Rais, S.Pi

NIP. 19780328 200312 1 003
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PF.7.2.1.4/BPPMHKP.MKS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU

sample**)

2. Laporan hasil uji ini terdiri dari 1 (satu) lembar asli (Stempel Asli)

This report of test consists of 1 (one) page original (Original sign).

3. Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan , kecuali secara lengkap dan seizin tertulis Kepala

BPPMHKP Makassar (Stempel Copy).

a z HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN \/’(AN
S Z
%, & BALAIPENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU =
&
‘“e% K HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR LP-268-10N
&L purrans®F JALAN DAKOTA NOMOR 24 MAKASSAR 90242
TELEPON (0411) 4813452, 4813539, 555120, FAKSIMILE (0411) 555159
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppmhkp.makassar@kkp.go.id
HASIL UJI
TEST RESULT
Nomor / Number : 006/LHU/NL/BPPMHKP.MKS/I11/2026
Menyatakan bahwa/
This is certify that
1. Pelanggan/ : TPI Lappa Sinjai
Customer
2.  Alamat/ : JI. Tembang, Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai,
Address
3. Tanggal Penerimaan/ : 06 Maret 2026
Receipt Date
4.  Jenis Contoh Uji/ : Ikan Kakap Putih Segar
Type of Sample
5. Kode sampel/ : 018/NL/111/2026
Sample Code
6. Tanggal Pengujian/ : 06 Maret 2026
Testing date
Bidaﬁg Parameter/ Hasil (satuan) Persyarata'n MUt Metode Acuan/ Keterangan/
No. Pengujian/ . Quality A
. Parameter Result (unit) . Reference Method | Information
Test Field Requirement
1 2 3 4 5 6 7
SNI 2332.1:2015
1 APM/g
Escherichia coli <1 APM/g (Identifikasi
Biologi/ (SNI 2729:2021) o )
Escherichia coli)
1 Biology
Negatif / 25 g SNI 01-2332.2-2006
Salmonella spp Negatif / 25 g
(SNI 2729:2021) (Salmonella)
SNI 2354.6:2016
Kimia/ ND (LOD : 0,0247 | Maks. 0,50 mg/kg
2 ) Merkuri (Hg) (Spektrofotometri
Chemical mg/kg) (SNI 2729:2021)
Serapan Atom)
Catatan/ :1. Hasilujiinimewakilipopulasi-yang-diambil/Hasil uji ini hanya berlaku untuk contoh uji yang diuji **)
Note Thisresult-of the-testrepresent-the-populationtaker /This result of the test are only valid for the tested

The Report of Test shall not be reproduced (copied) except for the completed one and with the written
permission of the head of Kepala BPPMHKP Makassar (copy sign).

*) Parameter belum akreditasi/parameter not yet accredited
**) Coret yang tidak sesuai/Cross out whitchever does not apply

Makassar, 13 Maret 2026
KepalaUPTF/Penanggungjawab Laboratorium™

Head-Of HU/Laboratory in Charge™

SOEN
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Ditandatangani
Secara Elektronik

Muhammad Irfan Rais, S.Pi

NIP. 19780328 200312 1 003
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FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA ( LCK ) BALAI PPMHKP MAKASSAR TAHUN 2026

Nama Indikator : Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP
Makassar (%)

Nama Timja : | Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan

Periode Laporan : Triwulan | Tahun 2026

Nama Sasaran Kegiatan . | Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil

kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

Nama Indikator Kinerja : | Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lingkup UPT Balai PPMHKP

Makassar (%)

T/R Tahun 2025 Capaian Target
Th.2025 Th.2025
Ql Q2 Sm.l Q3 Q4 Sm2 [Tahunan
Target 71 71
Realisasi
%Capaian
Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 =Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm | = Capaian Q1 + Capaian Q2
Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4
Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Persentase implementasi terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan merupakan upaya yang
dilakukan untuk memastikan bahwa produk perikanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah
ditetapkan. Implementasi metode terstandar pengendalian serta pengawasan mutu dalam industri perikanan
sangat penting untuk memastikan produk aman dikonsumsi dan sesuai dengan persyaratan pasar, baik domestik
maupun internasional.

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar diperoleh dari rata-rata dari
nilai kualitas penerapan Quality Management System (QMS), nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu
laboratorium penguji SNI ISO/IEC 17025:2017, dan nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga
inspeksi SNI ISO/IEC 17020:2012 yang dilakukan oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP pada Balai PPMHKP
Makassar.

Nilai kualitas penerapan Quality Management System (QMS) diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem
jaminan mutu untuk unit yang telah dilakukan verifikasi.

SNI ISO/IEC 17025:2017 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang
digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang
kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar
negeri. Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (SNI11SO/IEC 17025:2017) di
laboratorium official control yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;

Acuan Normatif;

Persyaratan Umum;

Persyaratan Struktural;

Persyaratan Sumber Daya;

Persyaratan Proses;

. Persyaratan Sistem Manajemen

SNI ISO/IEC 17020:2012 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk lembaga Inspeksi yang melakukan
inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga Inspeksi menjalankan proses
inspeksi yang konsisten objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penerapan Sistem Manajemen
Mutu SNI ISO/IEC 17020:2012 yang dinilai melingkupi:

NOU AW




1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5.  Persyaratan Sistem Manajemen
Untuk menghitung nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu maka digunakan rumus :
A+B+C

= — X 100%
Dimana :
X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu yang ditetapkan lingkup

Balai PPMHKP Makassar
A= Presentase Nilai Penerapan SNI ISO/IEC 17020:2012
B = Presentase Nilai Penerapan SNI ISO/IEC 17025:2017
C= Presentase Nilai Penerapan Quality Management System (QMS)
Pada Triwulan | Tahun 2026, Pusat Manajemen Mutu belum melakukan verifikasi penerapan SNI ISO/IEC
17020:2012, verifikasi penerapan SNI ISO/IEC 17025:2017, maupun verifikasi penerapan Quality Management
System (QMS) di Balai PPMHKP Makassar sehingga belum ada nilai realisasi yang dapat disampaikan.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 17020:2012 berupa
surveilan penerapan HACCP di Unit Pengolahan Ikan. Selama Triwulan | Tahun 2026 terdapat 93 kali surveilan
penerapan HACCP yang terdiri dari :
1.  BulanJanuari sebanyak 35 kali
2. Bulan Februari sebanyak 35 kali
3. Bulan Maret sebanyak 23 kali
Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 17025:2017 berupa
kegiatan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan di laboratorium Balai Besar KIPM Makassar. Selama
Triwulan | Tahun 2026, terdapat 2.846 kali pengujian laboratorium yang terdiri dari :
1.  BulanJanuari sebanyak 1.007 kali
2. Bulan Februari sebanyak 1.316 kali
3. Bulan Maret sebanyak 523 kali
Kegiatan implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu ini dilaksanakan oleh 29 orang
mulai dari Manager Puncak, inspektur mutu, hingga analis dan staf laboratorium yang kompeten dalam
melaksanakan sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 17020:2012 dan SNI ISO/IEC 17025:2017.
Kegiatan implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu ini mendukung Asta Cita ke-2
dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional yaitu swasembada pangan melalui ekonomi biru.
Pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini memberikan jaminan kepada negara-negara importir akan
pangan yang sehat dan aman konsumsi berupa komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan. Pemenuhan sistem
manajemen mutu juga memberikan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.
IKU ini mendukung budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di Lingkup Balai Besar KIPM Makassar yaitu Berorientasi
Pelayanan dengan memberikan pelayanan laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan yang
memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta terus
melakukan perbaikan.
Anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu bersumber dari DIPA Balai Besar KIPM Makassar sebesar Rp.
86.000.000 yang mendapatkan efisiensi sebesar Rp. 38.750.000 sehingga anggaran yang dapat dimanfaatkan
sebesar Rp. 47.250.000. Pada Triwulan | tahun 2026 belum ada anggaran yang terealisasi karena belum ada
kegiatan akreditasi, uji profisiensi, dan iuran tahunan sesuai dengan jadwal penerapan sistem manajemen mutu
integrasi.
Pada Triwulan | Tahun 2026 ini telah dilakukan beberapa kali kegiatan peningkatan kompetensi laboratorium
diantaranya :
a. 14/01/2026 Webinar Manajemen Peralatan Laboratorium oleh Labmania
b.  21/01/2026 Pengenalan I1SO 19011:2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen oleh Balai Besar Uji Standar KHIT
c. 21/01/2026 Implementasi 1SO 11133:2014/AMD2:2020 untuk Jaminan Kualitas Media Mikrobiologi oleh
Maja Sains
22/01/2026 Webinar Salmonella Detection Based on I1SO 6579 oleh DKSH
05/02/2026 Webinar ISO 6887 Preparation for microbiological examination oleh JLPPI BPOM
18/02/2026 Detection and Enumeration of Listeria oleh DKSH
24/02/2026 Basic & Teknik Analisa dengan Instrument AAS oleh Maja Sains
12/03/2026 Analisa Kualitatif & Kuantitatif dengan FITR oleh Maja Sains
Pada Triwulan | Tahun 2026 ini telah dilakukan beberapa kali kegiatan peningkatan kompetensi lembaga inspeksi
diantaranya :
a. 29/01/2026 Evaluasi Pelaksanaan Surveilan HACCP (sharing session)

EC R




b.  03/03/2026 Harmonisasi Daftar Periksa Inspeksi Rumput Laut oleh UNIDO — GQSP

. Pada Triwulan | tahun 2026 terdapat kunjungan praktik kerja lapang di Laboratorium Balai PPMHKP Makassar oleh
siswa/mahasiswa sebagai berikut :

Prodi Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas sebanyak 10 orang

Prodi Teknologi Hasil Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas sebanyak 5 orang

Prodi Teknologi Akuakultur dan Pasca Panen Perikanan Fakultas Vokasi Unhas sebanyak 4 orang

Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan limu Pengetahuan Alam Unhas sebanyak 3 orang

Jurusan Kelautan Fakultas lImu Kelautan dan Perikanan Unhas sebanyak 1 orang

. Selama Triwulan | tahun 2026, terdapat 4 orang lulusan perguruan tinggi yang melaksanakan magang berdasarkan
program pemagangan nasional dari Kementerian Ketenagakerjaan RI. Program magang ini memberikan
pengetahuan dan pengalaman kepada peserta magang dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan khususnya di bidang pengujian laboratorium.

® o0 oo

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Sebagai laboratorium penguji dan juga sebagai lembaga inspeksi yang telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17020:2012 dan
SNI ISO/IEC 17025:2017 oleh Komite Akreditasi Nasional, Balai PPMHKP Makassar wajib membayar biaya iuran tahunan
sesuai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Potensi masalah terjadi dengan adanya
kebijakan efisiensi dari Presiden Republik Indonesia yang memangkas banyak pos anggaran pemerintah. Selain itu pos
anggaran iuran tahunan di DIPA Balai PPMHKP Makassar merupakan anggaran yang bersumber dari PNBP yang
memerlukan surat penetapan Maksimum Pencairan (MP) PNBP dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Jika tidak segera
dibayarkan paling lambat tanggal 31 Mei setiap tahun maka status akreditasi SNI ISO/IEC 17020:2012 dan SNI ISO/IEC
17025:2017 dapat dibekukan dan diberikan denda terhadap keterlambatan pembayaran.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya Penanggung Jawab

Melakukan koordinasi dengan Komite Akreditasi | Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji
Nasional dan bagian keuangan untuk mengakselerasi
pembayaran iuran tahunan KAN untuk tahun 2026.

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan | Penanggung Jawab
sebelumnya

Telah dilakukan pelatihan peningkatan kompetensi | Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji
analis laboratorium untuk ruang lingkup yang akan
ditambahkan sebagai laboratorium rujukan wilayah
Timur Indonesia berupa pelatihan Listeria
monocytogenes pada tanggal 18 Februari 2026 oleh
DKSH.

Makassar, 15 April 2026
Penanggungjawab Indikator Kinerja

Muhammad Irfan Rais




LAMPIRAN. DOKUMENTASI KEGIATAN PENINGKATAN KOMPETENSI ANALIS LABORATORIUM
DETECTION AND ENUMERATION OF LISTERIA IN FOOD BASED ON ISO 11290
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LAMPIRAN. DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN SURVEILAN HACCP
TANGGAL 29 JANUARI 2026

Rapst Evaluasi Pelaksanaan
‘Sarveilan HACCP.




LAPORAN CAPAIAN KINERJA ( LCK ) TW | BALAI PPMHKP MAKASSAR TAHUN 2026

Nama Indikator (11)

Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar

Nama Timja

Subbagian Tata Usaha

Periode Laporan : | Triwulanl

Nama Sasaran Kegiatan

Makassar

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, dan akuntabel di Lingkup Balai PPMHKP

Nama Indikator Kinerja

Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar

T/R Tahun 2026 Capaian Target
Th.2026 Th.2026
Ql Q2 Sm.| Q3 Q4 Sm2 Tahunan
Target 75 82,5 82,5 82,5
Realisasi
%Capaian
Catatan :
Q1,02,03,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, TW2, TW3 dan TW4
Sm | = Capaian Q1 + Capaian Q2
Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4
Tahunan = Capaian di akhir tahun 2026

Isu Utama dan Implikasi (Apayang terjadi dan implikasinya?)

DESKRIPSI

Menurut UU No 20 Tahun 2023 tentang Apartur Sipil Negara, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen
ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan
birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur
Negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan
fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk
mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018
tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks
profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan
menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi,
tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks
Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan
ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu
meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan
dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan
kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan
tugas jabatan.

3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang
diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dengan mengacu
pada:

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018
tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan
Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; dan

6. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni
2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 terkait penyesuaian perhitungan
dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN.




KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Target Tahunan IP ASN Tahun 2026 adalah 82,5 dengan periode pelaporan Semester | nilai target 75 dan
Semester Il nilai target 82,5

Nilai Realisasi IP ASN sampai dengan triwulan | 2026 belum terealisasi, menunggu sistem aplikasi siap
operasional

Dengan keterbatasan anggaran, TIM Kepegawaian Balai PPMHKP Makassar berupaya melakukan
pengembangan kompetensi ASN dengan Optimalisasi teknologi, perencanaan strategis dan kolaborasi.

Pemanfaatan sumber daya internal :

1. Sosialisasi Aplikasi SIAP MUTU dengan narasumber jabatan Inspektur Mutu Balai PPMHKP Makassar.

2. Sosialisasi Tata Naskah Dinas Nomor 13 tahun 2025 dengan narasumber penelaah teknis kebijakan.

3. Sharing session Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2
Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi

4. Sosialisasi Pengisian Checklist CPIB Kapal pada Aplikasi SIAP MUTU sebagai bagian dari upaya
penguatan sistem penjaminan mutu hasil perikanan sejak tahap hulu

5. Morning briefing petugas pelayanan dan inspektur mutu sebagai bagian dari implementasi core values
ASN Berakhlak sebelum memulai aktivitas kerja

6. Briefing Pagi Mengidentifikasi kendala terkait kelancaran Tugas dan Fungsi Dukungan Manejerial Tahun
2026 oleh PIt. Kepala Balai BPPMHKP Makassar dan TIM dukungan Manajerial

7. Briefing Pagi Tim Dukungan Manajerial terkait tindaklanjut indikator kinerja pelaksana anggaran (IKPA)
tahun 2026 oleh PIt. Kepala Balai BPPMHKP Makassar dan TIM dukungan Manajerial.

Optimalisasi teknologi ( tabel terlampir)
Webinar Penyusunan dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Melalui Aplikasi CoreTax
Webinar Manajemen Peralatan Laboratorium
Pelatihan Tech Savvy pada ASN kelautan dan Perikanan
Pelatihan Pengantar analisis laporan keuangan
Sosialisasi Tata Naskah Dinas Nomor 13 tahun 2025
Diseminasi Pengenalan 1ISO 19011:2018 - Pedoman Audit Sistem Manajemen
Webinar Salmonella Detection Based on ISO 6579 Standards
Webinar Panduan Pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax
Sosialisasi Indikator Penilaian CBIB
. Webinar Refreshment ISO 6887
. Sosialisasi Sertifikasi kompetensi okupasi Ahli Budidaya Perairan
12. Sosialisasi Peraturan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi No 1 Tahun 2026 tentang Pelaporan
Gratifikasi
13. Bimtek Pengelolaan SIKN dan JIKN tahun 2026
14. Webinar Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan Badan beserta Koreksi Fiskal
15. Webinar Teknis Pembuatan Media Mikrobiologi
16. Webinar Detection and Enumeration of Listeria
17. Bimtek Teknis Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan lkan
18. Webinar Kesehatan Aktivitas fisik yang aman dan menyehatkan selama kegiatan kantor
19. Webinar Basic & Teknik Analisa dengan Instrumen AAS
20. E-Learning Dasar-Dasar Keuangan
21. Pelatihan pemanfaatan media sosial dan edukasi publik oleh ASN
22. Pelatihan Dasar dasar keuangan
23. Microelearning Membangun Komitmen Hijau ASN
24. Webinar Panduan Mudah Pelaporan SPT Tahunan Badan Untuk Sektor Manufaktur
25. Webinar Menjamin Mutu dan Keamanan Produk Perikanan Melalui Penerapan SNI Pakan lkan
26. Elearning Dasar dasar keuangan.
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Perencanaan strategis dan kolaborasi :
1. Sosialisasi Penilaian CBIB kepada Penyuluh Perikanan, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan
Penyuluh Perikanan bersama dengan Balai PPMHKP Makassar.




2. Sosialisasi Sertifikasi Cara Penanganan lkan yang Baik (CPIB) Kapal melalui Aplikasi SIAP MUTU yang
dihadiri oleh Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, perwakilan Pelabuhan
Perikanan Untia, Satwas PSDKP Makassar, penyuluh perikanan, Asosiasi Perikanan Pole & Line dan
Handline Indonesia (AP2HI), Unit Pengolahan lkan (UPIl) dan Balai PPMHKP Makassar sebagai
narasumber.

3. Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi Kampung Nelayan Merah Putih, kolaborasi Himpunan Nelayan
Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Makassar dan Balai PPMHKP Makassar sebagai narasumber.

4. Forum Desa Bisa Ekspor Chapter Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan dan BPPMHKP Makassar sebagai
narsumber dan peserta.

5. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3) Maros melakukan
kunjungan ke Laboratorium Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
(PPMHKP) Makassar untuk melakukan kunjungan untuk melihat proses pengujian laboratorium bidang
mikrobiologi dan berbagi ilmu dan pengetahuan mengenai pelaksanaan pengujian laboratorium mutu dan
keamanan hasil perikanan

6. Penandatanganan Kerjasama antara Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin dengan Balai PPMHKP
Makassar

Balai PPMHKP Makassar Terima Penghargaan Dalam Forum Keterbukaan Informasi Publik Lingkup
Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sendiri merupakan
penganugerahan yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat setiap tahunnya kepada badan publik yang
menjalankan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi

Peningkatan kompetensi menjadikan budaya kerja berupa sikap dan perilaku Aparatur Sipil negara untuk
melaksanakan tugas sesuai pelatihan/keterampilan yang telah dimiliki. Pelatihan yang dilaksanakan akan
menambah wawasan yang akan merubah pola pikir dalam menyesuaikan diri dengan perubahan jangka
pendek dan jangka panjang sehingga bisa menangani masalah atau tugas yang tidak terduga secara efektif.

Indikator Nilai IP ASN tercapai selain pengembangan kompetensi sebagai berikut :

Indikator dimensi kualifikasi yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh ASN
BPPMHKP Makassar, meliputi:

Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan S-3 = -

Pendidikan S-2 :

S2 Keahlian : 7 orang :

Ir Habrin Yake, M.M

Andi Rahmaniar Dj, ST.,M.Si
Kamaruddin, S.P, M.S

Kamdani, S.Pi, M.M

Mohammad Zamrud, S.Pi., M.P

Sri Rahayu Setyaningsih, S.St.Pi., M.Sc
Fatima Tayang, S.St.Pi, MM

NookwdNpE

S2 Pelaksana: 1 orang
1. Rahma Tenri Aben

Pendidikan S-1 /D-1V :
S-1/D-IV Keahlian : 12 orang
Waode Suharni, S.Pi
Bakhtiar, S.Pi

Moh. Fabhri, S. Pi

Wara Zakaria Sapan, A.PI
Muhammad Irfan Rais, S.Pi
Patmawati M, S.St.Pi
Erlina Kadang, S.Kom
Junaedi, S.E

Muzakkir, S.Pi
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10. Taufig, S.PKP

11. Anugra Ekayani A. Lantara Pawiseang, S.St.Pi
12. Suprianto, A.Md.Pi., S.Pi

13. S-1/D-IV Pengawas : 1 orang

14. Karwit, S.Pi

S-1/D-IV Keterampilan : 1 orang
1.  Arfiandi, S.Pi

S-1/D-IV Pelaksana: 5 orang
1. Darmawan, SP

2. Hapi, SAP

3 Muhammad Arman, SAP
4. Arniyanti, A.Md, SAP

5.  Oktovianus, SAP

Pendidikan D-lIl ;

D-lll Keterampilan : 4 orang
1. Idawati Barung

2. Rosdiana

3. Zulyana Arlina

4. Ardiana

D-lll Pelaksana : 1 orang
1. Jumhana

Pendidikan SLTA :
SLTA Keterampilan : 2 orang
1. Erwin Wijaya
2. Andi Muhammad Haedar

SLTA Pelaksana: 4 orang
Halim

Niza Mahaputri Zainal
Irma Syam

Muh. Arfah

AwNE

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( Full Waktu dan Paruh Waktu)
Pendidikan S-3 = -
Pendidikan S-2 = -

Pendidikan S-1 =

S-1/ D-IV Pelaksana: 5 orang
Syahribulan, SE

Aisyah Nur, S.Kom

Syumra Hatima Ma'mun,S.Si.
Igbal Harun Pratama, S. Pi
Andi Arfini, S.Kom

aprpwONE

Pendidikan D-1ll = 5 orang
Dedi Junaidi,A.Md.Pi
Kaharuddin, A.Md.Pi
Mamak Tamsil, A.Md
Agus Alim, A.Md.Pi
Andi Rahman,A.Md.Pi

agrwbN R

Pendidikan SLTA = 7 orang
Athul Azwar

2. Tri Saputradin Madiara
3. Randi

4.  Nurwahidah

P




5. Saharuddin
6. Hamka
7. Arsyad

Pendidikan SMP = 1 orang
1. Junaedi Saleh

Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya,
dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi Predikat Kinerja Bobot Nilai
Maksimal Perolehan
Kinerja Sangat Baik 30 30
Baik 25
Butuh Perbaikan 20
Kurang/Misconduct 15
Sangat Kurang 10

Predikat Kinerja yang diperoleh ASN BPPMHKP Makassar pada tahun 2026 adalah BAIK dan SANGAT

BAIK

2. Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir
Aparatur Sipil Negara Lingkup Balai Besar KIPM Makassar tidak pernah mendapatkan hukuman
disiplin sehingga semua ASN mendapatkan nilai 5

Kategori penilaian tingkat Indeks Profesionalitas ASN, antara lain:

Nilai Kategori
91-100 Sangat tinggi
81-90 Tinggi
71-80 Sedang
61-70 Rendah

60 ke bawah Sangat rendah

Perbandingan nilai IP ASN dengan beberapa UPT lain di Kementerian Kelautan dan Perikanan menunggu
sistem aplikasi siap operasional

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang kompeten dan berkualitas menjadi faktor penting dalam
meningkatkan indeks profesionalitas ASN

Balai PPMHKP Makassar, mempunyai SDM Aparatur Sipil Negara sebanyak 56 orang yang terbagi atas 2
kategori yaitu PNS dan PPPK, pegawai mutasi masuk sebanyak 1 orang yang UPT sebelumnya Adalah
Stasiun KIPM Ternate an Muh Arfah dan penambahan PPPK full waktu dan PPPK paruh waktu sebanyak 18
Orang

Z
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Jabatan Jumlah (Orang)
Kepala Subbagian Umum 1
Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya
Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda
Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama
Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia
Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mabhir
Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil
Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya
Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia
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12. Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mabhir 1
13. Pelaksana 10
15. PPPK Full waktu 12
16. PPPK Paruh waktu 6
Total 56
Anggaran

Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, Dukungan Manajerial, 3987.EBA.962.A
Layanan Umum , Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur Tahun 2025 :

1. Anggaran Awal sebesar Rp. 18.064.000

2. Anggran setelah blokir Rp. 0

Triwulan |

1. Anggaran Setelah Blokir sebesar Rp.0
2.  Realisasi Rp. 0

Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar PPMHKP Makassar, Dukungan Manajerial,
3987.EBA.962.A Layanan Umum , Perencanaan dan Pengembangan SDM AparaturTahun 2026 :

Anggaran Awal :

Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur : Rp. 7.406.000
Gaji dan Tunjangan : Rp. 7.058.809.000

Pembinaan Kepegawaian : Rp. 50.000.000

Keamanan kantor, pengemudi dan pramubakti : Rp. 267.200.000

pPONE

Realisasi Triwulan |

Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur : Rp. 4.955.800
Gaji dan Tunjangan : Rp. 2.204.499.498

Pembinaan Kepegawaian : Rp.0

Keamanan kantor, pengemudi dan pramubakti : Rp. 60.208.000

i

Program Nasional

Pada indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Makassar memperkuat Program
Prioritas Nasional melalui Asta Cita yaitu manajemen talenta dengan pemetaan potensi dan kompetensi
menggunakan sistem digital seperti profilin ASN untuk mengetahui kemampuan, minat dan rekam jejak
pegawai secra objektif. Manajemen talenta adalah cara untuk memastikan bahwa birokrasi menjadi lebih
profesional, efisien dan mampu menjalankan seluruh program asta cita dengan baik.

Aspek Pemanfaatan

Pemanfaatan kompetensi ASN mencakup aspek yang saling terhubung, mulai dari penempatan posisi hingga
pengembangan karier. Menempatkan ASN pada jabatan atau tugas sesuai keahlian/potensi yang dimiliki dan
menggunakan data profil kompetensi seperti manajemen talenta sebagai dasar pengambilan Keputusan.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Kurangnya kedisplinan dalam kehadiran pegawai terlihat dari pegawai yang terlambat datang dijam
kantor yang telah ditentukan
- Kesadaran ASN dalam mengentry data sertifikat pada aplikasi MyASN tepat waktu perlu ditingkatkan




Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya Penanggung Jawab

- Pegawai yang terlambat akumulasi maksimal | Ketua TIM Kerja Dukungan Manajerial
240 menit akan dilakukan panggilan tatap muka

- TIM Kepegawaian akan mengingatkan kepada
pegawai untuk disiplin mengentry data sertifikat
pada Whatapp group kantor.

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi | Penanggung Jawab
triwulan sebelumnya

1. Aparatur Sipil Negara telah mengikuti Pelatihan | Ketua TIM Kerja Subbagian Tata Usaha
secara daring dengan dibuktikan Sertifikat dan
surat tugas pada Triwulan I.

2. Pelatihan dengan pemanfaatan sumberdaya
internal telah dilakukan pada tanggal 4 Februari
2026 tentang Peningkatan kompetensi IMUT dan
AIMUT terkait CBIB dengan narasumber ibu
Patmawati M, S.St.Pi

3. Evaluasi pasca pelatihan :

- sistem manajemen mutu (Pengenalan ISO
19011:2018 Pedoman Audit  Sistem
Manajemen untuk Jaminan Kualitas Media
Mikrobiologi) telah dilaksanakan pada
tanggal 2 Februari 2026

- Peraturan Ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 Tentang
Pelaporan Gratifikasi telah dilaksanakan
pada tanggal 2 Maret 2026

Makassar, 10 April 2026
Penanggungjawab Indikator Kinerja

Karwi?




LAPORAN CAPAIAN KINERJA
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR

TAHUN 2026
Nama Indikator (6) : | Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP
Makassar
Nama Timja : | Subbagian Tata Usaha
Periode Laporan : | Triwulan | Tahun 2026
Nama Sasaran . | Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di
Kegiatan lingkungan Balai PPMHKP Makassar
Nama Indikator : | Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP
Kinerja Makassar
TR Tahun 2026 Capaian | Target
Q1 Q2| Sm1 | Q3 Q4 | Sm.2 | Tahunan | 2026 2026

Target - - - - - - 77 - 77
Realisasi | 77,59 | - - - - - - - -
% 100,77 | - - - - - - - -
Capaian

Catatan :

Q1,Q2,0Q3,04 = Capaian selama Tw.1, Tw.2, Tw.3 dan Tw.4;

Sm.1 = Capaian Q1 + Capaian Q2;

Sm.2 = Capaian Q3 + Capaian Q4;

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025;

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)

Deskripsi :

- Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu
unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi
dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada
komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel
serta pelayanan publik yang prima;

- Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan oleh
Kementerian PANRB kepada unit kerja instansi pemerintah yang berhasil
menyelenggarakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, WBBM berfokus pada
pencegahan korupsi (KKN) dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara
prima;

- Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Nomor 5 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan
Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa untuk terwujudnya
birokrasi yang berdaya saing, pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta
kualitas pelayanan publik yang prima, perlu melakukan pembangunan zona
integritas pada unit kerja/satuan kerja di instansi pemerintah;




- Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Balai
PPMHKP) Makassar yang dulu masih bernama Balai Besar KIPM Makassar telah
menyandang predikat WBK sejak tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/KEPMEN-KP/2018, dan tahun 2019
dengan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 1025 Tahun 2019. Untuk
mempertahankan predikat tersebut, maka Balai PPMHKP Makassar harus
konsisten dalam penerapannya khususnya penanaman nilai-nilai integritas kepada
seluruh jajaran pegawai Balai PPMHKP Makassar beserta stakeholder yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja;

- Berdasarkan surat Plt. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Nomor B.656/BPPMHKP.1/OT.730/
[1/2026 tanggal 19 Februari 2026 Hal Penilaian Kembali Pembangunan Zona
Integritas Menuju WBK/WBBM Lingkup BPPMHKP Tahun 2026, Balai PPMHKP
Makassar bersama 5 UPT lainnya ditetapkan sebagai unit kerja yang dilaksanakan
penilaian kembali unit kerja berpredikat WBK/WBBM lingkup BPPMHKP (pasca
reorganisasi) oleh Tim Penilai Internal KKP Tahun 2025-2026;

- Berdasarkan surat Sekretaris Badan PPMHKP Nomor B.1030/BPPMHKP.1/
KP.750/111/2026 tanggal 17 Maret 2026 Hal Penilaian Kembali Rencana
Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)
Tahun 2026, Balai PPMHKP Makassar diusulkan sebagai unit kerja memperoleh
predikat zona integritas menuju WBBM dari Menteri PAN RB;

- Target indikator kinerja bersifat tahunan, namun pada triwulan | tahun 2026 telah
dilakukan pengukuran secara mandiri, dengan hasil sebagai berikut :

No. Uraian Nilai
1. | Nilai Total Komponen Pengungkit 41,75
2. | Nilai Total Komponen Hasil 35,84

Nilai Evaluasi Zona Integritas 77,59

Uraian penilaian zona integritas triwulan | tahun 2026 disajikan pada gambar matrik
berikut ini.
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Jika dibandingkan dengan periode triwulan | tahun 2025 yang realisasinya 0, dapat
disajikan pada tabel sebagai berikut.




Nilai Zona Integritas
No. Uraian Triwulan | Triwulan |
Tahun 2025 Tahun 2026
1. | Nilai Total Komponen Pengungkit - 41,75
2. | Total Nilai Komponen Hasil - 35,84
Nilai Evaluasi Zona Integritas - 77,59

Kegiatan yang Dilaksanakan :

Pada triwulan | tahun 2026 telah dilakukan serangkaian kegiatan sebagai wujud
implementasi zona integritas WBK pada Balai PPMHKP Makassar, diantaranya
adalah :
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Pemenuhan fasilitas pelayanan publik berupa penataan ruang pelayanan dan
ruang tunggu, penataan papan informasi digital, dan pemasangan poster
pengelolaan pengaduan;

Melaksanakan apel pagi setiap hari Senin yang dipimpin oleh PIt. Kepala
PPMHKP Makassar atau pejabat lain yang ditunjuk. Pada apel pagi tersebut
disampaikan himbauan penerapan nilai-nilai integritas kepada seluruh
pegawai, penerapan nilai-nilai kebangsaan dan internalisasi ASN Ber-
AKHLAK;

Pada apel pagi tanggal 5 Januari 2026, dirangkaikan dengan seremoni
penyerahan piagam penghargaan kepada pegawai teladan |, 1l dan 1l periode
semester Il tahun 2025 dilanjutkan dengan penandatangan Pakta Integritas dan
Surat Pernyataan Bebas Konflik Kepentingan Balai PPMHKP Makassar Tahun 2026;
Guna mendukung penerapan nilai-nilai integritas, pada tanggal 4 Februari 2026
dilaksanakan sosialisasi Peraturan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor
1 Tahun 2026 tentang Pelaporan Gratifikasi dengan nara sumber Penanggung
Jawab Unsur V (Penguatan Pengawasan) yang diikuti oleh seluruh pegawai secara
hibrid (tatap muka dan zoom meeting);

Pada tanggal 7 Januari 2026 dilaksanakan briefing bagi pegawai lingkup
Dukungan Manajemen oleh PIt. Kepala Balai PPMHKP Makassar. Tujuan
dilaksanakannya briefing adalah untuk menyelaraskan pemahaman,
memberikan instruksi atau arahan, meningkatkan motivasi kerja pegawai
lingkup dukungan manajemen, serta memastikan bahwa koordinasi di tingkat
tim dukungan manajemen terjalin dengan baik guna mendukung pencapaian
target kinerja organisasi;

Pada tanggal 23 Februari 2026 dilakukan verifikasi dan validasi dokumen penerapan
WBK unsur V (Penguatan Pengawasan);

Tanggal 24 Februari 2026 dilakukan rapat pembahasan pemenuhan dokumen
penerapan zona integritas WBK yang dipimpin oleh PIt. Kepala Balai
PPMHKP Makassar dan diikuti oleh seluruh tim pembangunan zona integritas
WBK, dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi dokumen penerapan WBK
unsur Il (Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur);

Pada tanggal 25 Februari 2026 telah dilaksanakan kegiatan verifikasi dan
validasi dokumen penerapan zona integritas WBK untuk unsur IV (Penguatan
Akuntabilitas) dan unsur V (Penguatan Pengawasan);

Dalam upaya mendukung konsistensi penerapan WBK pada Balai PPMHKP
Makassar, pada tanggal 26 Februari 2026 telah dilaksanakan sosialisasi Peraturan
Ketua KPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaporan Gratifikasi dengan nara sumber
Pada tanggal 26 Februari 2026 dilakukan verifikasi dokumen penerapan zona
integritas WBK unsur | (Manajemen Perubahan);

Tanggal 26 Februari 2026 dilakukan briefing kepada petugas pelayanan dan
Inspektur Mutu lingkup Balai PPMHKP Makassar. Tujuan dilaksanakannya
briefing adalah untuk menyelaraskan pemahaman, memberikan arahan,
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meningkatkan motivasi kerja bagi petugas pelayanan dan Inspektur Mutu

serta memastikan bahwa koordinasi di tingkat petugas pelayanan dan

Inspektur Mutu terjalin dengan baik guna mendukung penacapaian target

kinerja organisasi;

Pada tanggal 3 Maret 2026 dilaksanakan briefing pegawai lingkup Dukungan

Manajemen oleh PIt. Kepala Balai PPMHKP Makassar. Tujuan diadakan

briefing adalah untuk meningkatkan pemahaman, menyampaikan regulasi

terkini, memberikan arahan, meningkatkan motivasi kerja pegawai lingkup

dukungan manajemen, serta memastikan bahwa koordinasi di tingkat tim

dukungan manajemen terjalin dengan baik guna mendukung pencapaian

target kinerja organisasi;

Sebagai salah satu wujud penerapan nilai integritas, dalam momen

peringatan Hari Raya Idul Fitri tahun 2026, Balai PPMHKP Makassar telah

menerbitkan surat kepada instansi terkait (stakeholder), dan nota

penyampaian dinas kepada seluruh pegawai Balai PPMHKP Makassar, yang

substansinya adalah dalam upaya pencegahan korupsi dan pengendalian

gratifikasi;

Pada tanggal 12 Maret 2026 dilakukan verifikasi dokumen penerapan zona

integritas WBK unsur Il (Penataan Tatalaksana);

Tanggal 16 Maret 2026 dilakukan verifikasi dokumen penerapan zona

integritas WBK untuk unsur VI (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik);

Pemenuhan kewajiban LHKPN untuk pegawai wajib lapor LHKPN sebanyak

6 pegawai dan pemenuhan kewajiban melaporkan pajak tahunan melalui

aplikasi Coretax bagi seluruh pegawai yang memiliki NPWP;

Sejalan dengan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

B.91/MEN-SJ/HK.410/11/2026 tentang Pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI

(Aman, Sehat, Resik, dan Indah) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan

Perikanan, Balai PPMHKP Makassar berkomitmen dalam mendukung

Gerakan Indonesia ASRI sebagai upaya bersama dalam mewujudkan

lingkungan kerja yang aman, sehat, bersih, tertib dan indah sekaligus

mempresentasikan tanggung jawab Balai PPMHKP Makassar dalam

menjaga kelestarian sumberdaya yang dimiliki.

Sejalan dengan hal tersebut, Agen Perubahan pada Balai PPMHKP Makassar

telah melaksanakan serangkaian kegiatan dalam mendukung Gerakan

Indonesia ASRI, dengan aktivitas :

(1) Menginisiasi kerja bakti untuk membersihkan lingkungan kerja;

(2) Penataan ruang kerja pegawai dan ruang pelayanan;

(3) Kampanye hemat energi di lingkungan kantor;

(4) Penataan lingkungan kerja yang rapi dan sehat;

(5) Pengelolaan sampah dengan pemilahan jenis sampabh;

(6) Penerapan keselamatan kerja (penyediaan alat pemadam kebakaran dan
Kotak P3K);

(7) Menjaga keamanan kantor.

Perhitungan nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja

Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah sebagai berikut :

(1) Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai
pengungkit adalah 40;

(2) Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;

(3) Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas
KKN” minimal 18,50 dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi
minimal 13,50 dan sub komponen Presentasi TLHP minimal 5,00;

(4) Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik kepada Masyarakat” minimal 15,00;




(5) Penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK akan dituangkan dalam
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan penilaian dari Tim
Penilai Internal KKP;

Sumberdaya Manusia :

- Sumberdaya manusia yang terlibat dalam penerapan kinerja ini adalah seluruh
pegawai lingkup Balai PPMHKP Makassar sebanyak 60 orang, yang terdiri dari
ASN (PNS 37 orang, PPPK 12 orang, dan PPPK Paruh Waktu 6 orang), serta
pegawai non ASN 5 orang;

Anggaran :

- Alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja ini pada tahun 2026 sebesar
Rp. 17.573.000,-, (WA.3987.EBA.962.051.0C. Layanan rumah tangga dan
perlengkapan), sampai dengan triwulan | tahun 2026 telah direalisasikan sebesar
Rp. 1.415.000,- atau 8,05%, yang digunakan untuk biaya pengadaan alat tulis
kantor dan suplies komputer, biaya transpor urusan rumah tangga dan
perlengkapan, serta biaya transpor kegiatan pimpinan.

Pada tahun 2025, indikator kinerja ini tidak mendapatkan alokasi anggaran,
anggaran yang semula Rp. 12.489.000,- dilakukan efisiensi secara keseluruhan.

Program Nasional :
- Penerapan zona integritas WBK merupakan salah satu program prioritas nasional

yang tergambar dalam misi Asta Cita ke 7 yaitu “Memperkuat reformasi politik,
hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi
dan narkoba”. Hal ini berarti Asta Cita ke 7 fokus pada peningkatan tatakelola
pemerintahan yang baik, penegakan hukum yang adil dan upaya berkelanjutan
dalam memberantasan korupsi dan pemberantasan narkoba. Asta Cita ke 7 juga
sejalan dengan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang mencakup berbagai upaya untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti penyediaan makanan dan susu
gratis di sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan peningkatan produktivitas
lahan pertanian;

- Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada pengendalian dan pengawasan mutu
hasil kelautan dan perikanan hulu hilir, Balai PPMHKP Makassar secara konsisten
telah menerapkan zona integritas WBK. Hal ini dapat mendukung terwujudnya
program  prioritas  Kementerian  Kelautan dan  Perikanan ke 3
“Pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan,
serta ke 4 “Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil”.

Aspek Pemanfaatan :
- Penerapan nilai-nilai integritas menuju WBK pada suatu unit kerja memiliki berbagai
manfaat, yakni :
(a) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;
(b) Mencegah terjadinya korupsi;
(c) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik;
(d) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
(e) Meningkatkan kesadaran dan pertisipasi masyarakat;
(f) Meningkatkan reputasi instansi pemerintah;
(9) Meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.




Akar Masalah (Mengapa Hal Tersebut Terjadi ?)

- Potensi kelambatan pemenuhan dokumentasi bukti penerapan zona integritas
WBK oleh masing-masing penanggung jawab unsur dikarenakan penanggung
jawab unsur lambat mengolah data penerapan WBK yang menjadi tanggung
jawabnya;

Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan Penanggung Jawab
Berikutnya
- Seluruh penanggung jawab unsur WBK Ketua Tim Kerja Dukungan
(Unsur 1-6 dan Hasil) melakukan Manajerial

pemutakhiran dokumen penerapan WBK;

- Mengajukan akun e-ZI ke Inspektorat
Jenderal KKP melalui Sekretariat Badan
PPMHKP untuk memudahkan
pemantauan dan penilaian WBK;

- Tim sekretariat WBK melakukan verifikasi
terhadap dokumen penerapan WBK yang
disampaikan oleh masing-masing
penanggung jawab unsur.

Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Rencana | Penanggung Jawab
Aksi Triwulan Sebelumnya

- Nota Dinas Plt. Kepala Balai PPMHKP Ketua Tim Kerja Subbagian Tata
Makassar Nomor B.598/BPPMHKP.MKS/ Usaha
TU.330/11/2026 tanggal 19 Februari 2026, Hal
Dokumen Penerapan WBK;

- Himbauan Ketua Tim WBK kepada seluruh
penanggung jawab unsur terkait pemenuhan
dokumen penerapan WBK;

- Penataan fasilitas pendukung penerapan WBK
(penataan ruangan dan meubelair, alat
pengolah data, banner, penataan ruangan
pelayanan dan ketersediaan jaringan internet);

Makassar, 10 April 2026
Penanggung Jawab Indikator Kinerja,

Karwit




Dokumentasi Kegiatan :

No. Tanggal Uraian Kegiatan Dokumentasi
1 2 3 4
1 05-01-2026 | Penyerahan Penghargaan
Kepada Pegawai Teladan
Periode Semester Il Tahun 2025

2 05-01-2026 | Penandatangan Pakta Integritas
dan Surat Pernyataan Bebas
Konflik Kepentingan Balai
PPMHKP Makassar Tahun 2026

3 07-01-2026 | Briefing pegawai lingkup
Dukungan Manajerial

4 23-02-2026 | Verifikasi dokumen penerapan ZI

WBK unsur V
(Penguatan Pengawasan)




24-02-2026

Rapat Pembahasan Dokumen
Bukti Implementasi
Pembangunan Zona Integritas
WBK

24-02-2026

Verifikasi dokumen penerapan Z|
WBK unsur lll (Penataan Sistem
Manajemen SDM Aparatur)

25-02-2026

Verifikasi dokumen penerapan Z|
WBK unsur IV
(Penguatan Akuntabilitas)

25-02-2026

Verifikasi dokumen penerapan Z|
WBK unsur V (Penguatan
Pengawasan)

26-02-2026

Verifikasi dokumen penerapan ZI
WBK unsur 1
(Manajemen Perubahan)
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26-02-2026

Briefing petugas pelayanan dan
Inspektur Mutu

DOXKUMENTAST BRIEFING PAGE PETUGAS PELAYANAN DAN INSPEXTUR MUTU
TANGGAL 26 FEBRUARI 2026

11

26-02-2026

Sosialisasi Peraturan Ketua KPK
Nomor 1 Tahun 2026

12

03-03-2026

Briefing pegawai lingkup
Dukungan Manajerial

13

11-03-2026

Penyampaian Nota Dinas
Pencegahan Korupsi dan
Pengendalian Gratifikasi pada
Perayaan Hari Raya Idul Fitri
1447 H. kepada Pegawai
Lingkup Balai PPMHKP
Makassar

NEMENTERAN KELAUTAM DAN SEREANAN
BAOAN PENOENDALIAN DAN PENCARASAN MUTY
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11-03-2026

Penyampaian Surat Dinas
Pencegahan Korupsi dan
Pengendalian Gratifikasi pada
Perayaan Hari Raya Idul Fitri
1447 H. kepada
Stakeholder/Mitra Kerja Balai
PPMHKP Makassar

THAN KELAUT AN DAN PERIEANAN

KEMeNTE
BADANM FENGENOALIAN DAN FENCAWASAN VUTL
NSV FASIL K LALITAN DAN PERRANAN
\ 4 BALN PENOEMOALIAN DAN FEMNGAWARLY VUTU
— AN

wa
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‘ y ) oo
rarrind Zam
Town - M.
tee
1447 2 S = =W T 65% e

<— Postingan

Y bppmhkp makassar don zamrud_official
wx‘ Dadan Mutu KKP Makaxsar
I3 Seyles « Gratitication
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INFORMASI LARANGAN !

Kami mohon kepads seluruh Stakeholder/Hokanen
Mitra Keorja Sadan Mutu KPP Makasear

TIDAK MEMBERINAN
BINGKISAN/HADIAR/PARSEL

aminsts Baerbe o & Bata s

v Q VvV © o)

O“ Dizuks oleh zamrud_official dan 30 lainnys

bppmhkp. makassar PENCEGAMHAN KORUPSI DAN
FENGENDALIAN GRATIFIKASI LINGKUP BADAN
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12-03-2026

Verifikasi dokumen penerapan Z|
WBK unsur I
(Penataan Tatalaksana)
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16-03-2026

Verifikasi dokumen penerapan Z|
WBK unsur VI

(Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik)




Pemberitahuan Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas WBK Kepada Seluruh

Anggota Tim
Hal Pemenuhan Dokumen Penerapan WBK
Tanggal 18 Februari 2026

WBK 2025 BPPMHKP MAKASSAR

WhatsApp

¥ Telepon

Comoh MR KKN 2005, sintkan bek/bu pka nde

yang ngin dk

75 BPPMBEP MAKASSAR

n & Info Warga PPM 2

aithro: Terdin dan RLO1 9 ke L0265 kk

+62 816-:4390-827 (Anda)

A-SPE PUSAT

bang Budi Momo- Husssa, ok Cebyo, hati hatl, ke

TU BPPMHKP

fotmusikan BAST |

Wawan - Bp2rmbip Mics + @

- LR e PN Wt 5 5o 0 Mokesser 2. Wil oo 23

¥ Selwruh Penanggueng Jawab Unsyr (1 = VI) Pembangunan
Loon Waegritas WHK

Defam rangha peoeapan 2ora imegrnas Wilayeh Bebos dar|
Korup: o lale PEMMKP Makassar, dhperiucnn dokumen
bukti yang valid dun teeking

Denchon selunuh penanggung jawab unsur agar
mendosumentosikan seluruh ke ESUN UNSUT Masing-
masng urtuk selanutvys dimasukkan dalam googieditm yang

belun dinedinhan

Tenmn kosth sise pechatiannya;
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Nota Dinas PIt. Kepala Balai PPMHKP Makassar
Hal Pemenuhan Dokumen Penerapan WBK
Tanggal 19 Februari 2026

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR

NOTA DINAS
NOMOR B. 598 /BPPMHKP.MKS/TU.330/1V2026
Yth. : Para Penanggung Jawab Unsur Pembangunan Zona Integritas WBK
(Unsur I-VI dan Unsur Peningkatan Hasll)
Dari : Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas WBK
Lampiran 3ie
Hal : Dokumen Penerapan WBK -

Tanggal : 19 Februari 2026

Dengan Ini kami sampaikan bahwa dalam rangka penerapan zona integritas
Wilayah Bebas dari Korupsi pada Balai PPMHKP Makassar, diperlukan dokumen bukti
yang valid dan terkini. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengundang
Bapak/Ibu untuk mengikuti pertemuan yang dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Selasa, 24 Februari 2026
Waktu : Pukul 08.00 WITA sampai selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Balal PPMHKP Makassar
JI. Dakota No. 24 Makassar
Agenda . - Pembahasan dokumen bukti implementasi WBK;

- Hal-hal yang berkembang dalam pertemuan.

Mengingat pentingnya agenda dimaksud, dimohon peserta dapat hadir tepat waktu
dan menyiapkan bahan yang diperiukan. Dokumentasi kegiatan sesual unsur masing-
masing dapat diupload dalam googledrive sebagai berikut:

1. Dokumen Implementasi WBK :
hitps://drive.qooqgle.com/drive/folders/ 1 B-udL 6p-HFEMXanT, FmreoxWRX-

Pv?usp=sharing

2. Lembar Kerja Evaluasi WBK :
hitps://docs.google.com/spreadsheets/d/ 1 mvAIL 2pasDi8ySUANwBDyYV W2XdGVE c/edi

t?usp=sharing&ouid=1052695103824301988884&rtpof=true&sd=true
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

- Ditandatangani
" )" Secara Elektronik

Mohammad Zamrud




Lampiran 7. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA ( LCK ) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR M MAKASSAR

TAHUN 2026

Nama Indikator

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar

Nama Timja : | Subbagian Tata Usaha

Periode

Laporan : Triwulan | Tahun 2026

Nama Sasaran Kegiatan

Makassar

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai PPMHKP

Nama Indikator Kinerja

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai PPMHKP Makassar

T/R Tahun 2024 Capaian Target
Th.2025 Th.2025
Q1 Q2 Sm.| Q3 Q4 Sm2 [Tahunan
Target 0 0 0 0 0 0 86 86,2
Realisasi 53,41
%Capaian
Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 =Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4™

Sm | = Capaian Q1 + Capaian Q2
Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4
Tahunan = Capaian di akhir tahun 2026

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP). Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang
dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada
masyarakat.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja
pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang
berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
Usaha- usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain
melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan
tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja,
pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja.




Capaian diukur dengan instrument Lembar Kerja Evaluasi. Penilaian dilakukan terhadap 4 (empat)
parameter yaitu :

1.

3.

Perencanaan Kinerja dengan bobot 30 %

Pada aspek ini menyampaikan dokumen perencanaan yang berupa :

Renstra 2025-2029, Renja, RKAKL dan Rencana Aksi.

Yang sudah dilaksanaakan sampai triwulan | tahun 2026 yaitu : penyusunan RKAKL, Renja,
Rencana Aksi dan Renstra mencapai 30 %.

Pengukuran Kinerja dengan Bobot 30 %

Pengukuran Kinerja ini telah terselesi Pada Aspek ini menyampaikan dokumen pengukuran
kinerja yang berupa :

Penyusunan Manual IKU tahun 2026 yang telah diselesaikan pada triwulan | terealisasi
mencapai 30%

Pelaporan Kinerja dengan Bobot 15 %
Pada Aspek Pelaporan Kinerja tahun 2026, dokumen vyang harus disiapkan adalah
Laporan Kinerja Triwulan I.

Sampai dengan triwulan | tahun 2026 telah disampaikan Laporan Kinerja Triwulan | sehingga
realisasi tercapai 3 %

Evaluasi Kinerja dengan Bobot 25 %

Evaluasi kinerja dilaksanakan secara internal oleh Balai PPMHKP Makassar dan secara eksternal
oleh Sekretariat BPPMHKP, Sekretariat Jenderal KKP dan Inspektorat Jenderal secara berkala
(triwulanan). Evaluasi secara internal dilakukan oleh Tim Balai PPMHKP Makassar sebelum
dilakukan penyusunan Laporan Kinerja, sedangkan evaluasi eksternal dilakukan setelah
diselesaikan penyusunan Laporan Kinerja . Hasil akhir dari evaluasi eksternal berupa
pengesahan nilai NPSS dalam Aplikasi Kinerjaku yang dapat dijadikan dasar dalam pembayaran
tunjangan kinerja pegawai.

Parameter ini belum dilaksanakan pada triwulan | tahun 2026.
Bobot realisasi capaian:

Parameter 1 (30 %) + parameter 2 (30 %) + parameter 3 (3 %) + parameter 4 (0 %)
63 %.

Realisasi capaian = Bobot realisasi capaian x 100 %
Target
=63x100
86,2
=53,41%

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan | tahun 2026 yaitu

Tanggal 2 Januari 2026 Nomor surat 1/BPPMHKP.1/RC.610/1/2026 perihal Hasil Penilaian
Mandiri SAKIP TA 2025 UPT Lingkup BPPMHKP




Penyusunan SK Indikator Kinerja Balai PPMHKP Makassar Nomor
B.198/BPPMHKP.MKS/RC.610/1/2026 tanggal 14 Januari 2026.

Pada tanggal 5 Februari 2026 sesuai dengan Undangan Rapat PLT. Balai PPMHKP Makassar
Nomor B.433/BBKIPM.MKS/TU.330/11/2026 telah dilakukan rapat Dialog Kinerja dan Matrik
Peran Hasil terhadap Perjanjian Kinerja meliputi 3 (tiga) Sasaran Kinerja dan 12 (dua belas)
Indikator Kinerja

Penilaian Mandiri SAKIP mendukung misi Asta Cita ke 7 yaitu “ Memperkuat reformasi politik,
hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan
narkoba”. Hal ini disebabkan karena dengan adanya penilaian mandiri sakip dapat
meningkatan output dari program kegiatan yang terdapat dalam Tugas dan Fungsi Balai
PPMHKP Makassar.

IKU ini mendukung terciptanya budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di lingkup Balai PPMHKP
Makassar yaitu “Akuntabel” ASN bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dan
harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas
tinggi, hal ini disebabkan karena setiap pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi
dipertanggungjawabkan secara tertulis dan disertai dengan dokumentasi kegiatan yang detail
dan lengkap.

Capaian Indkator ini perhitungannya berdasarkan Tahunan

Untuk pemanfaatan melaksanakan Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran tahun
2026 :

Kegiatan Pagu Defenitif  [Efesiensi Setelah efesiensi Realisasi
3987.EBA.962. B. Tata Usaha Rp 2.516.000 - Rp 2.516.000 0
3987.EBA.962. D. Evaluasi dan Pelaporan Rp 16.515.000 - Rp 16.515.000 Rp 4.501.000
3987.EBA.994.02. F. Pas Bandara Rp. 5.075.000 - Rp 5.075.000 Rp 44.000

3987.EB‘A.9§9£.L02. G. Pertemuan/ Jamuan Rp. 54.000.000 Rp 54.000.000 Rp 11.899.401
Delegasi/Misi/Tamu
Jumlah Rp 75.592.516 - Rp 75.592.516 Rp16.444.401

Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja ini tahun 2026 sebesar Rp 75.592.516 dan
terealisasi sebesar Rp 16.444.401 atau sebesar 21,75 % jika dibandingkan tahun 2025 pada
triwulan | pagu anggaran sebesar Rp 42.795.000 yang mengalami blokir sebesar Rp 42.795.000.

Untuk mendukung tercapainya IKU ini didukung SDM sebanyak 7 orang terdiri dari Kasubbag
Umum, Pejabat Pembuat Komitmen, Fungsional APK APBN Madya, APK APBN Muda, APK APBN
Pertama, Staf Pengelola Anggaran (Bendahara Pengeluaran)




Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Potensi masalah

- Evaluasi AKIP belum dilakukan secara berjenjang

Rekomendasi rencana aksi triwulan
berikutnya

Penanggung Jawab

Melibatkan unsur manajemen dalam
evaluasi AKIP, koreksi pimpinan terhadap
Laporan Kinerja

Tim Kerja Dukungan Manajerial

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana
Aksi triwulan sebelumnya

Penanggung Jawab

1. Padatanggal 7 Januari 2026
dilaksanakan briefing bagi pegawai
lingkup Dukungan Manajemen oleh
Plt. Kepala Balai PPMHKP Makassar.
Tujuan dilaksanakannya briefing
adalah untuk menyelaraskan
pemahaman, memberikan instruksi
atau arahan, meningkatkan motivasi
kerja pegawai lingkup dukungan
manajemen, serta memastikan bahwa
koordinasi di tingkat tim dukungan
manajemen terjalin dengan baik guna
mendukung pencapaian target kinerja
organisasi;

2. Briefing personil dukungan manajerial
terkait monitoring output dan realisasi
anggaran pada tanggal 3 Maret 2026.

Tim Kerja Subbagian Tata Usaha

Makassar, 13 April 2026
Penanggungjawab Indikator Kinerja

Karwit




Dokumentasi kegiatan




LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI PPMHKP MAKASSAR

TAHUN 2026
Nama Indikator . | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk
Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar
Nama Timja : | Subbagian Tata Usaha
Periode Laporan . | Triwulan |
Nama Sasaran . | Tatakelola pemerintahan yang Efektif dan akuntabel dilingkup Balai
Kegiatan PPMHKP Makassar
Nama Indikator : | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk
Kinerja perbaikan kinerja lingkup Balai PPMHKP Makassar
Tahun 2026 Capaian Target
TR Q1 | Q2 | SmI | Q3 | Q4 | Sm2 [Tahunan | Th.2026 | Th.2026
Target 86 86
Realisasi 100
% Capaian | 116,28

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm | = Capaian Q1 + Capaian Q2
Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4
Tahunan = Capaian di akhir tahun 2026

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Diskripsi :

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat vital dalam menjamin
keberhasilan suatu organisasi. Secara esensial, pengawasan berfungsi sebagai mekanisme kontrol
untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilaksanakan tetap berada pada jalur yang
direncanakan (on track). Melalui proses pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi yang sistematis,
pengawasan tidak hanya bertujuan untuk menemukan kesalahan, tetapi lebih kepada upaya
preventif dalam memitigasi risiko serta memastikan penggunaan sumber daya dilakukan secara
transparan dan akuntabel.




Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya
pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan
dengan baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan
penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan
diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan
yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas
yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja
sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan
dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Indikator Kinerja ini dihitung dari persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat
Jenderal KKP pada Balai PPMHKP Makssar berdasarkan LHP dengan formula perhitungan sebagai
berikut :

Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh unit kerja
Jumlah rekomendasi yang diberikan pada unit kerja

x 100 %

Kegiatan yang Dilakukan :

Pada triwulan | tahun 2026 tidak terdapat audit dari Inspektorat Jenderal KKP, sehingga
realisasi indikator kinerja ini mencapai 100. Jika dibandingkan dengan pencapaian nilai Indikator
Kinerja pada triwulan yang sama pada Tahun 2025 sama-sama mencapai nilai 100.

Sebagai upaya preventif dalam memitigasi risiko serta memastikan penggunaan sumber daya
dilakukan secara transparan dan akuntabel, telah dilakukan kegiatan antara lain : Manajemen Resiko
Lingkup Balai PPMHKP Makassar Tahun 2026 Tanggal 12 — 13 Januari 2026, Briefing Pagi
Dukungan Manajerial Lingkup BPPMHKPmM Makassar Tanggal 07 Januari 2026 dan 03 Maret 2026.

Anggaran :

Capaian indikator kinerja ini didukung dengan anggaran dari DIPA Tahun 2026 pada mata
anggaran  3987.EBA.994.002.0A Operasional Perkantoran, dengan pagu anggaran
Rp. 285.384.000,- yang sampai dengan akhir triwulan | tahun 2026 terealisasi sebesar
Rp. 50.084.555,- atau 17,55% yang digunakan untuk belanja keperluan sehari-hari perkantoran,
dukungan kebersihan dan keamanan, penggandaan/penjilidan, dan pencetakan.

Jika dibandingkan alokasi anggaran pada triwulan | tahun 2025 vyaitu sebesar
Rp. 1.502.912.000,- maka terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 81,01%. Demikian
pula dengan besaran persentase penggunaan anggaran jika dibandingkan dengan periode yang

sama triwulan | tahun 2025 yang sudah mencapai 26,81%.




Sumberdaya Manusia :

Jumlah SDM yang terlibat dalam mendukung tercapainya IK ini sebanyak 14 orang yang terdiri
atas KPA 1 orang, PPK 1 orang, PPSPM 1 orang, Pejabat Pengadaan 1 orang, Pejabat Penerima
dan Pemeriksa Barang 1 orang, Pengurus BMN 1, Bendahara 2 orang, Bendahara Penerimaan
Pembantu 1 orang, Staf KPA 2 orang, Staf PPK 3 orang.

Program Nasional, Budaya Kerja dan Pemanfaatan :

Indikator kinerja ini jika tercapai maka akan mendukung keberhasilan program prioritas KKP
maupun Program Prioritas Nasional Asta Cita. Indikator kinerja ini secara spesifik mendukung
Program Prioritas Nasional Asta Cita ke 7 yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi
serta memperkuat pencegahan korupsi dan narkoba”.

IKU ini juga mendorong meningkatnya budaya kerja Ber-AHLAK di lingkungan Balai PPMHKP
Makassar yaitu “Akuntabel” dimana ASN bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dan
harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi.

Tercapainya target kinerja ini memncerminkan bahwa organisasi telah melaksanakan kegiatan
dan anggaran sesuai ketentuan dan standar yang berlaku sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan
dan anggaran telah dilaksanakan dengan akuntabel dan tepat waktu.

Aspek pemanfaatan yang diperoleh dari kegiatan IKU ini yaitu memberikan informasi mengenai
tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan, sehingga dapat mengambil tindakan dan

Keputusan secara cepat, tepat dan akurat.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Potensi masalah kurang cermatnya pengelola kegiatan dan anggaran dalam menindaklanjuti
rekomendasi hasil pengawasan itjen.
- Masih terdapat sisa temuan Itjen sebesar Rp. 9.00,- pada aplikasi SIDAK KKP.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya Penanggung Jawab

- Operator SIDAK melakukan pemantauan rekomendasi tindak lanjut hasil | Ketua Tim Kerja
pengawasan ltjen secara berkala. Subbagian Tata

- Membuat surat resmi ke Itjen KKP dalam rang penyelesaian sisa temuan | Usaha
Rp. 9.00,- pada aplikasi SIDAK KKP..




Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya

Penanggung Jawab

- Telah dilakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan lItjen pada
aplikasi SIDAK periode Triwulan | Tahun 2026.

Ketua Tim Kerja
Dukungan Manajerial

Makassar, 14 April 2026
Penaggungjawab Indikator

Kinerja

Kaiwit




Tampilan layar pada aplikasi SIDAK

https://sidak.kkp.go.id/beranda/9/373
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Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA ( LCK ) BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR TAHUN 2026

Nama Indikator : | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran ( IKPA ) Lingkup Balai PPMHKP
Makassar
Nama Timja : | Sub Bagian Tata Usaha
Periode Laporan : | Triwulan12026
Nama Sasaran Kegiatan . | Terselenggarannya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di
lingkungan Balai PPMHKP Makassar
Nama Indikator Kinerja : | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran ( IKPA ) Lingkup Balai PPMHKP Makassar
T/R Tahun 2026 Capaian Target
Th.2026 Th.2026
Twl Tw2 Sm.l Tw3 Twé Sm.2 [Tahunan
Target 83 92,1 92,1 92,1
Realisasi 58,46
%Capaian
Catatan :
Sml = Capaian Tw 1 + Capaian Tw2
Sm2 = Capaian Tw 3 + Capaian Tw4
Tahunan = Capaian di akhir tahun 2026

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Selaku Bendahara Umum
Negara (BUN) dan atau pengelola fishkal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dan belanja
Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan
anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini terintegrasi dengan Aplikasi OM-SPAN yang sekarang
diganti menjadi aplikasi My Interest. Penilaian IKPA diatur pada Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja
Kementerian Negara/Lembaga.

Ruang lingkup :

PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024 mengatur mengenai pengukuran dan penilaian secara sistematis dan objetif
atas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dengan menggunakan IKPA dan menggunakan aplikasi yang dikelola
oleh DJPB.

Aspek Pengukuran dan Indikator Kinerja

Pengukuran IKPA meliputi 3 aspek :

1.  Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan
anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan
penilaian pada aspek ini terdiri dari:

a. Revisi DIPA bobot 10 %
b. Deviasi halaman 3 DIPA bobot 15%

2. Kualitas implementasi pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam
merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian
pada aspek ini terdiri dari:

a. Penyerapan anggaran bobot 20%

b. Belanja Kontraktual bobot 10%

c. Penyelesaian Tagihan bobot 10%

d. Pengelolaan UP dan TUP bobot 10%




e. Dispensasi Surat Perintah Membayar bobot 0%
3. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam pencapaian
output sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini
adalan capaian output. Bobot capaian output adalah 25%.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Capaian nilai IKPA Balai PPMHKP Makassar pada Triwulan | tahun 2026 adalah sebesar 58,46 persen dari target
83 Persen. Capaian Kinerja IKPA di peroleh sebagai berikut :

Capaian kinerja IKPA = (Nilai Akhir Kualitas Perencanaan Anggaran + Nilai Akhir Kualitas Pelaksanaan Anggaran
+ Nilai Akhir Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran) / Konversi Bobot 100 %

Perhitungan perolehan dari Nilai Akhir Kualitas Perencanaan Anggaran, Nilai Akhir Kualitas Pelaksanaan Anggaran
dan Nilai Akhir Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran dengan Indikator pendukung pada masing-masing adalah hasil
perhitungan otomatis dari Aplikasi Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi Monev PA.

Adapun Rincian nilai IKPA TW | 2026 Balai PPMHKP Makassar sebagai berikut:

Capaian kinerja Indikator Pelaksanaan Anggaran TW | tahun 2026 pada Balai PPMHKP Makassar.

. Kualitas
Kualitas y
Perencanaan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Hasil
A ggara Pelaksanaan
nggaran _
Anggaran Nilai
Keterangan - - Total
. Deviasi ] . Pengelolaan Dispensasi . o
Revisi Hal Il Penyerapan Belanja Penyelesaian UP dan SPM Capaian
DIPA DIPA Anggaran Kontraktual Tagihan TUP (Pe;;;rtj)ran Output
Nilai 100 56,40 50,00 100 100 100 0 0,00 58,46
Bobot 10 15 20 10 10 10 0 25
Nilai Akhir 10 8,46 10 10 10 10 0 0,00
Nilai Aspek 78,20 87,50 0,00

Dibawah ini merupakan tabel perbandingan capaian kinerja indikator pelaksanaan anggaran
Tabel perbandingan capaian kinerja indikator pelaksanaan anggaran TW 12025 dan TW | 2026

Periode Kenaikan

Indikar kinerj By
ndikar kinerja obot TW 12025 TWI12026 /Penurunan

Kualitas Perencanaan

Anggaran
Revisi DIPA 10 10 10 0.00
Deviasi Hal Il DIPA 15 15 8.46 7.46

Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Penyerapan Anggaran 20 20 10 -0.50
Belanja Kontraktual 10 10 10 0.00
Penyelesaian Tagihan 10 10 10 0.00
Pengelolaan UP dan TUP 10 10 10 0.00
Dispensasi SPM 0 0 0 0.00
Kualitas Hasil Pelaksanaan
Anggaran
Capaian Output 25 25 0 -1.00
Nilai Total 100 100 58.46 -0.415

Pada tabel diatas terlihat adanya Penurunan nilai IKPA pada TW | 2026 dibandingkan TW | 2025 sebesar 0,415 %.
Penurunan ini dipengaruhi karena adanya perbedaan nilai perolehan pada masing-masing indikator TW | 2025 dan
indikator TW | 2026. Perbedaan tersebut adalah :
- Deviasi Hal. Ill DIPA

Tw 1 2025 Deviasi Hal. [ll DIPA memperoleh nilai 15 sedangkan Tw | 2026 memperoleh nilai 8.46.

Penurunan di Tw | 2026 disebabkan karena realisasi anggaran tidak memenuhi target RPD pada hal. Ill DIPA




- Capaian Output
Tw 1 2025 memperoleh nilai 25 sedangkan Tw | 2026 memperoleh nilai 0.
Penurunan di Tw 1 2026 disebabkan karena Pengisian target dan capaian output pada aplikasi SAKTI belum bisa
dilaksanakan karena masih proses penyempurnaan.

Sehingga nilai total IKPA Tw 1 2026 mengalami penurunan dibandingkan nilai total IKPA TW | 2025.

SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja pelaksanaan anggaran, Balai PPMHKP Makassar membentuk
sebuah tim pengelola anggaran yang terdiri dari 10 pegawai yang dituangkan pada :
»  Surat Perintah Tugas Pengelola Anggaran Nomor: B.028/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/1/2026 tanggal 2 januari
2026. Tim terdiri dari 9 orang yaitu:
- 1 Orang Kuasa Pengguna Anggaran;
- 1 Orang Pejabat Pembuat Komitmen;
- 1 Orang Pejabat Penandatanganan SPM;
- 1 Orang Bendahara Pengeluaran;
- 3 Orang Staf KPA dan;
- 2 Orang Staf PPK
»  Surat Penugasan Personil Sebagai Pejabat Pengadaan TA 2026 Nomor B.13/SJ).7/KP.340/1/2026 tanggal 4 januari
2026.

ANGGARAN DAN ASPEK PEMANFAATANNYA

Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran pada kegiatan perbendaharaan dan Administrasi Keuangan,
Layanan Daya Jasa, Perawatan Kendaraan Bermotor, Perawatan Gedung dan Bangunan. Berikut adalah masing masing
penjelasan pagu dari realisasi anggarannya.

»  Perbendaharaan dan administrasi keuangan

Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.220.000 telah realisasi sebesar Rp. 8.980.000
»  Layanan Daya dan Jasa
Kegiatan ini didukung dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 363.408.000 telah realisasi sebesar Rp.58.166.803
»  Perawatan Kendaraan Bermotor
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 112.745.000 telah terealisasi sebesar
Rp.17.166.268.000.
»  Perawatan Gedung dan Bangunan
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 90.269.000 telah terealisasi sebesar Rp. 864.000

Total pagu anggaran untuk mendukung capaian kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2026 adalah sebesar
Rp26.301.198.000 dengan realisasi anggaran Tw | 2026 Rp. 2.383.488.655 atau 9,06 persen. sedangkan jika
dibandingkan dengan realisasi triwulan | 2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.879.526.000 dengan realisasi
anggaran triwulan 12025 sebesar 1.997.000.161 atau 28,50 persen. terdapat peningkatan jumlah anggaran dan realisasi
pada Triwulan | 2026 dibandingkan jumlah anggaran Tw | 2025. Hal ini disebabkan terdapat penambahan anggaran
untuk pembangunan Laboratorium Rujukan, penambahan anggaran gaji pegawai dan hal lainnya.

PROGRAM NASIONAL

Pada indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar tidak terdapat kegiatan yang
menjadi Program Nasional pada tahun 2026. Namun kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh presiden
melalui INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025
memperkuat Program Prioritas Nasional melalui Asta Cita.
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Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

. Target RPD tidak terpenuhi

. Pengisian target dan capaian output pada aplikasi SAKTI belum dilaksanakan karena aplikasi SAKTI masih

dalam penyempurnaan.

Rekomendasi rencana aksi triwulan 11 2026 Penanggung Jawab

- Dibentuk tim Tekhnis Pengadaan Barang/Jasa untuk
mendukung percepatan realisasi anggaran.

- Operator komitmen melakukan penginputan data target
dan capaian output satker pada aplikasi SAKTI maupun
modul komitmen Sub Bagian Tata Usaha

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan IV 2025 Penanggung Jawab

- Melaksanakan monitoring melalui briefing pagi tim dukungan
manajerial terkait IKPA pada tanggal 3 maret 2026 Sub Bagian Tata Usaha

Makassar, 13 April 2026
Penanggungjawab Indikator Kinerja

Karwit, S.Pi







FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI PPMHKP MAKASSAR

TAHUN 2026
Nama Indikator : | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Balai PPMHKP
Makassar
Nama Timja : | Subbagian Tata Usaha
Periode Laporan . | Triwulan | 2026
Nama Sasaran Kegiatan | : | Terselenggarannya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif
dan akuntabel di lingkungan Balai PPMHKP Makassar.
Nama Indikator Kinerja : | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Balai
PPMHKP Makassar
T/R TAHUN Capaian Target
Q1 Q2 | Sm.l| Q3 Q4 Sm.lIl | Tahunan | Th. 2026 | Th. 2026
[Target 71,75 71,75
Realisasi
% Capaian
Catatan :
Q1,02,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw.2, Tw.3 dan Tw.4;
Smil = Capaian Q1 + Capaian Q2;
Smil = Capaian Q3 + Capaian Q4;
Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025;

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah ukuran yang digunakan untuk menilai
kualitas perencanaan anggaran pada instansi pemerintah, khususnya Kementerian
Negara/Lembaga (K/L). Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan sebagai
Bendahara Umum Negara (BUN) untuk memastikan bahwa anggaran disusun
dengan baik dan dapat mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan bagian dari Nilai Kinerja Anggaran
(NKA) sebagaimana diatur dalam KMK Nomor 466 Tahun 2023 dan PMK Nomor
107 Tahun 2024 menjadi indikator penting dalam menilai kulitas perencanaan
anggaran pada satuan kerja, unit eselon |, hingga kementerian/lembaga. Nilai
Kinerja Perencanaan Anggaran tersebut berfungsi sebagai cermin untuk melihat
apakah perencanaan tersusun secara realistis, terukur, dan selaras dengan target
kinerja yang ditetapkan.

Tujuan utama dari pengukuran nilai kinerja perencanaan anggaran adalah untuk
meningkatkan kualitas perencanaan anggaran di masa mendatang. Melalui evaluasi
yang sistematis dan objektif, instansi pemerintah dapat mengidentifikasi faktor-faktor




pendukung dan kendala dalam pelaksanaan rencana kerja dan anggaran (RKAK/L).
Hasil evaluasi ini kemudian menjadi dasar untuk perbaikan dalam penyusunan
anggaran pada tahun berikutnya, serta dapat digunakan sebagai masukan dalam
penyusunan kebijakan.

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) pada instansi pemerintah memiliki beberapa
indikator kunci yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan efektivitas
pengelolaan serta pelaksanaan anggaran. Indikator-indikator ini membantu dalam
mengidentifikasi area yang berkinerja baik dan area yang memerlukan perbaikan.
Indikator utama yang menjadi fokus dalam Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran :

1. Kualitas Perencanaan Anggaran

Indikator ini menilai seberapa baik anggaran disusun dan direncanakan. Aspek

yang dievaluasi meliputi:

o Kesesuaian Rencana dengan Pelaksanaan: Sejauh mana rencana anggaran
yang telah dibuat sesuai dengan realisasi pelaksanaannya.

« Kelengkapan dan Kualitas Dokumen Perencanaan: Menilai apakah
dokumen perencanaan anggaran (seperti RKAK/L) disusun secara
komprehensif, realistis, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku.

2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Indikator ini berfokus pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran selama

periode pelaksanaan. Beberapa sub-indikatornya adalah:

« Penyerapan Anggaran: Tingkat penyerapan dana anggaran yang
menunjukkan seberapa aktif anggaran digunakan untuk kegiatan.

e Pencapaian Output/Outcome: Sejauh mana target keluaran (output) dan hasil
(outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tercapai.

o Efisiensi Penggunaan Sumber Daya: Menilai apakah sumber daya (dana,
waktu, tenaga) digunakan secara optimal tanpa pemborosan.

o« Kepatuhan Terhadap Peraturan: Menilai apakah pelaksanaan anggaran
mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prosedur
pengadaan, pembayaran, dan pelaporan.

3. Kualitas Hasil (Outcome)

Selain output, evaluasi juga melihat dampak atau hasil yang lebih luas dari

pelaksanaan anggaran. Ini mencakup:

e Pencapaian Sasaran Strategis: Sejauh mana pelaksanaan anggaran
berkontribusi pada pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah.

« Dampak Program/Kegiatan: Menilai dampak positif yang dihasilkan dari
program dan kegiatan yang dibiayai oleh anggaran terhadap masyarakat atau
lingkungan.

4. Akuntabilitas dan Transparansi




Indikator ini menilai sejauh mana pengelolaan anggaran dilakukan secara

akuntabel dan transparan.

o Kualitas Pelaporan Keuangan: Menilai akurasi, kelengkapan, dan ketepatan
waktu dalam penyusunan laporan keuangan.

o Keterbukaan Informasi: Sejauh mana informasi terkait anggaran dan
pelaksanaannya dipublikasikan dan dapat diakses oleh publik.

5. Pengelolaan Risiko Anggaran

Evaluasi juga dapat mencakup penilaian terhadap kemampuan instansi dalam

mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang terkait dengan

pelaksanaan anggaran.

Secara umum, hasil evaluasi kinerja anggaran memberikan gambaran

komprehensif mengenai kinerja pengelolaan keuangan negara, serta menjadi

dasar untuk perbaikan kebijakan dan praktik pengelolaan anggaran di masa

mendatang.




KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Untuk pelaksanaan kegiatan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)
Balai PPMHKP Makassar untuk triwulan | tahun 2026 telah melaksanakan
beberapa kegiatan :

a. Untuk Nilai Kualitas perencanaan anggaran di triwulan | tahun 2026
adalah sebesar 78,20%, data tersebut dapat kita lihat dalam aplikasi
MyIntress.

Jika dibandingkan dengan tahun 2025 sebesar 100% maka nilai Kualitas
perencanaan mengalami penurunan di triwulan | sebesar 21,80%

Capaian IKPA

58.46 %

Maret 2026

Kualitas Perencanaan Anggaran

YA LY Kualitas Pelaksanaan Anggaran

1
(XY Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran @_) haicso
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. Pada tanggal 7 Januari 2026 dilaksanakan briefing bagi pegawai lingkup
Dukungan Manajemen oleh Plt. Kepala Balai PPMHKP Makassar. Tujuan
dilaksanakannya briefing adalah untuk menyelaraskan pemahaman,
memberikan instruksi atau arahan, meningkatkan motivasi kerja pegawai
lingkup dukungan manajemen, serta memastikan bahwa koordinasi di
tingkat tim dukungan manajemen terjalin dengan baik guna mendukung
pencapaian target kinerja organisasi;

. Pada tanggal 12 Januari 2026 melaksanakan breafing pagi berupa Dalog
Kinerja Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Manajemen Risiko Lingkup
BPPMHKP Makassar Tahun 2026 bersama tim Dukungan Manajemen
Balai PPMHKP Makassar yang dipimpin langsung PIt Kepala Balai
PPMHKP Makassar.

. Pada tanggal 13 Januari 2026 mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis
Pengisian Data Poyek pada Aplikasi e-Monev Proyek SBSN yang
dilaksanakan oleh direktorat pembiayaan syariah kementerian Keuangan
secara daring.

. Pada tanggal 13 Januari 2026 mengikuti rapat pembahasan tindak lanjut
proyek SBSN TA 2026 Pasca Blokir yang dilaksanakan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional secara daring.

. Pada tanggal 3 Maret 2026 dilaksanakan kegiatan Breafing pagi bersama
Tim Dukungan manajerial terkait pembahasan tindak lanjut indikator
kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2026 yang dipimpin langsung PIt
Kepala Balai PPMHKP Makassar.

. Telah dilakukan revisi DIPA Tahun 2026 sebanyak dua kali yaitu pada
tanggal posting Span 5 Januari 2026 dan pada tanggal 11 Februari 2026,




Keterangan tersebut dapat dilihat pada aplikasi SAKTI dan aplikasi
Mylintress. Revisi tersebut dilaksanakan dalam rangka identifikasi
ketersediaan alokasi anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
sampai dengan akhir tahun anggaran 2026 dan kegiatan prioritas akibat
revisi anggaran.
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h. Untuk tabel Ill DIPA telah tergambar rencana penarikan dana (RPD)
sebagai berikut :
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NOMOR - DIPA-032.13.2. 427556/2026

1. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN
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Belanja Pegawai

274.794.000

569.376.000

826.446.000

1.670.616.000

Belanja Barang

47.435.000

120.877.000

182.076.000

350.388.000

Belanja Modal

0

158.208.000

0

158.208.000

Jumlah

322.229.000

848.461.000

1.008.522.000

2.179.212.000

Sampai bulan Maret tahun 2026, Rencana Penarikan Dana sesuai yang
tergambar dalam table Il DIPA adalah sebesar Rp.2.179.212.000,-

Untuk Laporan Realisasi Anggaran sampai periode Maret 2026 yang
terdapat dalam aplikasi SAKTI dan MYIntress sebagai berikut :




j-

KEVENTERAR L FWRAGA

LAPORAN REALISAS! ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERSODE YANG BERANMIR 31 MARET 2026
{DALAM RUPIAN}

MERENTERAN KECAUTAN CAN FERIKANAN 033

S AwLARAR mEALmAn | SRS e & | Avooaman REAUBAS | e *
No. Uraian Anggaran Realisasi s/d Periode %
Maret 2026
Belanja Pegawai 7.058.809.000,- 1.940.573.169,- 27,49
Belanja Barang 2.042.389.000,- 284.707.186,- 13,94
Belanja Modal 17.200.000.000,- 158.208.300,- 0,92
Jumlah 26.301.198.000,- 2.383.488.655,- 9,06

Deviasi RPD dan Realisasi Anggaran sampai triwulan | adalah sebagai

berikut :
— 5
Uraian RPD TW | An:;:r';‘c’:?w | Selisih %
Belanja Pegawai 1.670.616.000 | 1.940.573.169 | 269.957.169 16,16
Belanja Barang 350.388.000 284.707.186 65.680.814 18,75
Belanja Modal 158.208.000 158.208.300 300 0,00
Jumlah | 2.179.212.000 | 2.383.488.655 | 204.276.655 9,37




SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung tercapainya IKU ini, Balai PPMHKP Makassar membentuk
sebuah tim pengelola anggaran yang terdiri dari 9 pegawai sesuai Surat Perintah
Tugas Pengelola Anggaran Nomor: B.028/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/1/2026
tanggal 2 Januari 2026 Tim ini terdiri dari 9 orang yaitu:

- 1 Orang Kuasa Pengguna Anggaran,;

- 1 Orang Pejabat Pembuat Komitmen;

- 1 Orang Pejabat Penandatanganan SPM;

- 1 Orang Bendahara Pengeluaran;

- 3 Orang Staf KPA dan;

- 2 Orang Staf PPK

ANGGARAN

Untuk mendukung kegiatan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup
Balai PPMKHP Makassar Tahun 2026, anggaran tersedia pada Akun
3987.EBA.962.E. Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran dengan Pagu
awal sebesar Rp.22.630.000,- dan tidak terdapat blokir anggaran atau
perubahan/efisiensi anggaran. Sampai dengan triwulan | tahun 2026 dan saat ini
telah terealisasi sebesar Rp.22.630.000,- atau telah tercapai sebesar 100%.
Perbandingan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 170.811.000 dan realisasi
anggaran triwulan | tahun 2025 sebesar Rp.18.458.459, -

Besaran nilai perbandingan anggaran triwulan | tahun 2025 dan triwulan | tahun
2026 turun sebesar (Rp.148.181.000,-) atau turun sebesar (654,79%).
Besaran nilai perbandingan realisasi triwulan | tahun 2025 dan triwulan | tahun
2026 turun naik sebesar Rp.4.171.541,- atau naik sebesar 22,59%.

PROGRAM NASIONAL

Secara teknis, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran bukanlah sebuah Program
Prioritas Nasional namun, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah merupakan
instrumen pendukung utama dan indikator kualitas untuk memastikan seluruh
Program Prioritas Nasional dapat terlaksana dengan baik.




ASPEK PEMANFAATANNYA

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) memiliki aspek pemanfaatan penting

dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu :

o Pengukuran Kualitas Perencanaan Anggaran:
untuk  mengukur kualitas perencanaan anggaran pada Kementerian
Negara/Lembaga (K/L). Hal ini mencakup kesesuaian perencanaan dengan
pelaksanaan, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi.

o Evaluasi Kinerja Anggaran:
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja
anggaran pada satuan kerja, unit eselon I, hingga tingkat kementerian/lembaga.

o Dasar Penyusunan Kebijakan:
Digunakan sebagai dasar penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan
prioritas pembangunan tahunan. Selain itu, juga digunakan dalam penyusunan
reviu angka dasar, alokasi anggaran tahun berikutnya, dan penyesuaian anggaran
tahun berjalan.

e Peningkatan Akuntabilitas:
Sebagai alat untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan
anggaran secara profesional kepada pemangku kepentingan.

o Identifikasi Faktor Pendukung dan Kendala:
Evaluasi kinerja anggaran membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang
mendukung atau menghambat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKAK/L), sehingga dapat dilakukan perbaikan di masa
mendatang.

e Pengambilan Keputusan:
Dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan terkait
anggaran, seperti pemberian penghargaan atau pengenaan sanksis.

« Mendorong Efisiensi:
Dengan adanya penilaian NKPA, satuan kerja didorong untuk mengelola
anggaran secara lebih hemat dan tepat sasaran, tanpa mengurangi kualitas hasil
yang dicapai.

e Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara:
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) berkontribusi dalam membangun
tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada
kinerja.




Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) untuk TW | tahun 2026 belum dapat
terinput pada capaian kinerja modul komitmen di aplikasi SAKTI karena saat ini di
aplikasi SAKTI untuk capaian kinerja pada modul komitmen sampai TW | tahun
2026 tersebut masih dalam proses penyempurnaan.

Rekomendasi rencana aksi triwulan Il | Penanggung Jawab
2026
Melakukan penginputan target dan

realisasi capaian kinerja bulan Januari
sampai Maret 2026 melalui aplikasi
SAKTI modul komitmen;

Ketua Tim Kerja Subbagian Tata
Usaha

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana
Aksi triwulan IV 2025

Penanggung Jawab

Rapat/briefing terkait perencanaan dan
pelaksanaan anggaran

Ketua Tim Kerja Subbagian Tata

Usaha

Peganggung Jawab Indikator Kinerja

Karwit, S.Pi




LAMPIRAN KEGIATAN

Briefing bagi pegawai lingkup Dukungan Manajemen
terkait Tugas dan Fungsi Dukungan Manajerial tahun 2026

tanggal 7 Januari 2026




Breafing pagi berupa Dalog Kinerja Rencana Penarikan Dana (RPD) dan
Manajemen Risiko Lingkup BPPMHKP tanggal 12 Januari 2026




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
DIREKTORAT PEMBIAYAAN SYARIAH

GEDUNG FRANS SEDA LANTAI 5, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NO. 1, JAKARTA 10740 . TELEPON (021) 3516206
(021) 3449230 PSW. 2502; FAKSIMILE (021) 3810728; LAMAN www.dippr kemenkeu go.id

Nomor : UND-7/PR.4/2026 9 Januari 2026

Sifat . Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal . Bimbingan Teknis Pengisian Data Proyek pada Aplikasi e-Monev Proyek
SBSN

Yth. (Daftar Terlampir)

Sehubungan dengan pengeiolaan pembiayaan proyek melalui SBSN dan persiapan
pelaksanaan proyek SBSN tahun 2026, bersama ini kami harapkan kehadiran Saudara/Pejabat
yang mewakili serta admin aplikasi yang telah ditunjuk untuk hadir pada kegiatan Panduan
Pengisian Data Proyek pada Aplikasi e-Monev Proyek SBSN. Adapun kegiatan tersebut akan
dilaksanakan secara virtual sebagai berikut:

Hari, tanggal : Selasa, 13 Januari 2026

Pukul ! 09.00 WIB s.d. selesai

Media :  Ms. Teams melalui tautan https:/s kemenkeu.go.id/BimtekEmonev2026
(Meeting ID; 447 507 354 935 72 ; Passcode: 7CF2d2Ct)

Agenda :  Bimbingan Teknis Pengisian Data Proyek pada Aplikasi e-Monev Proyek
SBSN

mengingat pentingnya kegiatan dimaksud, diharapkan kiranya untuk dapat hadir tepat pada
waktunya.

Admin Satker diharapkan dapat mengikuti rapat ini dengan menggunakan laptop/PC agar
dapat langsung mencoba melakukan pengisian data pada Aplikasi e-Monev dan dapat
menylapkan data untuk diinput sebagai berikut:

1. ldentitas Proyek: Nama Proyek, Tujuan Pembiayaan, Output dan Outcome (Dokumen
Perencanaan Proyek);

2. Dokumen DIPA : Nomor, Pagu, Rencana Penarikan DIPA;

3. Data Kontrak (apabila ada); dan

4. |dentitas KPA dan PPK.

Atas perhatian dan kehadiran Saudara kami mengucapkan terima kasih,

Direktur Pembiayaan Syariah

Deni Ridwan

Tembusan:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
2. Sekretaris Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan

%

Duokaiosn ini telah Jitaostatnng: ko sertifiknt elekironik yang diterbvitkan oleh Bakas Busar Sertifikion Elekoomk (BSrE), BSSN Uniuk memastion Keaslian Gands
tangaa clektronik, silakan pindai QR Code pada laman hitps:/satu kemenkew. go id atag unggab dokumen pads laman bttps://tee konsdigi go id venfyPDF
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Yth Bapak Ibu PIC SBSN Proyek TA
2026

Mohon perkenan untuk dapat
mengisi presensi Bimbingan Teknis
Pengisian Data Proyek pada Aplikasi
e-Monev Proyek SBSN melalui :

Link Untuk Presensi Online Internal :
https://satu kemenkeu.go.id/rapat
/hadiri/online/89e87679-e8d1-4bc4
-bfc1-e077665dcaba

Link Untuk Presensi Online Eksternal:

https://satu.kemenkeu.go.id/rapat
/eksternal/online/89e87679-e8d1

-abc4-bfc1-e077665dcaba

Materi terkait pengelolaan proyek
SBSN termasuk Aplikasi e-Monev
dapat diakses pada link:
https://bit.ly
/PengelolaanSBSNProyek

terima kasih 12.12
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KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

O BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
(S REPUBLIK INDONESIA
O Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310

Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor . B-00485/Dt.07.02/PA.05,05/01/2026 Jakarta, 9 Januari 2026
Sifat . Segera
Lampiran : 1 (salu) Berkas
Hal . Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Proyek
SBSN TA 2026 Pasca Blokir
Yth.
-Mohon Lihat Lampiran-
di Tempat

Sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-687/MK.03/2025 tanggal 31
Oktober 2025 hal Penguatan Dukungan Pelaksanaan Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026
dan Nomor S-817/MK.03/2025 tanggal 8 Desember 2025 hal Tindak Lanjut atas Surat Nomor
S-687/MK.03/2025 tanggal 31 Oktober 2025, bersama ini kami mengundang Saudara/i pada
pertemuan yang akan dilaksanakan pada:

HarilTanggal : Selasa, 13 Januari 2026
Waktu : 10.30 WIB - selesai
Tempat : Daring : Zoom Teleconference
Meeting ID : 844 3012 5017
Passcode :SBSN
hitps:/link bappenas.go.ld/SBSN2026
Agenda : Pembahasan Tindak Lanjut Proyek SBSN KKP TA 2026 Pasca
Blokir

Berkaitan dengan rencana tersebut, kami mohon kesediaan Saudara/i untuk dapat hadir
dalam pertemuan tersebut, Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr.
Haidar (HP: 0877-8502-9693).

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kaml mengucapkan terima
kasih,

Direktur Kelautan dan Perikanan,

Mohamad Rahmat Mulianda

Tembusan:
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup (sebagai laporan)

Deokumen ini telah ditand: i k k manggunakan sertifikat elekironik
yang diterbitkan cleh Balal Besar smnuw Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




DOKUMENTASI KEGIATAN
BRIEFING PAGI DUKUNGAN MANEJERIAL TERKAIT TINDAKLANJUT INDIKATOR
KINERJA PELAKSANA ANGGARAN (IKPA) TAHUN 2026
LINGKUP BALAI PPMHKP MAKASSAR
TANGGAL 3 MARET 2026




LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) TW |
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR
TAHUN 2026

Nama Indikator Persentase rencana umum pengadaan PBJ vyang

diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai PPMHKP
Makassar

Nama Tim Kerja Subbagian Tata Usaha

Periode Laporan Triwulan |

Nama Sasaran
Kegiatan

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan Akuntabel di
linkup Balai PPMHKP Makassar

Persentase Rencana Umum Pengadaan
diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai

PBJ yang

Nama Indikator PPMHKP

Kinerja (11) Makassar
/R TAHUN Capaian | Target
Ql Q2 Sm.| Q3 Q4 Sm.ll | Tahunan | Th. 2026 | Th. 2026
Target 77 77 77 77 77 77 77 77 77,00
Realisasi 100,00 - - - - - - -
% Capaian | 129,87 - - - - - - -
Catatan :
Q1,02,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4
Sm 1 = Capaian Q1 + Capaian Q2
Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4
Tahunan = Capaian di akhir tahun 2026

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi
pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa.
Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan
dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SIRUP dapat
merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari
persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum
Pengadaan (SIRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan
Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non
pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Untuk menghitung persentase capaian rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada
SIRUP lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar (%) menggunakan rumus sebagai berikut :

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa

Rp. 19.484.769. 000 x 100% = 100 %
Rp. 19.484.769. 000

Dengan demikian realisasi IKU pada triwulan | adalah sebesar 100 % dari target 77 % atau
capaiannya sebesar 129,87 %. Jadi untuk capaian realisasi Rencana Umum Pengadaan pada
triwulan | yang nilai pagu paket yang diinput dengan nilai yang diumumkan adalah sama.




Untuk melaksanakan program kegiatan dan anggaran pengadaan Barang/ Jasa yang mudah
diakses masyarakat, akuntabel dan transparan pada instansi pemerintah khususnya lingkup
Kementerian Kelautan dan Perikanan maka perlu disusun Rencana Umum Pengadaan berbasis
aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), berkaitan dengan hal tesebut Balai
PPMHKP Makassar sebelum melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa telah menyusun
Rencana Umum Pengadaan yang diuplod di aplikasi SIRUP. Pada triwulan | telah dilakukan revisi
kegiatan dan anggaran sehingga Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/ Jasa perlu
menyesuaikan, diinput serta diumumkan ke dalam portal Sistem Informasi Rencana Umum
Pengadaan (SIRUP). Adapun paket RUP yang telah diupload dan diumumkan sebanyak 45 paket
dengan sebesar Rp. 19.484.769. 000,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Paket Penyedia sebanyak 3 kegiatan Manajemen Mutu dengan jumlah anggaran Rp.
65.000.000,-

b. Paket Penyedia sebanyak 15 kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan dengan jumlah anggaran Rp. 1.258.232.000,-

c. Paket Penyedia sebanyak 21 kegiatan Dukungan Manajemen Internal dengan jumlah
anggaran Rp. 1.147.337.000,-

d. Paket E-Purchasing sebanyak 2 kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan dengan jumlah anggaran Rp. 7.200.000.000,-

e. Paket Seleksi sebanyak 3 kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan dengan jumlah anggaran Rp. 1.075.200.000,-

f. Paket Tender sebanyak 1 kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan dengan jumlah anggaran Rp. 8.739.000.000,-

Pada Tahun Anggaran 2026 nilai paket pengadaan barang dan jasa Rencana Umum Pengadaan
(RUP) Rp. 19.484.769. 000,-.. Keadaan dan posisi realisasi RUP sebagaimana pada tabel berikut:

Pagu Pagu Selisih
(Rp.) Pengadaan terumumkan (Rp.) Persentase
i (Rp.) (Rp.) i

No Kode Nama Program Pagu Program

Program dan Nilai
1 EC Tambah Daya 680,000,000 680,000,000 680,000,000 0 100 %
Saing Indusstri

Program dan Nilai

2 EC Tambah Daya 17,937,248,000 | 17,657,432,000 | 17,657,432,000 0 100 %
Saing Indusstri
Program
3 WA Dukungan 1,305,141,000 1,147,337,000 1,147,337,000 0 100 %
Manajemen

Untuk mengetahui capaian persentase pengadaan barang dan jasa yang telah diupload dan
diumumkan di Aplikasi SIRUP dapat dilihat di menu Moner sebagaimana seperti di bawah ini.




Adapun periode pelaporan untuk IKU ini adalah tahunan sehingga capaian triwulan tidak bisa diukur
hanya menggambarkan progres kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang diperoleh setiap
triwulan. Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian capaian persentase Rencana Umum Pengadaan
(RUP) Balai PPMHKP Makassar yang telah diinput ke dalam aplikasi SIRUP LKPP.go.id yang
dilaksanakan oleh tim Biro Umum dan Barang/ Jasa, Setjen KKP melalui draff Nota Dinas, tanggal 7
April 2026 persentase capaian IKU ini adalah 100 %.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan | sebagai berikut :

1. Menginput data kegiatan dan anggaran yang telah direvisi ke dalam aplikasi SIRUP pada
tanggal 12 Februari 2026;

2. Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretariat Jenderal yang ditanda tangan eletronik oleh PIt.
Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa, KKP tanggal 9 Februari 2026 Perihal : Permintaan
Justifikasi Persentase RUP Tidak Terumumkan sebesar 100% pada Satuan Kerja Tahun
Anggaran 2026, tanggal 11 Februari 2026;

Memperhatikan Nota Dinas Sekretariat Jenderal yang ditanda tangan eletronik oleh PIt.
Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa, KKP Nomor : 141/SJ.7/PL.410/11/2026 tanggal 9
Februari 2026 Hal: Permintaan Justifikasi Persentase RUP Tidak Terumumkan sebesar
100% pada Satuan Kerja Tahun Anggaran 2026, bersama ini Balai Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar telah menindaklanjuti dengan
Surat PIt. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Makassar, Nomor : B.529 /BPPMHKP.MKS/PL.410/11/2026 tanggal 11 Februari 2026 Perihal
: Justifikasi Persentase RUP Tidak Terumumkan Sebesar 100% Pada Satuan Kerja

Tahun Anggaran 2026;

3. Mengikuti Kegiatan Koordinasi Aplikasi SPSE dan Sirup Lingkup KKP melalu Zoom Meeting
“ Monitoring Pencatatan SIRUP Triwulan | Tahun Anggaran 2026” tanggal 5 Maret 2026;

4. Menginput data kegiatan dan anggaran yang telah direvisi ke dalam aplikasi SIRUP dan input
perbaikan data yang selisih pagu pengadaan dengan pagu terumumkan pada tanggal 5 Maret
2026;

5. Mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Pengadaan Barang/ Jasa melalui zoom meeting
tanggal 16, 17, 25 dan 26 Maret 2026.

Adapun sumberdaya manusia yang melaksanakan indikator kinerja ini selama tahun 2026 sebanyak
7 orang yang terdiri dari: KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Operator
SIRUP dan Operator SAKTI (Modul Persediaan, Aset Tetap dan GLP).

Alokasi Anggaran dan realisasi Triwulan | 2025 dan Triwulan | 2026 :

A. Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini pada triwulan | tahun 2025 sebesar
Rp. 65.568.000,- yang terdiri dari :

1. 3987.EBA.994, 002.E Layanan Perkantoran, Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai/ Pakaian
Kerja = Rp. 45.504.000,-

2. 3987.EBA.994, 002.F Layanan Perkantoran, Pengadaan Makanan/ Minuman Penambah
Daya Tahan Tubuh = Rp. 20.064.000,-




Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, pagu anggaran tersebut seluruhnya diblokir sehingga
tidak ada realisasi atau Rp 0,- %.

B. Alokasi anggaran awal untuk mendukung Indikator Kinerja (IKU) ini sebesar Rp. 17.565.000.000,-
namun telah dilakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 5.269.500.000,- sehingga alokasi
anggaran untuk mendukung kegiatan ini pada triwulan | tahun 2026 menjadi sebesar Rp.
12.295.500.000,- yang terdiri dari :

Andoaran Anggaran
No. Program dan Kegiatan 99 Setelah Efisiensi Realisasi
Awal e .
Efisiensi
1 2 3 4 5 6
3989.PDC.002, D Pengujian Mutu
1. Hasil Perikanan 365.000.000 255.500.000 109.500.000 31.197.050
- Belanja Barang Persediaan
Bahan Baku 291.500.000 182.000.000 109.500.000 31.197.050
- Belanja Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin 73.500.000 73.500.000 - -
2. | OB9IRAL.OOL SaranaPenguiian | 7500000000 | 2372000000 | 4.828.000.000 -
- Belanja Modal Peralatan dan
Mesin (Pengadaan Alat Lab.) 5.700.000.000 1.622.000.000 4.078.000.000 -
- Belanja Modal Peralatan dan
Mesin (Sarana Pendukun Lab.) 1.500.000.000 750.000.000 750.000.000 -
3. | S989.RBQ.001, Prasarana 10.000.000.000 | 9.668.000.000 | 332.000.000 | 527.361.000
Pengujian Mutu
Belanja Modal Gedung dan
Bangunan yang terdiri dari :
- Konstruksi Bangunan Gedung 8.739.000.000 8.739.000.000 - -
Laboratorium.
- Perencanaan Teknis 680.000.000 528.000.000 152.000.000 527.361.000
Pembangunan Gedung
Laboratorium
- Pengawasan Konstruksi 395.200.000 395.200.000 - -
Pembangunan Gedung
Laboratorium
- Pengelola Kegiatan 185.800.000 5.800.000 180.000.000 -
Pembangunan Gedung
Laboratorium
Jumlah (1+2+3+) 17.565.000.000 | 12.295.500.000 5.269.500.000 558.558.050

Pada Triwulan | 2025 Indikator Kinerja (IKU) ini realisasi anggaran 0 % karena anggaran diblokir tidak
bisa direalisasikan dan jika dibandingkan pada Triwulan | 2026 IKU ini realisasi anggaran sebesar
Rp. 558.558.050,- dengan persentase 4,54 %, dan persentase realisasi mengalami kenaikan sebesar
4,54 %,

Pada Triwulan | Tahun 2025 Persentase Indikator Kinerja Utama (IKU) ini sebesar 99,06 % jika
dibandingkan dengan pada Triwulan | Tahun 2026 Persentase Indikator Kinerja Utama (IKU) ini

sebesar 100,00 %, persentase realisasi IKU ini mengalami kenaikan sebesar 0,94 %




Kelautan dan perikanan adalah salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap
perekonomian Negara, dimana sebagai negara dengan luas wilayah laut yang mencapai dua pertiga
dari total luas wilayah, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam laut yang sangat melimpah.

Salah satu sumber daya alam yang paling bernilai adalah hasil perikanan, yang tidak hanya berperan
sebagai sumber protein hewani utama bagi masyarakat, tetapi juga sebagai sumber mata
pencaharian bagi jutaan orang

Untuk itu pengelolaan sektor kelautan dan perikana harus tetap dioptimalkan dalam rangka
memastikan sektor ini tetap tumbuh dan berkembang, dan diperlukan upaya yang sangat serius
dalam pengelolaannya

(KKP) sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sektor ini, tentunya memerlukan
anggaran yang tidak kecil, mengingat luasnya wilayah perairan serta kompleksitas permasalahan di
sektor tersebut.

Menghadapi tantangan besar terkait dengan alokasi anggaran yang terbatas di tengah kebutuhan
yang semakin besar. Sebagai respons terhadap situasi ekonomi yang serba sulit, pemerintah sering
kali terpaksa melakukan efisiensi anggaran, yang berpotensi berdampak pada berbagai program
dan kegiatan yang telah direncanakan.

Di sisi lain, efisiensi anggaran yang dilakukan dengan tepat dapat memaksimalkan dampak
positifnya tanpa mengorbankan keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan. Efisiensi anggaran
pemerintah tentu memiliki dampak yang siginifikan terhadap pengelolaan sektor elautan dan
perikanan, namun semua itu bukan berarti membuat program pengembangan dan pemberdayaan
sektor ini berjalan ditempat atau mapah berhenti.

Sektor kelautan dan perikanan dengan ruang lingkup yang sangat luas memiliki beragam
kompleksitas permasalahan di dalamnya.

- Penangkapan lkan;

- Budidaya Perikanan;

- Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;

- Penataan Ruang Laut;

- Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan;

- Pengendalian dan Penjaminan Mutu Produk Perikanan;
- Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Dlsektor Kelautan dan Perikanan :

Seiring dengan upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran, tentunya tidak
berlebihan jika banyak pihak yang khawatir bahwa kebijakan ini dapat berdampak negatif pada
kinerja pemerintah di sektor kelautan dan perikanan.

Anggaran yang terbatas tentu akan mempengaruhi berbagai program yang telah direncanakan,
mulai dari pengelolaan sumberdaya , penguatan pengawasan sumber daya hingga
pembangunan infrastruktur kelautan yang sangat dibutuhkan.

Namun, disisi lain kita juga harus menyadari bahwa anggaran yang tidak efisien akan
memperburuk masalah yang ada. Oleh karena itu, efisiensi anggaran yang dilakukan secara
bijak harus mampu mengoptimalkan kinerja pemerintah tanpa mengorbankan program prioritas
serta tujuan jangka panjang.

1. Penurunan Kualitas Program : Salah satu dampak utama dari efisiensi anggaran yang
diterapkan secara drastis adalah penurunan kualitas program yang ada. Efisiensi anggaran
berpotensi mengurangi jumlah atau cakupan program, serta menurunkan kualitas
pelaksanaan kegiatan yang dapat merugikan sektor ini dalam jangka panjang

2. Keterbatasan Infrastruktur : Infrastruktur kelautan dan perikanan, termasuk pelabuhan
perikanan, sarana pengolahan produk, dan fasilitas pengawasan, membutuhkan investasi
yang signifikan. Efisiensi anggaran dapat menyebabkan keterbatasan dana untuk
membangun atau memelihara infrastruktur yang sangat penting ini, yang pada gilirannya
akan menghambat pertumbuhan sektor ini




3. Sumber Daya Manusia : Pengembangan SDM sektor kelautan dan perikanan memerlukan
dana yang cukup untuk pelatihan, pendidikan, dan penelitian. Efisiensi anggaran yang
berlebihan dapat mempengaruhi kualitas pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada
para masyarakat pelaku industri perikanan, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada
produktivitas dan kualitas hasil perikanan.

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) berbasis Web (Web based) mendukung misi
Asta Cita ke 7 yaitu “ Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”. Hal ini disebabkan karena dengan adanya
aplikasi SIRUP maka transparansi pada pengelolaan sistem pemerintahan dapat terlaksana dengan
baik, masyarakat dapat secara langsung mengakses pengadaan barang dan jasa.

Manfaatnya sebagai berikut :

1.

SIRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web
based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP

SIRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya.
SIRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam
mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.

Pengguna langsung mengisi RUP ke dalam aplikasi SIRUP pada website LKPP dengan alamat
: inaproc.lkpp.go.id/SIRUP;
Untuk mengukur akuntabilitas dan tranparansi Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan Makassar dalam pengadaan barang/ jasa

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Potensi masalah : Kesalahan Input data relatif tinggi pada pada aplikasi SIRUP

Rekomendasi rencana aksi triwulan

berikutnya Penanggung Jawab

- Verifikasi data SIRUP dilakukan oleh

- Validasi data SIRUP dilakukan oleh Kuasa

- Melakukan pemutakhiran data SIRUP jika Ketua Tim Kerja Subbagian Tata Usaha

ada revisi DIPA/ RKA-KL.

Kasubag Umum dan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK).

Pengguna Anggaran (KPA)

Hasil tindak lanjut rekomendasi rencana aksi

triwulan sebelumnya Penanggung Jawab

Perubahan atau Revisi Kegiatan dan | Ketua Tim Kerja Subbagian Tata Usaha
Anggaran (Revisi POK) telah disampaikan
oleh bagian Program ke Operator/ Admin

Sistem Informasi Rencana Umum
Pengadaan (SIRUP) melalui chat Whats App
(WA).
Makassar, 13 April 2026
Penanggung jawab Indikator Kinerja,
3
e

Karwit, S.Pi




RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
TRIWULAN [ - 2026

TSP UK 0106 2008

TAHUN ANGGARAN : 2026

‘Satuan Kerja: Balai Bosar Karantina than Pengendakan Mutu Dan Keamanan
PAKPA
Motammad Zamrud, SPiL. MP
196710021992022001
1. Paket Penyedia
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2. Paket Swakelola
2.1, Paket Swakelola Terumumkan

2.2 Dral Paket Swakelola
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3. Paket Penyedia Dalam Swakelola
3.1, Paket Penyedia Dalam Swakelola Terumumkan
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1. Foto Dokumentasi Kegiatan : Menginput data kegiatan dan anggaran yang telah direvisi ke dalam

aplikasi

SIRUP pada tanggal 12 Februari 2026

2. Berkas pendukung kegiatan: Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretariat Jenderal yang ditanda tangan
eletronik oleh PIlt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa, KKP Perihal : Permintaan Justifikasi
Persentase RUP Tidak Terumumkan sebesar 100% pada Satuan Kerja Tahun Anggaran 2026.
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3. Foto Dokumentasi Kegiatan : Mengikuti Kegiatan Koordinasi Aplikasi SPSE dan Sirup
Lingkup KKP melalu Zoom Meeting “ Monitoring Pencatatan SIRUP Triwulan | Tahun
Anggaran 2026” tanggal 5 Maret 2026.
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Purchases BPPMHKP :
6 . 7 online @ \

Biro PBJ is inviting you to a
scheduled Zoom meeting.

Topic: Koordinasi Aplikasi
SPSE dan SIRUP lingkup KKP
Time: Mar 5, 2026 09:00
Bangkok

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom,us/|
/6503953737 2pwd=YSNsqPrk
L09Zz5Un3s6FUCLTBI6Xmi.1
&omn=87248659964

Meeting ID: 650 395 3737
Passcode: BPBJ

Join instructions
hitps.//us02web, . zoom.us
{meetings/87248659964
Jnvitations?signature=
VdymeeaSmgBHQLLNSeruxc
ABe2xo8LBwxovabSAZgU8

menginfokan utk agenda kgiatan
besok pagi .,

R 3

5 Maret 2026

«

sJ SIRUP PBJ Jalil
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4. Foto Dokumentasi Kegiatan : Menginput data kegiatan dan anggaran yang telah direvisi ke dalam
aplikasi SIRUP dan input perbaikan data yang selisih pagu pengadaan dengan pagu terumumkan
pada tanggal 5 Maret 2026.

5. Mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Pengadaan Barang/ Jasa melalui zoom
meeting tanggal 16, 17, 25 dan 26 Maret 2026. Surat Undangan Pelatihan Kantor
Sendiri (PKS) Pengadaan Barang/Jasa dan Foto Zoom Meeting

¢« @D

Participants (388)

Bakhtiar - BPP, a

J Belanja lebih mudah dan sederhana
O Transparan
J Keterbukaan
O Pengawasan lebih baik
J Akses lebih luas
Kenapa a
belanja melalui Q
E-purchasin
-p g Q
(8

Efisiensi Waktu
Persaingan lebih terbuka
Tercatat secara digital e

selama tersedia dalam katalog
Catatan khusus: harga satuan produk'/yang tercantun
harga final, harga tersebut merupakan satuan tertingg
kecuali jika harga satuan produk tersebut berupa harg:
Dokumen Penelaahan Kategori Produk dan Dokumen P

PKS - Mini Knmpetini Nemgedass Barang Je.

Vo o e 2 o e D =CB ¢ e n & b vowm JBM
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6. Bukti Penyampaian Revisi POK Kegiatan dan Anggaran

0536 @0 - 02T % E £

& Lina Keu O

05.02

10.39 W/

12 Februari 2026

RINCIAN KERTAS KERJA
SATKER (61).pdf ¥,
13 halaman * 43 kB + PDF

RKAKL revisi kemarin 08.02

Terima kasih bu Lin 54,



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS

NOMOR 283/SJ.7/PL 4101V/2026
Yith Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretanat Jenderal
Sekretars Inspektorat Jenderal
Sekretans Direktoral Jenderal Penataan Ruang Laut
Sekretaris Direktorst Jenderal Pengeloiaan Kelautan
Sekratars Direktorat Jenderal Pesikanan Tangkap
Sekrotans Direktorat Jenderal Pesikanan Bud Daya
Sekretars Direktorat Jenderal Periguatan Daya Saing Produk
Kelautan dan Perikanan
. Sekretars Drektorat Jenderal Pangawssan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan

N RLN -

© @

Badan dan Py

Manusia Kelautan dan Perikanan

10 Badan

Kelautan dan Perikanan

11. Diraktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Parikanan
Dan Kepala 8iro Pengadaan Jasa
Hal - Penyampaian Hagil Pechitungan Capaan Indikator Kinerja Persentase

Rencana_Usmum Py d KKP yang D
pada SIRUP Tawulan 1 Tahun Anggaran 2026
Satu berkas
7 April 2028

Sumber Days

Mutu Hasil

Lampiran
Tanggal

Kawajiban mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah
kehasgan hukum bagh Pengouna Anggaran (PAVKussa Pengguna Anggaran (KPA)
al dasrah, Py Presiden Nomor
16 Tahun 2018 setagaimana diubah datam Peraturan Presiden Nomar 12 Tahun
2021

Pada 1ahun anggaran 2026, Kelautan dan P an memiiii
156 (seratus bma puluh enam) saluan kerfa Pengelols DIPA AKLT dan tersebar pada
10 (sepuluh) Unit Kera Eselon | Seluruh satuan kea tersebut telah melakukan
kogiatan beianja yang dalam bentuk Rencana
Umum Pengadaan (RUP) pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
(SIRUP). Target dari keglatan tersebut adalah

RUP atau RUP Terumurmkan pada apliasi SIRUP 100% sebagaimana hal tersebut
talah menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi mandatory penilaian

REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM
PENGADAAN TRIWULAN 1 TAHUN ANGGARAN 2026 PER SATUAN KERJA

= [01) Sekretariat Jenderal ~ 3 Satkor.

7. Berkas pendukung “ Draff Nota Dinas Capaian IKU RUP TW | 2026 Lingkup KKP “

2

Bordasarkan manual indikator perhitungan capaian IKU untuk persentase
Rencana Umum KKP yang SIRUP
Triwulen 1 Tahun Angasran 2026, formula dan ketentuan perhilungannys adalah
sebagal berikut

Formulasi pengukuranipeniiman
Nilai Reneana Umum PB) yang diumumkan pada aplikasi SIRUP
Pagu Pengodaan Barang/Jasa

x 100%

Jikn RUP yang diumumkan unit kerjn melebit pagu pengadaan
sefingga persentase akan bemilai lebdh dar 100%. Maka selisin
persentase RUP yang dumumkan lersebul akan menjsdi pengurang
terhadop angka capaian indikator ini

Saat ini telah ditskukan kompilasi gan rexapitulasl data hasil perhitungan
capatan Indéator Kinerja untuk persaniase Rencana WUmum Pengadaan pada satiap
Unit Keria Eseton | di lingkungan KKP yang Siumuiiikan padi SIRUP Trawutan 1 Tahun
Anggaran 2026, Sebagal ifcriiasi, sampal dengan wakiu cuf off dats untuk

5 RUP tanggal 7 Aprd 2025 pukut 22:00 WIB,
dengan hasd sebagnimana terlampir

Demikian disampaikal, stas atens: dan kerja sama dari seluruh pihak terkat
dalam upayn peninghatan kingtia perencansan PB. yang telah diaksanakan, kami
ucapkan tenma kasih.

Ditandatangani
' Secara Elektronik

Teguh Witowo

Tembusan
Sekretans Jenderal

Lampiran 2

Nomor  © 283SJ7PLEIDNIVI2026
Tanggal -7 Apnl 2026

OF  |SEXRETARIATENDERAL g L 900 | 479.000437 400
[ 00004 [ Perusit Inonmast SUmot D2y Ksan i Pursus s 14.473,808,000 14,471,000 200 0] 100,00%: Suds sesun
2 [ g2y [emouMUM sEDEN P warnaazioee | earzia 000 0] 100.00%] wten seaun
2 | poo0sn [LrMBAGRPENGELOLA MODW USANA KELAITAN DARBERIKANSE a.3m303 0¢0 8,200,300 800 0 00.00%; “watan Seviin
« (13) Badan Peng dan Peng Mutu Masil dan Perikanan - 47 Satker
PAGU PTNGADALN
MADAN oA 230487
B KeLATAN DA% PERIKANAN .
1 AZrsim BALAI BESAN KIPN DAN K1 MAXASTAN 10,484, 789,000 19 404,760,000 o 100.00% Scduh Setus
2 SO7010  [BALAI P M DAN KHP BALKPAPAN 1.143.821.000 1.143.921.000 0] 100.00m  |GudohSesus
3 LN BALAINIP M DAN KMP LAMPUNG 1,079,285, 000 1.0260.30 05,000 o 100 DOM Satah S
4 BAOTS  |MALAIKIFM AR KHP AMBON 1,200,462, 000 1.339,462.000 of 10000 |satahseus
5 G060 [BALKIIIPM DAN KHP BANARMAS I 1,067,310.020 1067510000 of 1000w |scaonsesus




FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK)
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
MAKASSAR TAHUN 2026

Nama Indikator : | Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar
(Indeks)
Nama Timja . | Subbagian Tata Usaha
Periode Laporan : | Triwulan 12026
Nama Sasaran . | Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan
Kegiatan Balai PPMHKP Makassar
Nama Indikator : | Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai PPMHKP Makassar
Kinerja (Indeks)
Capaian Target
TIR U e Th.2026 | Th.2026
Q1 Q2 Sm.l Q3 Q4 Sm2 Tahunan
Target 35 35
Realisasi 3,92
%Capaian 112
Catatan :
Q1, Q2,Q3,Q4 =Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4
Sm | = Capaian Q1 + Capaian Q2
Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4
Tahunan = Capaian di akhir tahun 2026

Isu Utama dan Implikasi (Apayang terjadi dan implikasinya?)

Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan
masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat
masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik.
Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM),
masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasaan layanan dapat
mengakses Aplikasi Survey Kepuasaan Masyarakat dengan alamat
https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14 .

Dimulai dari triwulan Il tahun 2023, e-survey telah terintegrasi untuk seluruh Kementerian Kelautan
dan Perikanan yaitu menggunakan Aplikasi SUSAN (SUrvey kepuaSAN masyarakat) melalui link
https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14. Materi survey terdiri dari 9 unsur berupa Ul. Persyaratan
Layanan; U2. Kemudahan Prosedur; U3. Waktu Penyelesaian; U4. Kesesuaian Biaya; US5.
Kesesuaian Produk; U6. Kecepatan Respon; U7. Kemudahan Fitur / Kemampuan Petugas; U8.
Layanan Konsultasi; U9. Kualitas Isi / Sarana.

Aplikasi SUSAN ini membagi survey berdasarkan jenis layanan. Untuk Balai Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar survey dilakukan terhadap 11
(Sebelas) jenis layanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPPMHKP nomor 45 Tahun 2024
tentang Standar Pelayanan Publik Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan, yaitu:

- Laporan hasil uji mutu produk perikanan

- Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya lkan Yang Baik (CBIB)

- Penerbitan Sertifikat Cara Distrisbusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB)

- Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)

- Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB)

- Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB)

- Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan lkan Yang Baik (CPIB)

- Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

- Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)

- Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI)

- Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard

Analysis and Critical Control Point (HACCP)



https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14
https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14

Survey juga dilakukan terhadap setiap pengguna jasa yang menerima layanan dengan jumlah
sampel minimal mengacu pada formula Isaac & Michael sebagai berikut:
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Jumlah layanan yang dilakukan pada Triwulan | Tahun 2026 sebanyak 2.649 kali, maka
berdasarkan tabel diatas jumlah populasi sebanyak 2.800 minimal sampel responden yang
diambil adalah sebanyak 336 responden. Hasil survey kepuasan Masyarakat diketahui jumlah
responden sebesar 368, hal ini sudah memenuhi jumlah minimal responden sesuai dengan
formula Isaac dan Michael tersebut.

Indeks Kepuasaan Mayarakat (IKM) di hitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang”
masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitung Survei Kepuasan Masyarakat terdapat 9
unsur pelayanan yang di kaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan
rumus sebagai berikut:

Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot =1 = 0.1111.
Jumlah Unsur 9

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang
dengan rumus sebagai berikut :

IKM = Total dari nilai persepsi perunsur X Nilai penimbang
Total Unsur yang terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian
tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

Sebagai amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan MENPANRB
No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik, maka secara rutin Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan (PPMHKP) Makassar melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat
sebanyak 4 kali dalam setahun untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna
layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh
Balai PPMHKP Makassar.




Pada triwulan | Tahun 2026 Balai PPMHKP Makassar telah melaksanakan survey terhadap 368
responden, dengan nilai Indeks Kepuasan IKM 3,92 atau sebesar 97,96 setelah dikonversi
(Sangat Baik). Nilai IKM tersebut melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 3,5 atau capaian
112%. Apabila data Hasil IKM Triwulan | Tahun 2025 dibandingkan dengan TW | Tahun 2026,
maka nilai unsur pelayanan dapat dilihat sebagai berikut:

1 Kesesuaian persyaratan 3.733 3,935 *
2 Kemudahan prosedur 3.731 3,921 f
3 Kesesuaian jangka waktu penyelesaian 3.724 3,924 f
4 | Kesesuaian biaya 3711 3,902 4
5 Kesesuaian produk 3.741 3,932 f
Kecepatan respon (membuka halaman,
6 konten, pencarian informasi, 3.706 3,905 f
unduh/unggah) dari aplikasi
7 Kemudahan dalam penggunaan fitur 3.716 3,908 f
8 Layanan konsultasi dan pengaduan 3.746 3,921 f
9 Kualitas isi/sarana 3.706 3,918 *
Nilai IKM 93,32 97,96
Indeks 3,92

Data Rincian Responden survey IKM Triwulan | Tahun 2026 yaitu:
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Jika dilihat nilai perunsur, nilai unsur yang paling rendah adalah unsur kesesuaian biaya, unsur
Kompetensi Pelayanan, serta unsur Perilaku Pelaksana. Berdasarkan Peraturan MenPANRB
nomor 14 tahun 2017, rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai
dari unsur yang paling buruk hasilnya. Untuk itu perlu dilakukan tindakan perbaikan unsur
kesesuaian biaya, unsur Kompetensi Pelayanan, serta unsur Perilaku Pelaksana walaupun nilai
unsur tersebut sudah berada dalam kategori Sangat Baik.

Dalam pelayanan sertifikasi ekspor, Balai PPMHKP Makassar menggunakan Aplikasi SIAP Mutu
(Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Mutu) dalam rangka penerbitan SMKHP digunakan
pertanggal 1 Maret 2025 secara serentak semua UPT BPPMHKP yang dikembangkan oleh
Sekretariat BPPMHKP. Namun dalam pelaksanaannya Aplikasi SIAP Mutu masih dalam tahap
penyempurnaan dan masih ada fitur yang dibutuhkan bagi petugas pelayanan dan pengguna
layanan.

Jika dibandingkan dengan indeks kepuasan masyarakat pada periode triwulan | pada tahun 2025,
maka nilai IKM pada triwulan 1 2026 mengalami peningkatan dari 93,32 menjadi 97,96 atau (3,93).
Hal ini menunjukkan upaya perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh Balai PPMHP Makassar
memperoleh respon positif dari masyarakat.

Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dari Triwulan | Tahun 2025 ke Triwulan | 2026
sejalan dengan layanan konsultasi petugas pelayanan pasca transisi penerapan regulasi ekspor
komoditi perikanan. Petugas pelayanan memberikan informasi dan solusi terhadap kebingungan
pelaku usaha tentang penerapan regulasi ekspor komoditi perikanan, serta petugas lebih
komunikatif meminta kritik, saran dan masukan terhadap peningkatan pelayanan publik dari Balai
PPMHKP Makassar.

Namun demikian dalam kegiatan survey kepuasan Masyarakat ini masih perlu dioptimalkan
karena masih terdapat jenis layanan yang belum disurvey terutama bagian sertifikasi hulu, yaitu
Sertifikasi CPIB diatas Kapal, Sertifkasi CDOIB, Sertifikasi CPOIB, Sertifkasi CPPIB, Sertifikasi
SPDI. Berdasarkan realisasi pada Triwulan | tahun 2026, kegiatan sertifikasi CPIB Kapal dan
sertifikasi SPDI seharusnya dapat diperoleh data survey karena telah terlealisasi kegiatan
Sertifikasi SPIB Kapal sebanyak 5 kegiatan dan Sertifkasi SPDI 1 kegiatan. Petugas telah
mengirimkan link survey, namun kesadaran pelaku usaha dalam pengisian survey masih sangat
rendah. Sedangkan Sertifkasi CDOIB, Sertifikasi CPOIB, Sertifkasi CPPIB belum ada kegiatan
pada triwulan | tahun 2026.

Nilai IKM dapat ditingkatkan dari unsur Layanan konsultasi dan Pengaduan pada Triwulan | Tahun
2026. Balai PPMHKP Makassar telah mengintegrasikan sistem penanganan pengaduan dalam
aplikasi LAPORI!. Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu ini membuat
masyarakat memiliki satu saluran pengaduan secara nasional. Pada Triwulan | tahun 2026,
terdapat konsultasi tatap muka sebanyak 6 kali, 10 kali konsultasi melalui telepon/Whatsapp, dan
Media Sosial sebanyak 1 kali. Adapun pengaduan melalui aplikasi LAPOR! sebanyak 17 kali
dengan kategori permintaan informasi. Pengaduan melalui tatap muka, telepon/WhatsApp dan
aplikasi LAPOR! tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan tuntas.

Pada tanggal 12 Februari 2026, Balai PPMHKP Makassar menerima penghargaan Keterbukaan
Informasi Publik dengan predikat “INFORMATIF” yang ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan
Perikanan RI, Bapak Sakti Wahyu Trenggono Nomor B.1272/MEN-KP/XI1/2025. Kegiatan tersebut
dirangkaikan dengan Kick Off Monitoring Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.

Balai PPMHKP Makassar berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik secara
berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan melaksanakan:




5 Januari 2026, Balai PPMHKP Makassar memberikan penghargaan Petugas Pelayanan
Teladan serta Pegawai Teladan untuk semester Il tahun 2025;

7 Januari 2026, Customer Service melakukan pendampingan Permintaan informasi tentang
tata cara pendaftaran nomor registrasi negara mitra pada Aplikasi SIAPMutu serta melakukan
pendampingan mulai dari pembuatan akun PPK Online dan pengisian data dukung PPK
Online;

12 Januari 2026, Surat dari Sekertariat Jenderal KKP mengenai Pemutakhiran informasi
publik berkala pada website PPID Tahun 2026;

30 Januari 2026, Balai PPMHKP Makassar melaksanakan kegiatan Kampanye Hemat Energi
dan Jumat Bersih (ASRI) sebagai wujud komitmen dalam menjaga kebersihan lingkungan
kerja serta mendorong penggunaan energi secara bijak, serta untuk pelayanan publik yang
prima;

4 Februari 2026, Sharing Session Pelaporan Gratifikasi tentang Peraturan KPK Nomor 1
Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan
Gratifikasi dengan narasumber Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi Balai PPMHKP Makassar;
5 Februari 2026, Sosialisasi Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Kapal melalui
Aplikasi SIAP MUTU dihadiri oleh Pengguna Jasa dan Pemangku Kepentingan

11 Februari 2026, Sosialisasi Peraturan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi No 1 Tahun
2026 tentang Pelaporan Gratifikasi oleh Inspektorat Jenderal KKP;

12 Februari 2026, Rapat Internal Pembahasan Inovasi Pelayanan Publik Jempol Jala ekspor-
Jempol Imut;

26 Februari 2026, Sosialisasi Pengisian Checklist CPIB Kapal pada Aplikasi SIAP MUTU
sebagai bagian dari upaya penguatan sistem penjaminan mutu hasil perikanan sejak tahap
hulu;

26 Februari 2026, Morning Briefing Petugas Pelayanan Dan Inspektur Mutu Balai PPMHKP
KKP Makassar.

Bukti komitmen petugas pelayanan dan IMUT/AIMUT tersebut menghasilkan Indeks Kepuasan
Masyarakat pada Triwulan | 2025 meningkat dari 93,32 menjadi 97,96 atau (3,93). Namun
demikian peningkatan berkelanjutan melalui kritik dan saran pengguna layanan tetap dilakukan,
sehingga kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan dan dipertahankan.

Adapun kritik, saran dan masukan dari masyarakat melalui aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat
terdapat tanggapan sebagai berikut;

Diupayakan lebih banyak petambak yang paham terkait budidaya CBIB
Pelaksanaan uji lab mohon untuk diberitahukan jika sudah selesai
semoga kedepannya ada layanan call centre seperti app sipetta dulu
keramahan memberikan pelayanan lebih di tingkatkan lagi

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan
indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut:

No. | Jabatan Jumlah
1. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya 4
2. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda 9
3. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama 2
4. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia 1
5. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mabhir 1
6. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil 3
7. PPPK 12




8. PJILP 5
TOTAL 37

Anggaran

Alokasi anggaran kegiatan survey kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap pelayanan
publik Tahun 2026 yaitu 3987.EBA.994.02. A. Operasional Perkantoran Dukungan pelayanan
publik sebesar Rp. 1.200.000,-. Hingga Triwulan | Tahun 2026, anggaran yang sudah terealisasi
sebanyak Rp. 100.000,- dengan sisa anggaran sebanyak Rp. 1.100.000,-.

Alokasi anggaran awal kegiatan survey kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap pelayanan
publik Tahun 2025 yaitu Rp. 1.292.244.000,- dan terjadi revisi anggaran awal menjadi Rp.
356,509,000,-. Anggaran dari Tahun 2025 dengan tahun 2026 berbeda sangat signifikan.

Program Nasional

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu prioritas nasional karena dapat digunakan
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah memberikan perhatian atas
percepatan digitalisasi pelayanan publik sejalan dengan Asta Cita yang ke 5 yaitu Memperkuat
reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan
korupsi dan narkoba. Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tools untuk mengetahui tingkat
kepuasan masyarakat/ pengguna jasa di Sulawesi Selatan untuk menyatakan persepsi atas
kepuasaan layanan yang telah diperoleh oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Yang mana
Survey ini dapat mengetahui kritik, saran dan masukan dari Masyarakat pengguna layanan pada
Balai PPMHKP Makassar untuk memperbaiki layanan menjadi pelayanan publik yang prima.

ASN BERAHKLAK

IKU ini mendukung budaya ASN yang berakhlak dilingkup Balai PPMHKP Makassar yaitu
Berorientasi Pelayanan. ASN berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan
masyarakat. Ini mencakup memahami kebutuhan masyarakat, bersikap ramah, cekatan, solutif,
dan dapat diandalkan, serta terus melakukan perbaikan. Survey Kepuasan Masyarakat sebagai
alat untuk mengetahui saran kritik masukan Masyarakat untuk perbaikan pelayanan publik Balai
PPMHKP Makassar untuk meberikan pelayanan yang prima.

Aspek Pemanfaatan

Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Balai PPMHKP Makassar dapat mengetahui
tingkat kepuasan masyarakat/ pengguna jasa di Sulawesi Selatan untuk menyatakan persepsi
atas kepuasaan layanan yang telah diperoleh oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Survey
kepuasan Masyarakat ini sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik
yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan
adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat
mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Belum semua jenis layanan terutama bagian sertifikasi hulu yang dilakukan survey kepuasan
Masyarakat oleh Inspektur/ Asisten Inspektur Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Rekomendasi rencana aksi triwulan | Penanggung Jawab
berikutnya

- Perlu dilakukan briefing/ sharing session | Ketua Tim Kerja Subbagian Tata Usaha
kepada petugas pelayanan dan Inspektur/
Asisten Inspektur Mutu terkait masukan




kepada pengguna layanan untuk perbaikan
pelayanan publik.

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana
Aksi triwulan sebelumnya

Penanggung Jawab

- 20 Januari 2026, Briefing Pagi Petugas
Layanan Kantor Balai PPMHKP Makassar
tentang sharing informasi mengenai isu-isu
global dan meningkatkan pelayanan publik;

- Januari s.d Maret 2026, Customer service
melakukan asistensi tata cara pendaftaran
nomor registrasi negara mitra aplikasi
SIAPMUTU kepada UPI.

Yang dimana hasilnya IKM meningkat di
triwulan 1 2025 dari 93,32 dan Triwulan | 2026
menjadi 97,96.

Ketua Tim Kerja Subbagian Tata Usaha

Makassar, Maret 2026
Pananggungjawab Indikator Kinerja

Karwit




DOKUMENTASI PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TRIWULAN I TAHUN 2026

AEVENTTR AN

¥ ) X WA s 08

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Badan Mutu KKP Makassar

Triwulan | Tahun 2026

Infografis Nilai IKM Triwulan | Tahun 2026

L1 Susan KxP o M ¢ "

Dastnard Survey Caprwn 2002035

-----

ne aec

Screenshot Dashboard Aplikasi SUSAN KKP



L - e

Susan KKP =

Darinat

T Woppeg Dats
T Lapeens
Bate D

B g LY U

v S0 par Preis
Larans

Lapocan SKM Detall

Do KM

50 Durts tovskenir Tow L2026, wrmuk sclenghasonmgs sis

L Mera urs Taven
Tt KM e oo
...... P e
. Lo WM M e
x e
’ "o Wt W
o~ faw 1FU ety
"

a 4wl

P e -

i -

CE—

tating Wl b | Ampendss
- "
ax ur
i wao
an -

Screenshot Aplikasi SUSAN KKP yang memperlihatkan nilai IKM Triwulan | Tahun 2026

e » g B

. —

Bartvey Kepisrsa Matyor st
L B Basw KFW Mabassw

T Lrvenar

A P by

g

. us

SLuBUDLYNCOCTaANGE

*2 Dlw |

& e LD

Screenshot tampilan isian survey kepuasan masyarakat pada aplikasi SUSAN KKP

DOKUMENTASI PENGISIAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

TRIWULAN | TAHUN 2025



®
Terimakasih

DOKUMENTASI PENGHARGAAN PETUGAS PELAYANAN TELADAN &
PEGAWAI TELADAN SEMESTER 11 TH 2025

== 8 WSERNLT - 0F

DOKUMENTASI KAMPANYE HEMAT ENERGI & JUMAT BERSIH DI
LINGKUNGAN BADAN MUTU KKP MAKASSAR

R NSRS . 00




DOKUMENTASI SOSIALISASI SERTIFIKASI CARA PENANGANAN IKAN YANG
~ BAIK (CPIB) KAPAL MELALUI APLIKASI SIAP MUTU

U= s mmEITs

DOKUMENTASI RAPAT INTERNAL PEMBAHASAN INOVASI SUEMPOL

DOKUMENTASI MORNING BRIEFING PETUGAS PELAYANAN DAN INSPEKTUR
MUTU BADAN MUTU KKP MAKASSAR



ALY & !
o AR 1

o

Sosialisasi Ponginian Checkiist Carn
Ponanganan Ikan yang Baik (CHB) di Atas
Kaps pada Aplikesl SIAP MUTU

DOKUMENTASI MORNING BRIEFING PETUGAS PELAYANAN DAN INSPEKTUR
MUTU BADAN MUTU KKP MAKASSAR

D= = nanms - Ot

DOKUMENTASI ASISTENSI KEPADA PENGGUNA APLIKASI SIAP MUTU
TRIWULAN | TAHUN 2026

Januari 2026 Februari 2026



DOKUMENTASI POSTINGAN
PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN PREDIKAT
“INFORMATIF”

Berpredikat Informatif, Badan Mutu KKP Makassar £ mm
Terima Penghargaan dalam Forum Keterbukaan '

Informasi Publik Lingkup Kementerian )
Kelautan dan Pertkanan "ONHORING n‘“ EVAL"IS'
* NETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2026




DOKUMENTASI POSTINGAN

Sharing Session Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan
atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi
== X6 g = 08 Q== T RN~ 0

Sharing Session Peraturan KPK

Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan
Atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019
tentang Pelaporan Gratifikasi

2001 p @ Ve o o iy AT A
T e e T LT § T T T} i1 e

DOKUMENTASI KUNJUNGAN LAPANGAN PENDAMPINGAN PRA SKP PADA
UMKM PERIKANAN

== %m0

DOKUMENTASI PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN |
TAHUN 2026

® |nstagram



= ammnan e Q)

2R TN reb i (W
Indexs Kopussan Masyarakat |IKM) VAN ARIT] P LA WL
Badan Muty KKP Makassar 2

Tobwion | b 20X

e g
RESPONOE N
[160¢ 205}

3,92

Facebook
» (™ Y W VDT
o0 me o

Poatingan Badan Mate KKP Mahassat »

PO -

. R e

1 MRy arabal [INN)
ANP Mabarnar

@y g9
3,92
ldntﬂw
& 1]

i s bttt

X/Twitter



[ ye— Ty |

X o AP e a
@) Meorele = 0 Mrkose . ) " iy - I
ML) ATy VA S L 48 A
Q  Mawr A | M
@ttt - ey 1 bl b «
O il Badar g Nangns @t aishan
o ow o= o ——
o'
e n agaanass Meaguianm 10V
& BT RN T - v
L L
& b Ninatey
00 anssiee
X Newe E2EEED ﬂ v n-—--
g 3,92 M e
© 1w SAMGAT BAX

]
|

e Website PPID KKP

L R s Ol de |
PRI SALAI PENSTNOALIAN DAN
) PN VY KA Pemie’ i Skeinge eyt - |
MAXAISAR
L ol i
FINCER K KPUAL AN VAT ZARAT (RO BALAT REALR WA MAKASLAN FRAVLLAN | Tl 2004 bt
1 INOEES XIRASEAN MATYANAKAT [V BALALSESAR KV MACATIAN TRIMULAN & TAHN 2004 b=t
T Irxdeks Nepuaman Viaypaeokat (M) Botet Deser KM Merbaxsce THwidon B et 3004
& Incoks Repucsan Masparooat {800) Bar Deosr 0PN Mokamsar Triwdon v Tasun 2004
B ndeks Kaguosan Vospsroest (0v) Kook esar 0P Makaessr Tauion | Tahun 2008
O HAEE SUBVH KEPULSAN MASTARARAT BAOAN MUTU KXY MAKIESAR TRMLLAN & F2sUN 2000 run
TR BUNTVE L CESURRAN ML ETARAKAT SATAN VUTU KRR MECATRAN TRTALLAN I T2 2000 run
B HAZE SUTVI) KXFUATAN MASYAFAFAT BADAN MUTU 0% MAXAZEAR TIOWULAY % TASUN 3009
1 AEPUASAN MASYARARAT BADAN MUTU 0 MAKILSAE TRAWLILAN : TAMM 2024
€, loparan
G Llspaan wa = W Tamin 3004
e Website KKP
R T ‘ o b N . PR c v D w
u :’_;"::"::""“"‘""‘ Tavow Poaiten  Wimi  Lesmen  Ane

BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN
PERIKANAN MAKASSAR

v w— b A .

ST AL SURVET KEPUASAN MASYARAKAT BADAN MUTU KKP MAXASSAR TRIWULAN |
TAMUN 2020

ot | s
HABIL SURVEN KEPUASAN MASYARAKAT BADAN MUTU KKP MAKASSAR THIWULAN IV
TAHUN 20285




e WHATSAPP GRUP SIAP MUTU

e Digisign

[ sasias wEseazan mALATERS!

— O

W .
3,93 CEmET

r: 8
,

e SIPPN Menpan
(Tidak Bisa Akses)

PENANGANAN PENGADUAN TRIWULAN | TAHUN 2026



@

A VEEEMINGS W= 08

Penanganan Pengaduan
Badan Mutu KKP Makassar

Trawutan | Tahun 206

HASIL SKM BPPMHKP TRIWULAN |

o
’—j R Tk i
2w —
SO

-~ - — e v

e -—

e -

-~ e — e —————
- ——t - e cen

B ———— — — - —

T — - ——— — - —
-

o T — ——

e e et e e e G e e B e
- — L AT pe S— o —
—— — - | —

—— g — — " ——
e — A - e e —— 0 e W e
——— -

- — e ———

B AT — —— W ——— —
————— " — o ¥ — v —
U —— T —— . T— —
—— -

1 ———— —— - — ——
T——— -
_———t e emu . - - - he— e
v b e fae W Smmw wa TIe e
. e e o S o
T — T b — - T
- e

- — T —— " " r——
v — - — — " ———

e S - — * s o
e e e e = e o
———— - —— e . e e ——— .
P ——_—_—- T s G- - o

— -

. o r—
-— S ——
P — e

9 ) =







	001 Surat Pengantar LKJ tw I -2026-koreksian-2_260422_144733 (1).pdf (p.1)
	02. covLKJ Triwulan I 2026.pdf (p.2)
	003 Kata Pengantar triwulan I 2026_260422_145003.pdf (p.3)
	04. Daftar isi.tw I-26-koreksian-1.pdf (p.4-6)
	05. ringkasan ekslusif tw I 2026-koreksian.pdf (p.7-8)
	06. Bab 1 Pendahuluan Triwulan I -2026-koreksian-2.pdf (p.9-12)
	07. Bab 2 Perencanaan Kinerja triwulan I - 2026-koreksian.pdf (p.13-16)
	08. Bab 3 Akuntabilitas Kinerja Triwulan I -2026-koreksian-2.pdf (p.17-115)
	09. Bab 4 tw I - 2026.pdf (p.116-119)
	10. Batas PK 2026.pdf (p.120)
	11. PK signed_file_14._makassar.pdf_cleaned_A9Kcvu7_Ewhm0Ul.pdf (p.121-123)
	12. Batas Lampiran LCK Triwulan I 2026.pdf (p.124)
	13. gabungan LCK Bruto.pdf (p.125-274)
	IKU 1  Produksi Primer TW I Tahun 2026 - Revisi I.pdf (p.1-17)
	IKU 2 TW I 2026 nett.pdf (p.18-29)
	IKU 3 FORM LCK TW I TA 2026 (1).pdf (p.30-57)
	IKU 4 TW I 2026.pdf (p.58-62)
	IKU 5 TW I LCK IP ASN 2026 Perbaikan.pdf (p.63-69)
	IKU 6 TW I Nilai Pembangunan Integritas_Triwulan I_2026 (1).pdf (p.70-82)
	IKU 7 SAKIP Triwulan I Tahun 2026.pdf (p.83-87)
	IKU 8 SIDAK TW1_2026 (1)-lina.pdf (p.88-94)
	IKU 9 IKPA TW I 2026_Fix.pdf (p.95-99)
	IKU 10 TW I-NK perencanaan anggaran 2026 (1).pdf (p.100-116)
	IKU 11 RUP PBJ_TW I 2026_14_April_2026.pdf (p.117-132)
	IKU 12 SKM TW I 2026.pdf (p.133-150)

	14. cover belakang.pdf (p.275)

